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TRANSLITERASI DAN SINGKATAN  
A. Transliterasi  
1. Konsonan  
Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai 
berikut : 
b : ب z : ز f : ؼ 
t : ت s : س q : ؽ 
s\ : ث sy : ش k : ؾ 
j : ج s} : ص l : ؿ 
h{ : ح d{ : ض m : ـ 
kh : خ t} : ط n : ف 
d : د z} : ظ w : و 
z\ : ذ ‘ : ع h : ػه 
r : ر g : غ y : ي 
Hamzah  ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanpa apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 
2. Vokal dan diftong 
a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (untuk) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:  
VOKAL PENDEK PANJANG 
Fath}ah a a> 
Kasrah  i i> 
D}ammah  u u> 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ai) dan (u) misalnya kata 
baina ( ينب ) dan qaul ( ؿوق )  
3. Tasydi>d dilambangkan dengan konsonan ganda  
4. Kata sandang al-(alif la>m ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika 
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (al-). 
Contohnya :  
Menurut al-Bukhār i , hadis ini ....   
Al-Bukhār i  berpendapat bahwa hadis ini .... 
5. Ta marbu>t}ah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika terletak di akhir 
kalimat, ditransilteri dengan huruf ‚h". Contohnya: 
Al-Risa>lat li al-mudarrisah   ةسردملل ةلاسرلا 
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah 
menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis 
dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, 
misalnya perkataan sunnah, khusus dan umum, kecuali bila istilah itu menjadi 
bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya: 
Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n ( فآرقلا ؿلاظ في )  
Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n ( نيودتلا لبق ةنسلا ) 
Inna al-‘Ibrah bi ‘Umu>m al-Lafz} la> bi Khus}u>s} al-Sabab 
ببسلا صوصبخ لا ظفللا ـومعب ةبرعلا فإ 
7. Lafz} al-Jala>lah ( للها ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. Contohnya: 
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 للها نيد = di>nullah      للهاب = billāh 
للها ةحمر في مه = hum fi> rah}matilla>h 
8. Lafal yang diakhiri dengan ya’ nisbah, maka akan ditulis dengan ‚i >‛. 
contohya: 
بيطاشلا = al-Syat}ibi> 
فيارقلا  = al-Qara>fi> 
B. Singkatan  
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
1. swt.  = Subh}a>na wa ta’a>la> 
2. saw. S = S{allalla>h ‘alaih wa sallam 
3. a.s. = ‘Alaih al-sala>m 
4. H  = Hijriyah  
5. M  = Masehi  
6. w.  = wafat  
7. QS. …/…: 4  = Qur’an Surah …/no. surah: ayat 4. 
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ABSTRAK 
 
Nama Peneliti  : Mayyadah 
NIM   : 80100211010 
Judul Tesis    : Kaidah Fleksibilitas Fatwa: Studi  terhadap Fatwa  
     Ulama-ulama Kontemporer 
======================================================== 
Tesis ini bertujuan untuk meneliti perubahan fatwa yang disebabkan oleh 
perubahan realitas zaman modern yang menghadirkan berbagai macam bentuk 
problematika fikih yang multi-dimensi. Adakalanya problematika fikih tersebut 
benar-benar baru yang tidak dijumpai dalam wacana fukaha klasik dan adakalanya ia 
tidak memiliki landasan dalil baik dari al-Qur’an maupun Sunnah sehingga 
membutuhkan kejelian ulama dalam menganalisa konteks realitas untuk menemukan 
solusi hukumnya. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan 
pendekatan teologis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode library 
research dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dari literatur-literatur  
klasik dan modern, primer dan sekunder. Data penelitian yang terkumpul kemudian 
dianalisa dan diproses melalui teknik analisis data secara kritis dan komprehensif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah fleksibilitas fatwa adalah 
kaidah yang menghendaki adanya perubahan atau perbedaan fatwa berdasarkan 
perubahan tempat, waktu, kondisi, niat, dan tradisi. Dari beberapa manhaj fatwa, 
ulama-ulama kontemporer telah menerapkan kaidah fleksibilitas fatwa dengan 
menggunakan manhaj al-wasat} al-mu’tadil (moderat). Adapun penerapan kaidah 
fleksibilitas dapat dijumpai pada produk fatwa ulama-ulama kontemporer seperti 
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Wahbah al-Zuhaili>, ‘Ali> Jum’ah, Sahal Mahfudh, dan Quraish 
Shihab. 
Penelitian ini memberikan implikasi bahwa kaidah fleksibilitas fatwa dapat 
menjadi sebuah kaidah yang relevan dan aplikatif dalam memecahkan kasus-kasus 
fikih modern sehingga para ulama diharapkan mampu menerapkan kaidah tersebut 
dalam fatwanya. Oleh karena itu, para ulama dituntut untuk membawa spirit taysi>r 
dan takhfi>f agar fatwa yang dihasilkan pun membumi di masyarakat. 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kondisi zaman yang terus berkembang bukan hanya melahirkan berbagai 
problematika baru dalam masyarakat, tetapi juga menuntut para ulama untuk lebih 
jeli dalam memahami perubahan realitas yang sedang terjadi. Pemahaman terhadap 
realitas tersebut merupakan salah satu penentu utama dalam menetapkan solusi 
untuk menjawab berbagai macam permasalahan fikih kontemporer. 
Sebelum wacana fiqh al-wa>qi’, nas al-Qur’an yang merupakan landasan 
hukum Islam paling otoritatif terlebih dahulu telah mencontohkan pentingnya 
memahami realitas sebelum mengeluarkan sebuah hukum yang akan berlaku di 
masyarakat. Adakalanya nas al-Qur’an berfungsi sebagai baya>n atau penjelasan 
terhadap hukum sebuah masalah yang didahului dengan pertanyaan atau 
permohonan fatwa kepada Rasulullah saw.
1
 Selain nas yang berfungsi sebagai baya>n 
hukum, kedudukan asba>b al-nuzu>l atau sebab turunnya ayat dapat dijadikan sebagai 
bukti kuat bahwa eksistensi teks (nas) memiliki hubungan yang kuat dengan 
konteksnya. 
Fazlul Rahman mengemukakan bahwa konteks zaman modern jauh berbeda 
dengan konteks zaman lampau. Konteks tersebut bukan hanya menyangkut tentang 
perubahan kondisi sosial-geografis, tetapi juga kondisi politik. Oleh karena itu, 
                                                          
1
Contoh ayat yang turun dengan didahului oleh permohonan fatwa kepada Rasulullah saw. 
adalah pada Surah an-Nisa>’ ayat 176 yang membahas tentang masalah kalalah (ahli waris yang tidak 
memiliki sanak saudara dan kerabat). Pada ayat tersebut lafaz yang digunakan adalah كنوتفتسي. Pada 
ayat lain sebagaimana dalam Surah al-Baqarah ayat 222 tentang larangan menyetubuhi istri yang 
sedang dalam kondisi haid, ayat turun setelah didahului oleh pertanyaan yang diajukan kepada Nabi 
saw. dan lafaz yang digunakan adalah كنولئسي. 
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menurut Rahman, konsep fikih masa kini seharusnya lebih menitikberatkan kepada 
metode tat}bi>qi> (praktik) dibanding sekedar melakukan istinba>t}2 hukum.3 
Metode tat}bi>qi> yang diungkapkan oleh Fazlul Rahman dimaksudkan agar 
teks tidak lagi berputar ke teks, tetapi berpindah dari teks ke konteks yang dapat 
diterapkan dalam kehidupan. Metode tersebut merupakan salah satu cara yang tepat 
karena problematika di zaman sekarang cenderung lebih kompleks dan multi-
dimensi sehingga adanya metode aplikatif fikih dapat memberikan kemajuan dalam 
perkembangan fikih itu sendiri. 
Untuk menemukan solusi dari problematika kontemporer, salah satu bentuk 
solusi efektif yang ditawarkan para ulama adalah fatwa. Yu>suf al-Qarad}a>wi> 
mengungkapkan bahwa fatwa merupakan solusi terbaik bagi para mujtahid dalam 
menjawab masalah-masalah aktual umat Islam. Sebelum mengeluarkan fatwa, 
seorang mufti atau ahli fatwa terlebih dahulu wajib memahami hakikat realitas yang 
melatarbelakangi terjadinya sebuah kasus hukum.
4
 Dengan demikian, fatwa dapat 
bersifat fleksibel terhadap perubahan realitas seperti perubahan tempat, waktu, 
kondisi, dan kebiasaan. 
Beberapa contoh fleksibilitas fatwa dapat disimak dari riwayat fatwa-fatwa 
                                                          
2
Secara bahasa lafal istinba>t} berasal dari kata istanbat}a yang berarti mengeluarkan sesuatu dari 
dalam. Adapun secara istilah fukaha, istinba>t} berarti mengeluarkan hukum atau ‘illat jika keduanya 
tidak mempunyai dalil nas atau pun kesepakatan ulama. Jadi, istinba>t} hukum adakalanya 
menggunakan al-Qiya>s, Istih}sa>n, dan sejenisnya, sedangkan istinba>t} ‘illat dilakukan dengan 
menyesuaikan ‘illat dengan hukum atau cara lainnya. Lihat Departemen Wakaf dan Urusan 
Keislaman Kuwait, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah, Juz 4 (Cet. III; Kuwait: Departemen Wakaf dan 
Urusan Keislaman, 1984), h. 111. 
3
Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History dalam Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran 
Fazlur Rahman Tentang Metode Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
1997), h. 112. 
4
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, al-Fatwa> baina al-Ind{iba>t} wa al-Tasayyub (Cet. II; Beiru>t: al-Maktab al-
Isla>mi>, 1995), h. 67. 
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Sahabat Rasulullah saw. yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh 
Rasulullah saw. di zaman sebelumnya. Misalnya pada kasus penetapan sanksi potong 
tangan terhadap pencuri. Pada zaman Rasulullah saw., pencuri yang terbukti 
melakukan pencurian akan dikenakan h}ad (sanksi). Namun, pada masa 
kepemimpinan Umar bin Khattab, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ia tidak 
memberikan sanksi potong tangan kepada pencuri.
5
 
Perubahan keputusan hukum terhadap pencuri tersebut didasarkan pada 
kondisi yang melatarbelakangi terjadinya pencurian yaitu masa paceklik yang 
berkepanjangan.
6
 Musim paceklik menyebabkan siapa saja bisa terpaksa melakukan 
pencurian demi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, 
Umar sebagai khalifah yang adil memutuskan untuk tidak menjatuhkan sanksi 
terhadap pencuri yang terpaksa mencuri di musim paceklik karena 
mempertimbangkan perbedaan kondisi yang terjadi di zamannya dengan di zaman 
Rasulullah saw. 
Para ulama telah memformulasikan sebuah kaidah fikih yang berkaitan 
dengan perubahan fatwa yang disebabkan oleh berubahnya realitas. Kaidah 
fleksibilitas fatwa tersebut salah satunya dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah yang menyebutkan: 
 َ ت َغ َ ي َرََ ا َفل َ ت َو َوَى َخا
 َتَ ل َ ف َه َ  بَا َس َبَ َ ت َغ َ يََّ ا َل ََز
 َم ن َةَ ََو ا َل َم
 َك َن َةَ ََو ا َل َح َو َلاَ َو َ نلا َي
 َتاَ ََو ا َعل َو
 َئا َد.7   
Terjemahnya: 
Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, 
kondisi, niat, dan tradisi. 
                                                          
5
Muh}ammad Balta>ji>, Manhaj ‘Umar bin Khatt{a>b fi al-Tasyri>’ (Cet. III; Kairo: Da>r al-Sala>m, 
2006), h. 214. 
6
Ibid. 
7
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘la>m al-Muwaqqi‘i>n ‘an Rabb al-‘Ala>mi>n, Juz 4 (Saudi Arabia: 
Da>r Ibnu al-Jauziyyah, 2002), h. 337. 
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Kaidah tersebut menunjukkan bahwa perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, 
dan tradisi merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya fleksibilitas fatwa. Ibnu 
al-Qayyim lebih lanjut mengemukakan bahwa fatwa ditetapkan setelah mujtahid 
atau ahli fatwa melewati dua proses analisa, yaitu analisa terhadap realitas (fahm al-
wa>qi‘) dan analisa terhadap nas (fahm al-wa>jib fi> al-wa>qi‘).8 
Pemahaman terhadap realitas sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Qayyim 
dimaksudkan untuk membumikan nas sehingga tidak menyebabkan kesukaran bagi 
umat Islam. Adapun pemahaman terhadap nas dimaksudkan agar fatwa yang 
dihasilkan tidak bertentangan dengan nas al-Qur’an dan Sunah Rasulullah saw. 
Ulama kontemporer Yu>suf al-Qarad}a>wi> juga mengemukakan kaidah 
fleksibilitas fatwa meski dengan redaksi yang berbeda dengan redaksi Ibnu Qayyim 
al-Jauziyyah. Meskipun redaksi yang diungkapkannya berbeda, namun makna dari 
kaidah fleksibilitas tersebut sama yaitu perubahan fatwa dapat dipengaruhi oleh 
perubahan realitas. Yu>suf al-Qarad}a>wi> mengatakan: 
 َ ت َغ َ ي َرََ ا َفل َ ت َو َبَى َ ت َغ َ يَّ َزلا َم
 َناَ ََو ا َكلم َناَ ََو ا َل َلاَ ََو ا َعل َر
 َف.9  
Artinya: 
Perubahan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, dan adat 
istiadat. 
Kaidah tersebut menunjukkan bahwa fatwa dapat disesuaikan dengan 
perubahan realitas. Oleh karena itu, fatwa yang ditetapkan oleh ulama pada zaman 
tertentu bisa saja berbeda dengan fatwa ulama zaman sekarang. Adanya perubahan 
fatwa bukan berarti mengubah syariat yang tertuang dalam nas. Akan tetapi, perlu 
dipahami bahwa fatwa merupakan bagian dari fikih, sedangkan fikih berbeda dengan 
                                                          
 
8Ibid., h. 165. 
9
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Taisi<r al-Fiqh li al-Muslim al-Mu’a>s}ir  (Kairo: Maktabah Wahbah, 
1999), h. 36. 
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syariat. Jika syariat bersifat absolut dan permanen, fikih bersifat dinamis seiring 
perkembangan zaman. Meskipun sumber nas berasal dari al-Qur’an, tetapi produk 
hukum fikih yang dihasilkan bisa saja berbeda-beda. 
Adanya karakter fatwa yang fleksibel dan dinamis juga sejalan dengan spirit 
taisi>r (kemudahan) dan takhfi>f (keringanan) dalam fikih. Dalam kaidah fikih 
disebutkan: 
 َإ َذ َضَا َقاَ َ  لا َم َرَ َتا َس َعَ َإو َذ َتاَا َس َعَ َلا َم َرَ َض َقا.
10 
Artinya: 
Jika terjadi sebuah kesukaran dalam sebuah masalah maka berilah keringan, 
dan jika kesukaran itu telah hilang maka kembalikanlah pada kondisi hukum 
asalnya. 
Jika fatwa tidak dapat mengikuti dinamika perkembangan zaman, maka akan 
terjadi kesulitan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat. ‘Ali Jum‘ah 
melontarkan kritiknya kepada para ulama yang mengeluarkan fatwa ekstrim karena 
tidak mampu mengaitkan antara nas dengan fikih atau fikih dengan realitas sehingga 
menyebabkan konflik di tengah masyarakat.
11
 
Pada zaman sekarang, Islam bukan hanya milik suku Arab, tetapi juga bangsa 
Eropa, Asia dan lainnya. Islam tidak tumbuh dan berkembang di negara-negara 
mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara sekuler-minoritas. Perbedaan sosio-
kultural dan geografis tentu menyebabkan problema hukum yang beraneka ragam 
pula. Apabila fatwa tidak didasarkan pada realitas tersebut, maka ajaran Islam tidak 
mampu membumi dan produk fikih tidak akan berkembang. Hal itu bertentangan 
dengan firman Allah dalam QS Ibrahim/14: 4: 
                                                          
10
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Da>r al-H}adi>s|, 2005), h. 
121. 
11‘Ali> Jum‘ah, al-Ifta>’ baina al-Fiqh wa al-Wa>qi‘ (Mesir: al-Wa>bil al-S{ali>b, 2007), h. 52. 
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  ََ َ َََ  َ َ ََ ََ َ  َ
 َ َ   ََ َ  َ ََ 
Terjemahnya: 
Dan tiadalah Kami mengutus rasul itu melainkan dengan bahasa kaumnya agar 
ia dapat menjelaskan ajaran ini kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa 
saja yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia 
Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
12 
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa wahyu sebagai produk ilahi tidak dapat 
membumi di hati umat manusia jika rasul sebagai pembawa wahyu tidak memahami 
kondisi umatnya. Ayat tersebut juga sejalan dengan salah satu prinsip manhaj ulama 
kontemporer yang menjelaskan bahwa fatwa seharusnya disampaikan dalam bahasa 
yang komunikatif serta menghindari penggunaan istilah rumit yang dapat membuat 
orang awam sulit memahami fatwa.
13
 Sinergi antara pemberi wahyu dan penerima 
wahyu, teks dengan konteks, akan mewujudkan Islam sebagai agama rah}matan li al-
‘ala>mi>n. 
Adanya problematika fikih kontemporer mengharuskan seorang mujtahid 
atau ahli fatwa tidak cukup dengan hanya memahami nas, qawa>‘id, dan bahasa Arab. 
Seorang mujtahid juga disyaratkan untuk memiliki kemampuan dalam memahami 
realitas yang mencakup tiga hal yaitu: Pertama,  pengetahuan atas pengaruh atau 
dampak lingkungan terhadap proses perkembangan kehidupan manusia. Kedua, 
pemahaman mendalam terhadap warna-warni dinamika sosial yang menjadi faktor 
pengikat hubungan antarmanusia. Dan ketiga, analisa kedalaman jiwa manusia 
(psikologis) sebagai dasar eksistensi manusia di kehidupan ini.
14
 
                                                          
12
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), h. 379. 
13
Yu>suf al- Qarad}a>wi>>, al-Fatwa> baena al-Ind}iba>t}, h. 108. 
14
Abu> Ya>sir Sa‘i>d bin Muh{ammad Baihi>, al-Ta’s}i>l al-‘Ilmi > li Mafhu>m Fiqh al-Wa>qi‘ (Cet.II; 
Mesir: Da>r al-‘A<limiyyah, 2005), h. 252. 
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Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan fatwa yang didasarkan pada 
perubahan realitas bukan  berangkat dari pemahaman terhadap kondisi sosial 
manusia saja, tetapi juga sisi psikologisnya (fiqh al-nafsi>). Maksud dari fiqh al-nafsi> 
adalah seorang mujtahid memahami konteks perbedaan corak individu sebelum 
menganalisa konteks hukum agama dan proses terbentuknya hukum-hukum atas 
realitas yang ada pada individu tersebut. 
Salah satu faktor penyebab terjadinya fleksibilitas fatwa adalah perubahan 
zaman atau waktu. Para ulama telah menegaskan bahwa perubahan zaman menjadi 
pertimbangan dalam analisa al-mas}lah}at al-mursalah15 dan hal-hal yang mendorong 
perubahan hukum seperti kondisi darurat, dekadensi moral, lemahnya motivasi 
keimanan, atau perubahan fasilitas dan modernisasi sistem kemasyarakatan yang 
merupakan dampak dari perubahan zaman.
16
 Pertimbangan perubahan zaman dalam 
penetapan fatwa telah dicontohkan dalam fatwa ‘Umar bin Khat}t}a>b yang 
meniadakan sanksi potong tangan di musim paceklik. 
Selain perubahan zaman, fatwa juga bisa bersifat fleksibel terhadap 
perubahan atau perbedaan tempat. Adapun yang dimaksud dengan perubahan ruang 
atau tempat adalah seperti perubahan iklim atau kondisi suhu panas dan dingin di 
negara-negara tertentu yang menjadi faktor penyebab berbedanya perkembangan 
biologis masyarakat tersebut.  
Perkembangan biologis misalnya usia balig antara perempuan-perempuan di 
wilayah Arab bisa saja berbeda dengan perempuan-perempuan di daerah Asia. Efek 
                                                          
15
Menurut Fukaha, al-Mas}lah}at al-Mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nas dan 
kesepakatan ulama tentang digunakannya suatu hukum atau dibatalkannya dan tidak ada dampak 
hukum yang terjadi bagi yang menyetujuinya. Lafal ini juga diistilahkan dengan istis}la>h}. Lihat 
Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, op. cit., Juz 3, h. 324. 
16‘Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, Manhaj al-Ifta>’ ‘inda Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah 
(Yordania: Da>r al-Nafa>’is, 2004),  h. 304. 
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lain dari adanya perbedaan geografis adalah perbedaan panjang siang dan malam 
yang memengaruhi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah 
seperti perbedaan waktu puasa dan sebagainya.
17
 
Berkaitan dengan hal tersebut, Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar 
mengatakan: 
 َإ َنَ َزلا َم َناَ َلَ َ ت َ ت َغ َ ي َرَ َح
 َق َ ي ََق ت َوَ َف َلا َ ي َو َمَ َى َوَ َلا َ ي َو َمَ
 َم َنََ ل َد َنَ َس َي
 ََد ن َدآَ ا َمَ َو َلَ َ ي
 َك َ ن َن َتَ ا َص َو َرَ َ ت َغ َ يَّ
 َا َفل َت َوا َنَى
 ََت ي َج َةَ َخا َت َل َفَ َلا َي َما،َ َو
 َكل َنَ َلا َذ َ يَي َك َنََ ت َص ََو َر هَ َماَ َ ت
 َد َث َوَ َى َذ َهَ َلا َخ َت َل َف َتاَ َزلا ََم َن ي َةَ
 َم َنَ َ ت َغ َ ي َر
 َتاَ َع َل َحَى َي َةاَ َ لا َن َس
 َنا...18 
Artinya: 
Sesungguhnya waktu pada hakikatnya tidak mengalami perubahan karena hari 
ini adalah sama dengan hari yang ada di masa Sayyidina Adam dan kita tidak 
dapat menjadikan perubahan fatwa disebabkan oleh perbedaan hari, akan tetapi 
yang dimaksudkan adalah apa yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan 
waktu tersebut yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan manusia. 
Selain perubahan waktu dan tempat, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa 
fleksibilitas fatwa juga dipengaruhi oleh adanya perubahan kondisi dan niat 
seseorang. Fatwa bagi seseorang yang berada dalam kondisi normal tentu saja 
berbeda dengan orang yang berada dalam situasi darurat. Pembebanan hukum 
(takli>f) bagi orang yang sehat tidak sama dengan orang yang tua-renta maupun orang 
yang sedang sakit. Dalam kaidah fikih disebutkan: 
َ.  تا ر و ظ لمح اَ ح ي ب تَ  تا ر و ر ضلا
19 
Artinya: 
Kondisi darurat menyebabkan dibolehkannya hal-hal yang dilarang agama. 
Jauh sebelum fukaha sepakat akan adanya perubahan fatwa yang disebabkan  
 
                                                          
17Ibid., h. 305.  
18
Ibid., h. 303. 
19‘Abdul ‘Aziz Muh {ammad ‘Azzam, op. cit.,  h. 147. 
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oleh perubahan kondisi, Rasulullah saw. sebagai uswatun h}asanah juga 
mencontohkan hal tersebut pada masalah larangan menyimpan daging kurban lebih 
dari tiga hari. Namun pada tahun berikutnya, Rasulullah saw. mencabut larangan 
tersebut dengan membolehkan penduduk untuk mengeringkan dan menyimpan 
daging.  
Adanya pelarangan di tahun sebelumnya disebabkan oleh adanya para tamu 
yang berbondong-bondong datang ke Madinah sehingga para penduduk diharuskan 
untuk membagikan daging kurban tersebut sebagai bentuk penghormatan.
20
 
Perubahan fatwa tersebut sebagaimana yang terdapat pada hadis riwayat Bukha>ri> 
dan Muslim berikut: 
 َع َنَ َس َل َم َةََ ب َنَ َ  لا ََك و َعَ َاق َل َقَ: َلاَ َنلا َ  بَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي
 َوَ َو َس َل َم َمَ: َنَ َض َح
 َمَى َن َك َمَ َفَ ل َيَ َص َب َح َنَ
 َ ب َع َدََ ث
 َلا َث َةَ ََو ب
 َق َيََ
 ف َ بَ ََي ت َوَ ََم ن َوَ َش َي َء،َ َ ف َل َم ََك ا َناَ َلا َع َماََ الم      ََق ب َلَ َق َلا َيَاواَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َ ن َف َع ََلَ َك َم َ فَا َع ََل نَا
 َا َعل َماَ َلا َم َضا َقَ ؟ى َلا ََك : َل َو َوَ ا َأ َط
 َع َم َو َوَ ا َدا
 َخ ََر و َفَ ا َإ َنَ ََذ
 ل َكَ َعلا َماََ َك َناََ ب َنلا َساَ َج َه َدَ َف َأ ََر د َتََ أ َنَ
 َت َع َ ي َ ن َو
 َفَا َ ي َه.ا
21
 
Terjemahnya: 
Dari Salamah bin al-Akwa’ ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban di antara kamu maka janganlah 
menyimpannya lewat dari tiga hari dan menyisakannya sedikit pun di dalam 
rumahnya. Kemudian di tahun berikutnya mereka bertanya: Wahai Rasulullah, 
apakah kami harus melakukan apa yang pernah kamu lakukan di tahun 
sebelumnya (yaitu tidak boleh menyimpan daging lebih dari tiga hari). Lalu 
Rasulullah pun menjawab: Makanlah, berilah makan orang lain, dan simpanlah 
dagingmu karena sesungguhnya di tahun itu orang-orang sedang kesusahan 
jadi saya ingin menolong mereka dengan memberikan daging sembelihan itu. 
Selain perbedaan kondisi, perubahan niat pun menjadi salah satu faktor 
                                                          
20
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, ‘Awa>mil al-Si‘ah wa al-Muru>nah fi> al-Syari>‘ah al-Isla>miyah (Kuwait: 
Majlis al-Wat}ani> li al-S|aqa>f>ah wa al-Funu>n wa al-Adab, 2002 ), h. 82. 
21
Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, op. cit., Bab tentang Daging Sembelihan, Hadis ke 5569, h. 31. 
Hadis tersebut terdapat dalam riwayat Muslim dengan redaksi yang berbeda. Lihat Muslim bin H}ajja>j 
al-Naisabu>ri S}ahi>h Muslim, Bab tentang Daging Sembelihan, Hadis ke 1974 (Cet. IV; Kairo: Da>r al-
H}adi>s|, 2001), h. 143. 
 
10 
 
pendorong terjadinya perubahan hukum dan fatwa. Analisa seorang mufti terhadap 
perubahan niat orang yang meminta fatwa (mustafti>) dapat diterapkan pada kasus-
kasus perceraian, sumpah, dan jual-beli. Al-Qara>fi> menegaskan bahwa seorang mufti  
tidak serta-merta melihat lafal yang diucapkan mustafti> terutama yang berasal dari 
kaum awam karena kadang-kadang mereka menggunakan lafal-lafal s}ari>h}22 tersebut 
bukan pada tempatnya.
23
 Contohnya ketika ia mengucapkan lafal talak namun 
maksudnya bukan talak tetapi hanya pisah ranjang sementara. 
Perbedaan penggunaan lafal juga ditentukan oleh perbedaan kebiasaan dan 
budaya sehingga dalam kaidah usul fikih, para ulama telah memperdebatkan masalah 
pertentangan lafal baik yang disebabkan oleh faktor kebahasaan maupun faktor 
kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut, fatwa sebagai salah satu solusi hukum 
fikih juga dapat dipengaruhi oleh faktor perbedaan ‘urf atau adat masyarakat yang 
tidak hanya mencakup masalah bahasa tetapi juga perbedaan perilaku. 
Mayoritas ulama-ulama terdahulu menjadikan ‘urf sebagai salah satu faktor 
dominan dalam perubahan fatwa. Ulama tersebut di antaranya Ibnu Qayyim dari 
mazhab H{ana>bilah dan Ibnu ‘Abidi >n dari mazhab H{anafiyah. Keduanya berpendapat 
bahwa adanya perubahan‘urf  disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin 
berkembang sehingga jika hal tersebut tidak dipertimbangkan maka maslahat tidak 
dapat terwujud.
24
  
Pada zaman modern, arus teknologi dan informasi menyebabkan terjadinya 
                                                          
22
Lafal yang langsung dapat dipahami maknanya, bukan bahasa kiasan. 
23
Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi>, al-Ih}ka>m fi> Tamyi>z al-Fata>wa> ‘an al-Ah}ka>m wa Tas}arrufa>t al-Qa>d}i> 
wa al-Ima>m  (Cet. II; Beirut: Maktab al-Mat}bu>‘a>t al-Isla>miyah, 1995), h. 231. 
24
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Mu>jiba>t Tagayyur al-Fatwa> (Perancis: Dewan Penerbitan dan Terjemah 
Persatuan Ulama Muslim Sedunia, t.th.), h. 67. 
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perubahan budaya yang signifikan terutama di masyarakat perkotaan. Jika  zaman 
dahulu orang-orang terbiasa menggunakan uang sebagai alat tukar, maka pada 
zaman sekarang bermunculan alat tukar baru seperti cek
25
 dan sejenisnya. Jika proses 
jual-beli orang-orang pada masa klasik hanya dilakukan di pasar atau di pusat 
perbelanjaan, maka dewasa ini manusia dapat membeli barang yang dia inginkan 
tanpa perlu keluar rumah melalui fasilitas internet.  
Perubahan radikal lain yang disebabkan oleh adanya pekembangan teknologi 
adalah munculnya pernikahan yang diadakan melalui media telepon. Melalui media 
telepon, pihak-pihak pelaksana akad tidak perlu berada dalam satu majelis untuk 
melaksanakan proses ijab dan kabul. Di tanah air, pernikahan via telepon ini pertama 
kali terjadi pada tahun 1989 silam yang kemudian menuai kontroversi dari berbagai 
pihak.
26
 Semua perubahan kebiasaan ini tentu saja memberikan implikasi yang 
berbeda terhadap keputusan fatwa yang diambil oleh para mufti. 
Meskipun sebuah fatwa bersifat fleksibel sesuai dengan perubahan realitas, 
namun fleksibiltas tersebut diikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan 
oleh para ulama. Tidak semua bentuk perubahan realitas baik itu ruang, waktu, 
kondisi, niat maupun kebiasaan masyarakat bisa mengubah sebuah fatwa. Kaidah 
fleksibilitas tersebut harus didasarkan pada tuntunan syariat Islam yang tidak 
bertentangan dengan eksistensi nas. Selain itu, para mujtahid pun telah menetapkan 
kriteria-kriteria tertentu bagi seorang mufti dan manhaj  yang harus ditempuh dalam 
                                                          
25
Cek merupakan perintah tertulis dari pemegang rekening kepada bank yang ditunjuknya 
untuk membayarkan sejumlah uang. Cek ini biasanya memiliki jangka waktu terbatas. Lihat 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet.V; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2005), h. 199. 
26
Luthfi Assyaukanie, Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer 
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145. 
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berfatwa. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hakikat fleksibilitas fatwa dalam perspektif ulama fikih? 
2. Bagaimana manhaj  ulama dalam menggunakan kaidah fleksibilitas fatwa? 
3. Bagaimana penerapan kaidah fleksibilitas fatwa ulama-ulama kontemporer? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional 
Ada dua term yang dominan dalam penelitian ini yaitu ‚fleksibilitas  fatwa‛ 
dan ‚ulama kontemporer‛. Kedua istilah tersebut perlu didefinisikan lebih lanjut 
oleh peneliti agar tidak terjadi multi-tafsir terhadap pembaca dan penelitian tidak 
keluar dari apa yang ditetapkan oleh judul tersebut. 
Term fleksibilitas bermakna kelenturan dan keluwesan.27 Kata tersebut 
memiliki sinonim dengan kata ‚elastisitas‛ dan ‚kedinamisan‛. Dalam bahasa Arab, 
kata ‚fleksibilitas‛ sering diistilahkan dengan al-muru>nah.28 Adapun fleksibilitas 
fatwa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahwa fatwa sebagai salah satu 
solusi dalam menyelesaikan masalah hukum Islam mempunyai sifat yang fleksibel 
terhadap adanya perubahan-perubahan realitas. Konsep tersebut  sebagaimana yang 
terkandung dalam kaidah yang berbunyi: 
 َ ت َغ َ ي َرََ ا َفل َ ت َو َوَى َخا
 َتَ ل َ ف َه َ  بَا َس َبَ َ ت َغ َ يََّ ا َل ََز
 َم ن َةَ ََو ا َل َم
 َك َن َةَ ََو ا َل َح َو َلاَ َو َ نلا َي
 َتاَ ََو ا َعل َو
 َئا َد.29  
 
Artinya: 
Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, 
                                                          
27
Departemen {Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 417. 
28
Yaitu isim mas}dar  dari kata ََنِرَم-ََُنُرْمَي . Lihat Ibnu al-Manz}u>r al-Afri>qi>, Lisan> al-‘Arab, Juz 6 
(Beirut: Da>r al-S}a>dir, 1997), h. 45. 
29
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op. cit., h. 337. 
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kondisi, niat, dan tradisi. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‚kontemporer‛ berarti: pada 
waktu atau masa yang sama, pada masa kini.
30
 Term ‚kontemporer‛ dalam sejarah 
hukum Islam mengacu pada periode modern perkembangan Islam yang dimulai dari 
abad ke 18 di mana saat itu terjadi gerakan nasionalisme dan reformasi secara 
menyeluruh di wilayah-wilayah Timur.
31
  
Adapun penyebutan term ‚ulama kontemporer‛ dalam penelitian ini 
menunjukkan tokoh-tokoh hukum Islam yang bermunculan sejak periode tersebut 
terutama ulama yang hidup di abad 20-21. Ulama yang berasal dari Timur Tengah 
seperti mufti Syiria Wahbah al-Zuhaili>, mufti Qatar Yu>suf al-Qarad}a>wi>, mantan 
mufti Mesir ‘Ali> Jum’ah, dan ulama Indonesia seperti Ketua Majelis Ulama sekarang 
M. A. Sahal Mahfud dan mantan Ketua Majelis Ulama M. Quraish Shihab.  
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada konsep kaidah fleksibilitas 
fatwa menurut perspektif ulama fikih sehingga tidak mengeksplorasi lebih jauh 
kaidah-kaidah hukum Islam lain baik kaidah fikih maupun usul fikih di luar kaidah 
tersebut.  
Penelitian ini juga tidak menganalisa produk fatwa ulama-ulama klasik, 
tetapi hanya terfokus pada fatwa-fatwa ulama kontemporer saja yang 
mengaplikasikan kaidah fleksibilitas fatwa tersebut. Penggunaan term ‚ulama-ulama 
kontemporer‛ pada judul penelitian dimaksudkan untuk membatasi produk fatwa 
pada fatwa ulama secara individu, bukan ulama dalam arti kelembagaan atau fatwa 
kolektif. 
                                                          
30
Departemen Pendidikan Nasional, op. cit., h. 805. 
31
Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 17. 
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D. Kajian Pustaka 
Masalah fatwa merupakan masalah sentral dalam pembahasan konsep 
istinbat} hukum sehingga hampir selalu didapati di semua literatur ulama klasik 
maupun kontemporer. Karya-karya tulis tersebut cukup variatif karena pada 
umumnya terbagi ke dalam tiga jenis: Pertama, karya tulis yang hanya membahas 
tentang fatwa secara teoritis. Kedua, karya tulis yang berisi kumpulan produk fatwa 
baik yang berasal dari individu maupun lembaga fatwa tertentu. Ketiga, karya tulis 
yang mengkombinasikan antara teori fatwa dengan bentuk penerapannya, maka 
penelitian ini masuk ke dalam jenis yang ketiga. 
Salah satu kitab klasik yang mengkaji tentang konsep fatwa yang cukup 
populer  adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitabnya yang berjudul 
I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabbi al-‘A<lami>n, Ibnu Qayyim bukan hanya membahas 
kaidah-kaidah penggunaan al-ra’yu atau al-qiya>s yang banyak digunakan para 
mujtahid dalam berfatwa, tetapi juga menganalisa fatwa-fatwa para Sahabat 
terutama fatwa Umar bin Khatta>b secara komprehensif.
32
 Oleh karena itu, kitab ini 
tidak memberikan penjelasan tentang penerapan kaidah fleksibilitas fatwa dalam 
fatwa ulama-ulama modern sebagaimana tesis peneliti. 
Kitab klasik lainnya adalah Al-Ih}ka>m fi> Tamyi>z al-Fata>wa> ‘an al-Ah}ka>m wa 
Tas}arrufa>t al-Qa>d}i> wa al-Ima>m  karangan Syiha>buddi>n Abi> al-‘Abba>s bin Idri>s al-
Ma>liki> yang lebih dikenal dengan nama al-Qara>fi>. Berbeda dari I’la>m Ibnu Qayyim, 
kitab al-Ihka>m tersebut lebih banyak membahas perbedaan-perbedaan antara konsep 
fatwa dengan konsep hukum hingga komparasi antara karakteristik al-qa>d}i> dengan 
                                                          
32
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op. cit., h. 20.  
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al-ima>m.33  
Isi kitab ini meliputi 40 soal tanya jawab yang berkaitan dengan perbedaan 
antara fatwa dan hukum, namun pembahasan kaidah fatwa tidak sampai menyentuh 
bentuk penerapannya. Dalam kitab ini pula al-Qara>fi> sempat membahas mengenai 
kaidah fleksibilitas fatwa namun hanya mengangkat perubahan adat-istiadat atau 
‘Urf  sebagai salah satu faktor penyebab fleksibilitas fatwa dan tidak meluaskan 
pembahasan ke faktor-faktor lainnya. Dalam kitab tersebut, al-Qara>fi> tidak 
membahas penerapan kaidah fleksbilitas dalam isu-isu fikih kontemporer 
sebagaimana tesis ini, namun hanya menyentuh fatwa-fatwa Sahabat Rasulullah 
saw. 
Selain literatur klasik, karya tulis para ulama kontemporer pun tidak luput 
dari pembahasan tentang kaidah fleksibilitas fatwa. Salah satu ulama yang paling 
menonjol dalam deretan ulama kontemporer adalah Yu>suf al-Qarad}a>wi>. Beberapa 
karya tulis al-Qara>da}wi> yang membahas tentang konsep fleksibilitas fatwa antara 
lain: Mu>jiba>t Tagayyur al-Fatwa>, al-Fatwa> baena al-Ind}iba>t} wa al-Tasayyub, dan 
‘Awa>mil al-Si‘ah wa al-Muru>nah fi> al-Syari >‘ah al-Isla>miyah.  
Dari tiga judul tersebut, kitab Mu>jiba>t yang paling mendalam membahas 
tentang kaidah fleksibilitas fatwa. Di dalam kitab tersebut, al-Qara>d}a>wi> 
mengeksplorasi lebih jauh faktor-faktor penyebab terjadinya fleksibilitas fatwa.
34
 
Sebagaimana judulnya, kitab Mu>jiba>t hanya membahas tentang faktor-faktor 
penyebab fleksibilitas fatwa. Adapun masalah konsep dasar fatwa dan manhaj  fatwa 
yang digunakan para ulama tidak dibahas dalam kitab tersebut. 
                                                          
33
 Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi, op. cit., h. 17. 
34
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Mu>jiba>t, h. 11. 
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Sebagai salah satu ulama modern terkemuka, di dalam karya tulisnya Yu>suf 
al-Qarad{a>wi> tidak luput mengemukakan bahwa adanya fleksibilitas fatwa tidak 
lantas membenarkan pemikiran sekulerisme dan liberalisme.
35
 Selain membantah 
pemikiran tersebut, al-Qarad}a>wi> menjelaskan bahwa dalam syari’at ada beberapa 
aturan dan prinsip-prinsip ajaran yang memang tidak boleh tersentuh oleh ijtihad 
baru dan sisanya adalah daerah yang membolehkan ijtihad. Ijtihad inilah yang 
kemudian melahirkan berbagai produk fatwa untuk menjawab tantangan 
perkembangan zaman. 
Selain karya tulis Yu>suf al-Qarad}a>wi>, karangan kontemporer lain yang 
membahas tentang kaidah fleksibilitas fatwa adalah buku Manhaj al-Ifta>’ ‘inda al-
Ima>m Ibni Qayyim al-Jauziyyah yang disusun oleh Usa>mah ‘Umar Sulaiman al-
‘Asyqar. Buku ini merupakan salah satu karya tulis yang menganalisa konsep fatwa 
beserta perkembangan historisnya.
36
 Buku ini awalnya berasal dari hasil penelitian 
doktoral al-Asyqar yang kemudian dicetak secara massal. Meski ‘Usa>mah al-‘Asyqar 
sempat membahas tentang kaidah fleksibilitas dalam satu bab khusus, namun ia 
hanya memfokuskan pembahasannya terhadap manhaj  fatwa Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah dan tidak menyentuh secara komprehensif manhaj fatwa ulama-ulama 
kontemporer dan penerapan kaidah fleksbilitas Ibnu al-Qayyim. 
Adapun contoh literatur yang memuat secara lengkap produk fatwa-fatwa 
kontemporer adalah kitab al-Fata>wa> al-Isla>miyah min Da>r al-Ifta>’ al-Mas}riyyah yang 
memuat kompilasi fatwa dari para mufti Mesir yang terdiri dari 20 jilid. Kompilasi 
fatwa ini memuat fatwa-fatwa ibadah, akidah, hingga masalah fikih kontemporer. 
                                                          
35
 Ibid., h. 20. 
36
 Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, op. cit., h. 71. 
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Adapun kitab yang khusus memuat fatwa mantan mufti Mesir adalah al-Kalimu al-
T}ayyib Fata>wa> ‘As}riyyah  karangan ‘Ali> Jum’ah. Kitab ini terdiri dari dua jilid yang 
di dalamnya membahas secara tuntas fatwa-fatwa hukum Islam mulai dari masalah 
ibadah, mu’amalah, hingga masalah hukum pidana yang diformat dalam bentuk 
tanya-jawab.
37
  
Di tanah air, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga tertinggi 
fatwa Indonesia juga menerbitkan karya tulis yang memuat kompilasi fatwa MUI 
yang berjudul Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Di dalam buku tersebut, 
MUI juga mengemukakan dasar-dasar penetapan fatwa yang dipegangi oleh 
Lembaga Fatwa MUI atau yang diisitilahkan dengan metode istinba>t} hukum.38  
Selain MUI, lembaga lain yang juga menerbitkan buku kompilasi fatwa 
adalah organisasi milik Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Buku fatwa NU 
tersebut berjudul Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, 
Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010). Buku ini 
juga membahas kasus-kasus aktual di masyarakat seperti masalah penggunaan alat 
orkes, hukum permainan untuk melatih otak, dan masalah khitan anak.
39
 
Adapun buku fatwa Muhammadiyah berjudul Himpunan Putusan Tarjih 
Muhammadiyah. Buku ini memuat hasil tarjih Muhammadiyah sejak tahun 1929 
hingga 1976 yang terbagi ke dalam beberapa pembahasan yaitu kitab iman, kitab 
zakat, kitab wakaf, hingga kitab yang memuat masalah fikih kontemporer seperti 
                                                          
37‘Ali> Jum’ah, al-Kalimu al-T}ayyib Fata>wa> ‘As}riyyah, Jilid I (Cet. II; Kairo: Da>r al-Sala>m, 
2009), h. 4. 
38
Departemen Agama RI., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Direktorat 
Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Jamaah Haji, 2003), h. 4. 
39
Lajnah Ta’lif Wa Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fukaha, Solusi Problematika Aktual 
Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010) (Surabaya: 
Khalista, 2011), h. 20. 
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masalah perbankan dan perkembangan teknologi.
40
  
Pada umumnya, buku-buku produk fatwa tersebut hanya memfokuskan kajian 
terhadap kasus-kasus fikih yang terjadi dalam masyarakat. Buku-buku tersebut tidak 
membahas tentang konsep fleksibilitas fatwa dan manhaj penetapan fatwa para 
ulama sebagaimana yang peneliti kaji dalam tesis ini. 
E. Kerangka Pikir 
Pada penelitian kualitatif, teori diartikan sebagai suatu pernyataan sistematis 
yang berkaitan dengan seperangkat preposisi yang berasal dari data dan diuji 
kembali secara empiris.  Secara sederhana, teori adalah paradigma  yang 
mengarahkan cara berpikir dan cara penelitian.
41
 
Dalam penelitian ini, penyusunan kerangka teori atau kerangka pikir dengan 
cara terlebih dahulu menelusuri pemikiran para ulama fikih tentang kaidah 
fleksibilitas fatwa. Kaidah tersebut muncul sebagai jawaban atas adanya berbagai 
macam persoalan hukum yang terjadi pada realitas masyarakat.  Selanjutnya, 
peneliti menganalisa manhaj yang ulama gunakan ketika menerapkan kaidah 
tersebut. Manhaj ulama fikih klasik maupun kontemporer tersebut dapat 
disimpulkan setelah menelusuri fatwa-fatwa yang mereka putuskan. 
Penelitian ini berangkat pada teori fleksibilitas fatwa yang pertama kali 
diperkenalkan oleh ulama klasik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lalu dikembangkan oleh 
beberapa ulama kontemporer seperti Yu>suf al-Qarada}>wi>. Kaidah fleksibilitas fatwa 
                                                          
40
Majelis Tarjih PP. Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (Cet. III; 
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), h. 384. 
41
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2009), h. 14. 
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tersebut menyatakan bahwa fatwa dapat beradaptasi dengan perubahan waktu, 
tempat, kondisi, serta adat-istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang 
ulama yang ingin mengeluarkan fatwa terlebih dahulu memahami konteks yang 
melatarbelakangi sebuah masalah hukum. 
F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 
deskriptif (descriptive research) merupakan metode penelitian yang diajukan untuk 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau 
masa yang lampau.
42
  
Dalam penelitian ini, data yang berkaitan dengan kaidah fleksibilitas fatwa 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap kitab-kitab fikih baik kitab klasik 
maupun kitab modern. Hasil penelitian kepustakaan tersebut lalu diakomodasi 
menjadi satu kesimpulan penelitian yang utuh. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian adalah pola pikir yang digunakan untuk 
membahas objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis 
normatif, yaitu yang memandang bahwa ajaran Islam bersumber dari kitab suci al-
Qur’an dan al-Sunnah Nabi saw. yang dieksplorasi oleh para ulama dalam bentuk 
pemikiran hukum Islam atau fikih. 
 
 
                                                          
42
Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet: III; Bandung: Remaja 
Rosda karya, 2007), h. 59.  
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3. Pengumpulan Data 
a. Jenis Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah library research yaitu mengumpulkan 
bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan 
dilakukan melalui studi kepustakaan.
43
 Melalui library research, peneliti 
menggunakan teknik pengambilan data, dengan cara mencari dan menyortir 
bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 
baik berupa buku (kitab), referensi, maupun abstrak hasil penelitian dan lain 
sebagainya. 
b. Sumber Data 
Sumber data primer yang dipelajari adalah kitab-kitab yang membahas 
tentang konsep fatwa dan buku kompilasi fatwa ulama-ulama klasik dan modern, 
Fikih, Usul Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam serta literatur lain yang relevan 
terhadap penelitian ini di luar kitab al-Qur’an dan Sunnah. Sumber data lainnya 
merupakan data sekunder yang berasal dari jurnal atau artikel ilmiah, situs-situs 
resmi majelis fatwa, dan tulisan populer para ulama yang  berkaitan dengan judul 
penelitian ini.  
4. Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif-
deskriptif, kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan analisis kritis. 
Analisis kritis diterapkan pada penerapan kaidah fleksibilitas fatwa ulama-ulama 
kontemporer baik dari segi metodologi fatwa maupun analisa dalil yang digunakan. 
                                                          
43
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi 
Aksara, 2003), h. 34-35.  
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Peneliti juga menelusuri literatur-literatur klasik yang berkaitan dengan kaidah 
fleksibilitas fatwa serta data-data yang berhubungan dengan pembahasan, sebelum 
mengambil kesimpulan dari beberapa gagasan tersebut. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk menganalisa perspektif ulama fikih tentang hakikat kaidah fleksibilitas 
fatwa. 
b. Untuk menganalisa manhaj yang digunakan para ulama dalam menerapkan kaidah 
fleksibilitas fatwa. 
c. Untuk menelusuri penerapan kaidah fleksibilitas fatwa dalam fatwa ulama-ulama 
kontemporer. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Untuk memberikan wawasan informatif dan ilmiah kepada peneliti dan civitas 
akademika tentang kaidah fleksibilitas fatwa. 
b. Untuk menjadi referensi aktual dan menambah khazanah intelektual keislaman 
terutama dalam pengembangan hukum islam. 
c. Untuk memberikan kontribusi ilmiah kepada masyarakat pada umumnya sehingga 
dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum islam. 
H. Garis Besar Isi Tesis 
Secara garis besar komposisi bab dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang 
berisi beberapa subpembahasan yang berkaitan dengan judul penelitian. Pada bab 
pertama, pembahasan terdiri dari delapan subbab. Subbab pertama peneliti 
mengemukakan latar belakang diformulasikannya kaidah fleksibilitas fatwa sebagai 
salah satu solusi dalam hukum Islam. Pada subbab kedua, peneliti merumuskan dan 
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membatasi masalah pada tiga masalah. Subbab ketiga, peneliti membahas tentang 
definisi operasional judul penelitian dan ruang lingkup pembahasan sehingga tidak 
terjadi multi-tafsir terhadap pembaca tentang maksud dari penelitian ini. Subbab 
keempat, peneliti membedah beberapa literatul yang menjadi fokus kajian pustaka 
dalam penelitian dan memberikan gambaran perbedaan literatur-literatur tersebut 
dengan penelitian ini.  Pada subbab kelima, peneliti mengemukakan kerangka 
teoretis yang merupakan landasan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan 
peneliti agar penelitian ini terfokus dan sistematis. Pada subbab keenam, peneliti 
menguraikan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan 
penelitian, pengumpulan dan analisis data. Subbab ketujuh, peneliti mengemukakan 
tujuan dan kegunaan penelitian. Dan pada subbab terkahir yaitu subbab kedelapan, 
peneliti menjabarkan garis besar isi tesis. 
Pada bab kedua yang berisi tentang tinjauan umum fatwa, peneliti 
menguraikan masalah-masalah umum yang berkaitan dengan fatwa. Bab dua 
tersebut terdiri dari tujuh subbab. Subbab pertama mengkaji tentang pengertian 
fatwa baik secara etimologis maupun terminologisnya yang mengurai pendapat-
pendapat ulama tentang pengertian tersebut. Subbab kedua, peneliti menjelaskan 
tentang landasan fatwa yang terdiri dari dalil-dalil nas, fatwa Sahabat dan logika. 
Pada subbab ketiga, peneliti mengemukakan pendapat ulama tentang hukum-hukum 
fatwa. Adapun subbab keempat membahas tentang syarat-syarat yang berkaitan 
dengan unsur-unsur yang ada di dalam fatwa yaitu mufti, mustafti>, dan fatwa serta 
menguraikan perbedaan pendapat ulama tentang syarat-syarat tersebut. Pada subbab 
kelima, peneliti mengemukakan ketentuan berfatwa bagi orang awam yang juga 
menjadi bahan pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Pada subbab keenam, peneliti 
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menjelaskan tentang karakteristik fatwa dan membandingkan karakteristik fatwa 
dengan al-qad}a>’, ijtihad, dan al-ima>mah. Dan pada subbab ketujuh atau subbab 
terakhir, peneliti membahas urgensi fatwa dalam hukum Islam dan pentingnya 
kedudukan fatwa sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan persoalan fikih 
kontemporer. 
Adapun pada bab ketiga, peneliti  membahas tentang konsep umum kaidah 
fleksibilitas fatwa yang meliputi hakikat fleksbilitas fatwa pada subbab pertama, 
dalil-dalil fleksbilitas fatwa pada subbab kedua baik dalil dari al-Qur’an, Hadis, 
maupun dari fatwa-fatwa Sahabat Rasulullah saw. Pada subbab ketiga, peneliti 
membahas faktor-faktor yang mendorong adanya fleksibilitas fatwa yaitu faktor 
perkembangan zaman dan perubahan tradisi. Selanjutnya pada subbab keempat dan 
kelima, peneliti menjelaskan syarat-syarat perubahan fatwa dan hikmah adanya 
fleksibilitas fatwa dalam Islam.  
Pada bab keempat, peneliti mendeskripsikan tentang fatwa ulama-ulama 
kontemporer yang menerapkan kaidah fleksibilitas fatwa dan mengkaji secara kritis 
fatwa-fatwa tersebut. Pada subbab pertama, peneliti membahas manhaj para ulama 
kontemporer dalam berfatwa yang terbagi menjadi tiga manhaj. Setelah menjelaskan 
setiap manhaj tersebut, selanjutnya peneliti mengkaji penerapan kaidah fleksibilitas 
fatwa pada fatwa ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama kontemporer yang 
peneliti analisa fatwanya tersebut adalah mufti Qatar Yu>suf al-Qarad}a>wi> pada 
subbbab kedua, mufti Syiria Wahbah al-Zuhaili> pada subbab ketiga, mantan mufti 
Mesir ‘Ali> Jum’ah pada subbab keempat, Ketua Majelis Ulama Indonesia sekaligus 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama M. A. Sahal Mahfudh pada subbab 
kelima, dan mantan Ketua MUI serta mantan Menteri Agama Republik Indonesia M. 
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Quraish Shihab pada subbab keenam.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA 
A. Pengertian Fatwa 
Istilah fatwa secara etimologi berasal dari kata َ َا ل َف َت َوى  atau َ َا لَ ف ََت ياَ
1َ merupakan 
pecahan dari kata  َفلا َتى  yang berarti pemuda yang kuat. Pemaknaan ini merupakan 
bentuk kiasan terhadap kondisi seseorang yang berfatwa karena ia seperti 
menguatkan atau menegaskan suatu masalah melalui penjelasannya.
2َ Pendapat 
kedua mengatakan bahwa fatwa merupakan isim mas}dar dari lafal َِلا َفَ اتء  yang berarti 
َِلا َب َناة  atau َِلا
 َظ َهرا  (penjelasan).
3
  
Jika menelusuri beberapa ayat dalam al-Qur’an yang memakai lafal tersebut, 
maka pendapat kedua dianggap lebih kuat. Adapun ayat-ayat tersebut di antaranya: 
1. QS al-Nisa>’/5: 127: 
ََََََََ... 
Terjemahnya: 
Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 
‚Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...‛4 
 
                                                          
1
Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa lafal ايتفلا lebih banyak digunakan dalam percakapan 
orang Arab dibanding lafal ىوتفلا karena dianggap lebih fasih. Penjelasan lebih detail tentang kedua 
lafal ini lihat Muh}ammad Sulaima>n ‘Abdullah al-Asyqar, al-Futya> wa Mana>hij al-Ifta>’ (Kuwait: 
Maktabah al-Mana>r al-Isla>miyyah, 1976), h. 7. Adapun bentuk pengucapan huruf ف  pada kata ىوتفلا 
bisa difath}ah ataupun did}ammah. Pengucapan dengan bentuk fath}ah merupakan dialek penduduk 
Madinah dan dianggap lebih fasih secara bahasa. Lihat Muh}ammad Jala>luddi>n al-Qa>simi>, al-Fatwa> fi> 
al-Isla>m (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1986), h. 48. 
2
Ibnu al-Manz}u>r al-Afri>qi>, Lisa>n al-‘Arab, Juz 5 (Beirut: Da>r S}a>dir: 1997), h. 92. 
3
Contoh dalam kalimat رملأاَىفَهاتفأ yang berarti: ia menjelaskan kepadanya sebuah persoalan. 
Lihat Ibnu al-Manz}u>r, loc.cit. atau Muha}mmad Sulaima>n ‘Abdullah al-Asyqar, op. cit., h. 8. 
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Intermesa, 1993), h. 143. 
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2. QS al-Nisa>’/4: 176: 
ََََََ... 
Terjemahnya: 
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)5. Katakanlah: ‚Allah 
member fatwa kepdamu tentang kalalah...‛6 
3. QS Yu>suf/12: 41: 
...ََََ.ََ
Terjemahnya: 
...Maka telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya 
kepadaku.
7
 
 
4. QS al-Naml/27: 32: 
َََََ...  
Terjemahnya: 
Ia berkata (Balqis): ‚Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam 
urusanku ini...‛8 
Dari beberapa ayat tersebut dapat diperhatikan bahwa kata fatwa beserta 
pecahannya yang berupa fi’il ma>d}i, mud}a>ri’, dan amr9 digunakan ketika seseorang 
ingin memecahkan suatu masalah yang pelik seperti pada masalah hukum kewarisan, 
hukum yang menyangkut perempuan, atau masalah yang tidak biasa seperti pada 
kasus Nabi Yusuf yang ditanyai tentang makna mimpi dua temannya yang dipenjara 
                                                          
5
Kalalah adalah istilah bagi seseorang yang meninggal tapi tidak mempunyai ayah maupun 
anak yang bisa menjadi ahli warisnya. 
6
Departemen Agama RI, op. cit., h. 153. 
7
Ibid., h. 355. 
8
Ibid., h. 597. 
9
Dalam bahasa Arab terdapat tiga jenis kata kerja atau fi’il  yaitu: fi’il ma>d}i yang 
menunjukkan pekerjaan di masa lampau, fi’il mud}a>ri’ yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dan 
akan dilakukan, dan fi’il amr menunjukkan kata kerja perintah. 
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dan masalah Ratu Balqis yang diperintahkan untuk masuk Islam melalui surat Nabi 
Sulaiman. Adapun tujuan dari permohonan fatwa tersebut adalah untuk meminta 
penjelasan. 
Adapun secara terminologi, mayoritas ulama Usul Fikih klasik tidak 
memberikan pengertian fatwa secara jelas. Mereka hanya membahas tentang syarat-
syarat  dan adab dalam berfatwa serta perbedaan seorang mufti dengan hakim.
10
  
Beberapa ulama kontemporer telah mengemukakan definisi fatwa. Menurut 
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, fatwa adalah: 
 َ ب َي َناَ َلا َك َمَ َشلا َر َع َيََ  ف ََ َض َي َةَ َم َنَ َقلا َض َيا َأَا َوَ َج َو َبا َعَا َنَ َس َؤ َلاَ َس
 َئا َلَ َم َع َ  َيَّ َك َناَ َمَوأ َ ب َه َمَ َ ف ََر
 دَ
 َوأَ َ ج َعا َة.
11 
Artinya: 
Penjelasan hukum syar’i> terhadap sebuah masalah dari beberapa masalah atau 
jawaban terhadap pertanyaan si penanya, baik yang sifatnya jelas atau samar-
samar, individual atau massal. 
Senada dengan al-Qarad}a>wi>, ‘Iya>d} bin Na>mi> juga mendefinisikan fatwa 
sebagai baya>n dalam masalah hukum namun ia memberikan batasan bahwa fatwa 
hanya dapat diberikan oleh orang yang mengetahui dalil hukum.
12
 Oleh karena itu, 
penjelasan hukum yang dilakukan oleh orang awam tidak digolongkan sebagai 
fatwa. 
Adapun menurut Usa>mah al-Asyqar, fatwa lebih tepat jika menggunakan 
kata ‚pemberitahuan‛ karena lebih komprehensif dibanding menggunakan kata 
                                                          
10
‘Iya>d} bin Na>mi> al-Salmi>, al-Fatwa> wa Ahammiyatuha> (t. t.: Majma’ al-Fiqh al-Isla>mi>, t. th.), 
h. 10. 
11
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, al-Fatwa> baina al-Ind}iba>t} wa al-Tasayyub (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-
Isla>mi>, 1995), h. 7. 
12
‘Iya>d} bin Na>mi> al-Salmi>, op. cit., h. 13.  
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‚penjelasan‛. Jadi, fatwa adalah: 
 َلا َخ َب َراَ َ  ب َك َمَ
 َللاَ َوأَ َح َك َمَ َلا َسَ ل َمَ َع َنَ ََد
 َل ي َلَ َش َر َع َيََ
 ل َم َنَ َ س َأ  َلَ ََع ن َوََ  ف َولاَ َ
 َئا َعَ َغو َ ي َىَ لَاَ
 َع َل َوَى َج
 َوَ َلا ََل ز َما.
13
 
Artinya: 
Pemberitahuan tentang hukum Allah atau hukum Islam berdasarkan sebuah 
dalil syar’i> terhadap siapa yang bertanya tentang hukum tersebut dalam 
berbagai realitas dan selainnya, dengan tidak bersifat mewajibkan. 
Menurut Muhammad Shuhufi, fatwa telah mengalami pergeseran makna. Di 
Indonesia, fatwa seringkali diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh lembaga 
keagamaan dan tak sedikit masyarakat yang memandang bahwa fatwa tersebut 
merupakan penerjemahan dari aturan-aturan yang diyakini kebenarannya.
14
 
Dari beberapa pengertian fatwa, dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan 
sebuah solusi hukum terhadap sebuah masalah yang didahului oleh adanya 
permintaan penjelasan atau pertanyaan yang diajukan seseorang kepada sang 
pemberi fatwa. Oleh karena itu, di dalam fatwa ada dua unsur lain yang utama yaitu 
orang yang memberi fatwa (mufti) dan orang yang meminta fatwa (mustafti>). 
B. Landasan Fatwa 
Fatwa merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah 
hukum Islam yang terlebih dahulu telah dicontohkan oleh nas al-Qur’an 
sebagaimana dalam QS al-Nisa>\’/4 ayat 127 dan 176 tentang penjelasan hukum para 
wanita dan kala>lah. Pada ayat tersebut Allah menunjukkan betapa pentingnya fatwa 
dalam memenuhi kebutuhan umat Islam. Oleh karena itu, jika seseorang mendapati 
                                                          
13
Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, Manhaj al-Ifta>’ ‘inda al-Ima>m Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah (Yordania: Da>r al-Nafa>’is, 2004), h. 62. 
14
Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 
University Press, 2011), h. 106. 
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sebuah kasus yang membutuhkan dalil atau penjelasan, maka wajib hukumnya untuk 
bertanya kepada orang yang ahli. Firman Allah dalam QS al-Nahl/16: 43: 
  َََ  ََ  َ َ  َََ َََََ
 ََ 
Terjemahnya: 
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang yang Kami beri 
wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai 
pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
15
 
Selain al-Qur’an, dalil fatwa juga berlandaskan nas dari al-Sunnah. Menurut 
Ibnu Qayyim, Rasulullah merupakan mufti pertama yang menetapkan hukum 
berdasarkan wahyu Allah sehingga fatwanya wajib diikuti.
16
 Sebagai penerima 
wahyu, Rasulullah saw. diberikan otoritas untuk memberikan fatwa kepada para 
Sahabat yang meminta penjelasan atau bertanya tentang sebuah hukum.  
Contohnya ketika Rasulullah saw. dimintai fatwanya tentang jenis minuman 
sebagaimana dalam HR. Muslim: 
 َع َنَ َس ََع ي
 َدََ ب َنََ أَ  ب َ بَ ََر د َةَ َع َنََ َأ َب ي َوَ َ َلا َ بَ: ََع ث َ  نَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َوَ َو َس َل َمَ َو َم َع َذاَا َإَ ل َاَ َيل َم َنَ.
 َ ف َق َلاَ َداَ : َع َو َنلاَ ا َساَ ََو ب َش َر َوَ اَ ل َ َُ َ ن ََف ر َوَ ا َي َس َر َوَ ا َلَ َ ُ َع َس َر ََ .ا َلا َ ف: َق َل َتََ ي َرَ ا َس َو َلَ
 َللاََ أ ََف َت نَ اَ  فَ
 َش َر َ با َ  يََّ َك َن َنَ ا َص َ ن َع َه َم َبَ اَا َل ي َم َنَ َلا ََب ت َعَ َو َى َو  َم َنَ َلا َع َس َلَ َ ي ََن ب َذَ َحَ تّ َيَ َش َت َدَ َو َلا َم َز َرَ َو َى َوَ َم َنَ َذلا ََر ةَ
 َو َشلا
 َع َيَ َ ي ََن ب َذَ َحَ تّ َيَ َش َت َدَ َ ف َق َلا:ََ أ َ ن َه َعَى ََنَ َك َلَ َم َس
 َك َرََ أ َس َك َرَ َع َنَ َصلاَ ل
 َة.17ََ
Artinya: 
Dari Sa’id bin Abi Burdah, dari bapaknya berkata: Aku (Abu Musa al-Asy’ari>) 
dan Mu’az telah diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman, maka beliau pun 
berpesan: Ajaklah orang-orang dengan memberi kabar gembira dan janganlah 
kamu berdua membuat mereka lari, permudahlah dan janganlah mempersulit 
                                                          
15
Departemen Agama RI, op. cit., h. 408. 
16
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n, Juz 2 (Saudi: Da>r al-
Jauziyyah, 2002), h. 17. 
17
Muslim bin H}ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ahi>h al-Muslim, Kitab tentang Minuman, Bab tentang 
Semua yang Memabukkan itu Khamar dan Semua Khamar Haram, Hadis ke 1733  (Cet. IV; Kairo: 
Da>r al-H}adi>s|, 2001), h. 187. 
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mereka. Lalu aku bertanya:Wahai Rasulullah berikanlah fatwa kepada kami 
tentang dua jenis minuman yang kami buat di Yaman. (Pertama) al-bit’u yaitu 
dibuat dari madu yang difermentasi hingga mengeras dan (kedua) al-mizr  
yaitu dibuat dari jagung dan gandum yang difermentasi hingga mengeras.‛ 
Lalu Rasulullah menjawab: ‚Aku melarang semua minuman memabukkan 
yang membuat seseorang mabuk ketika salat.‛ 
Selain Rasulullah saw., para Sahabat pun sering dimintai fatwa terlebih 
ketika Rasulullah saw. telah wafat. Beberapa Sahabat yang terkenal sebagai orang 
yang paling banyak mengeluarkan fatwa di antaranya: Umar bin Khattab, Ali bin 
Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Aisyah binti Abu Bakar, Zaid bin Tsabit, 
Abdullah bin Umar, dan Ibnu Abbas.
18
 Fatwa yang dilakukan oleh Sahabat bukan 
hanya disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan solusi hukum, tetapi juga karena 
kapabilitas mereka yang sudah mencapai tingkatan mujtahid sehingga layak 
mengeluarkan fatwa.  
Beberapa fatwa Sahabat tersebut didasarkan pada dalil-dalil nas serta hasil 
ijtihad mereka sendiri. Penggunaan landasan logika atau ra’yu dalam berfatwa 
dibolehkan selama logika tersebut sah dengan tidak menyalahi nas. Oleh karena itu, 
al-Qiya>s sebagai salah satu instrumen fikih juga dibolehkan dalam fatwa.19 
Adanya landasan nas baik dari al-Qur’an dan Hadis serta fatwa para Sahabat 
membuktikan bahwa fatwa merupakan proses penjelasan terhadap sebuah masalah 
hukum yang telah diakui keabsahannya dalam Islam. Selain itu, fatwa telah dikenal 
                                                          
18
Ada tiga tingkatan Sahabat dalam mengeluarkan fatwa: 1. Sahabat yang paling banyak 
mengluarkan fatwa sebagaimana yang telah disebutkan. 2. Sahabat yang paling sedikit mengeluarkan 
fatwa yaitu mereka yang hanya berfatwa dalam satu atau dua masalah seperti Abu Ubaidah bin 
Jarrah, Abu Darda’, Abu Thalhah, Ubay bin Ka’ab, Usamah bin Zaid, Ummu Hafshah, Miqdad bin 
Aswad, dan lain-lain. 3. Sahabat yang berada di antara dua tingkatan ini yaitu Sahabat yang 
mutawassit} dalam mengeluarkan fatwa di antaranya: Abu Bakar, Anas bin Malik, Ummu Salamah, 
Usman bin Affan, Abu Huraerah, Abu Sa’id al-Khudri, dan lain-lain. Lebih lengkapnya lihat Ibnu 
Qayyim al-Jauziyyah, op.cit. Juz 2, h. 18-19. 
19
‘Abdul Kari>m Zaida>n, Us}u>l al-Da’wah (Cet. III; t. t. : t. p., 1976), h. 157. 
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sejak periode wahyu hingga pasca wafatnya Rasulullah saw yang semakin 
menguatkan posisi fatwa sebagai salah otoritas penting dalam perkembangan hukum 
Islam. Kebolehan penggunaan logika dalam fatwa juga memberikan ruang yang lebih 
fleksibel dan rasional dalam berijtihad sehingga fatwa yang dihasilkan dapat 
diaplikasikan oleh siapa pun dan di mana pun ia berada. 
C. Hukum Fatwa 
Fatwa bisa menjadi berubah status hukumnya dari fardu menjadi makruh atau 
bahkan haram tergantung dari kondisi mufti dan mustafti>. Adapun hukum fatwa 
sebagai berikut: 
1. Fardu Ain: fatwa hukumnya fardu ain jika dalam satu negara hanya terdapat 
satu mufti, maka wajib bagi mufti tersebut untuk mengeluarkan fatwa jika 
diminta
20
  
2. Fardu Kifayah: jika satu negara memiliki beberapa mufti maka hukumnya 
menjadi fardu kifayah. Jika salah satu dari keduanya tidak hadir, maka ulama 
berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya berpindah 
menjadi fardu ain bagi mufti yang hadir, sebagian lagi berpendapat bahwa 
hukumnya tetap fardu kifayah.
21
 
3. Haram: Keharaman fatwa terjadi jika fatwa dilakukan oleh orang yang tidak 
mengetahui jawaban yang benar dari masalah yang ditanyakan 
kepadanya.
22
Al-Qa>simi> berpendapat bahwa fatwa juga haram bagi orang 
yang menyepelekan sebuah masalah dengan tanpa berpikir dan menganalisa 
                                                          
20
Ibnu H}amda>n al-Kharra>ni>, S}ifat al-Fatwa> wa al-Mufti> wa al-Mustafti> (Damaskus: al-Maktab 
al-Isla>mi>, 1380), h. 6. 
21
Muh}ammad Jala>luddi>n al-Qa>simi>, op. cit., h. 75. 
22
Ibnu H}amda>n al-Kharra>ni>, loc. cit. 
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masalah tersebut terlebih dahulu, maka orang seperti itu haram dimintai 
fatwa dan diamalkan fatwanya.
23
 
4. Makruh: Dimakruhkan untuk memberi fatwa dalam kondisi fisik dan 
emosional yang tidak stabil seperti marah, sakit keras, lapar, mengantuk, 
gembira berlebihan, atau sedang menghadapi sebuah peristiwa besar. Jika 
fatwa tetap dipaksakan dalam kondisi tersebut karena alasan yang kuat, maka 
fatwa tetap boleh dilakukan dengan syarat bahwa mufti mampu menjamin 
kebenaran fatwanya meskipun hal ini mengkhawatirkan dan tidak 
dianjurkan.
24
 
D. Syarat-Syarat Mufti, Mustafti>, dan Fatwa. 
Mayoritas literatur klasik dan kontemporer yang mengkaji tentang masalah 
ijtihad juga membahas secara tuntas ketentuan atau syarat-syarat dalam fatwa. 
Mufti atau orang yang mengeluarkan fatwa dan mustafti> atau orang yang meminta 
fatwa adalah dua unsur penting dalam fatwa, di luar fatwa itu sendiri. Para ulama 
bukan hanya memberikan beberapa syarat bagi pemberi fatwa semata, tetapi juga 
pihak yang akan menerima fatwa tersebut.  
1. Syarat Mufti 
Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti hampir sama 
dengan syarat-syarat seorang mujtahid meski dalam beberapa hal terkesan lebih 
ketat. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat 
khusus ada yang disepakati mayoritas ulama, ada pula yang masih diperdebatkan. 
Syarat umum yang telah disepakati para ulama ada dua yaitu bahwa seorang mufti 
                                                          
23
Muh}ammad Jala>luddi>n al-Qa>simi>, op. cit., h. 76. 
24
Ibid., h. 77. 
 
 
33 
 
harus beragama Islam dan dia sudah termasuk mukallaf, sedangkan syarat-syarat 
khususnya adalah: 
a. Mengetahui Masalah yang akan difatwakan.  
Para ulama seperti Ibnu Qayyim, al-Zarka>syi>, Abu Bakar al-Baqilla>ni> 
mengungkapkan bahwa seorang mufti> wajib mengetahui persoalan atau materi fatwa 
yang  akan dikeluarkan.
25
 Hal tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah 
dalam QS al-Is}ra>’/17: 36: 
ََ َ َ َََََ  َ  َ ََ   َ َ َ
 ََ 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu 
akan dimintai pertanggungjawabannya.
26
 
Dengan mengetahui masalah yang akan difatwakan, seorang mufti akan 
dapat menganalisa hukum masalah tersebut dan memberikan jawaban yang tepat. 
Oleh karena itu, bagi mufti yang tidak menguasai bidang masalah yang difatwakan, 
maka ia tidak boleh berfatwa. Hal tersebut selaras dengan firman Allah dalam QS al-
A’ra>f/7: 33: 
َ َ ََ  َ َ َ  َ َ ََ  َ َ َ َ
 َ َََََ  َ َ َ ََ ََ ََ 
Terjemahnya: 
Katakanlah (wahai Muhammad), sesuangguhnya Tuhanku mengharamkan 
perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan 
dosa, pelanggaran hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 
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Iy>ad} bin Na>mi>, op. cit., h. 39. 
26
Departemen Agama RI, op. cit., h. 429. 
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mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. 
Adapun hadis Rasulullah saw. yang berkaitan dengan syarat tersebut 
sebagaimana HR. al-H}a>kim adalah: 
 َع َنََ أ َبَ َى ََر  ي ََر ةَ َ َلا ََ: َلاَ َر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َوَ َو َع َل
 َلآَى َوَ َو َس َل َم:َ َم َنََ أ َ فَ تّ َنلاَ َساََ ب َغ َ يَ
 َع َل ََمَ
 َك َناََ إ َ ث َوَ َع َل َمَى َنََ أ َ ف َت َها.
27 
Terjemahnya: 
Dari Abu> Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa 
yang berfatwa kepada manusia yang ia tidak ketahui, maka dosanya 
ditanggung oleh yang berfatwa. 
b. Ijtihad. 
Syarat ijtihad merupakan syarat yang paling urgen dan utama menurut para 
ahli Usul dan Fukaha. Dari tiga mazhab besar, hanya Hanafiyyah yang tidak 
memasukkan syarat ijtihad ke dalam syarat sah seorang mufti dengan dalih untuk 
memudahkan manusia mencapai taraf mufti.
28
 
 Syarat ini mewajibkan seorang mufti untuk memiliki pengetahuan seorang 
mujtahid. Pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan secara mendalam 
yang hanya dimiliki oleh seorang mujtahid, bukan pengetahuan sebagaimana pada 
orang awam.
29
Para ahli Usul sepakat bahwa pengetahuan seorang mujtahid meliputi 
pengetahuan terhadap al-Qur’an dan Sunnah, Ijma>’, Na>sikh Mansu>kh, kaidah bahasa 
Arab, dan Us}u>l Fikih, namun mereka berbeda pendapat tentang batasan pengetahuan 
khusus.
30
 Sebagian ulama berpendapat bahwa seorang mufti harus mencapai level 
mujtahid mutlak, sebagian lagi mencukupkan hanya pada level mujtahid 
muqayyad.31 
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Abi> ‘Abdillah al-Ha>kim al-Nisa>bu>ri>, al-Mustadrak ‘ala al-S}ah}i>hai>n, Kitab tentang Ilmu, 
Hadis 436 (Kairo: Da>r al-H}aramai>n, 1997), h. 204. 
28
‘Ali> bin Muh}ammad al-A<midi>, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz 4 (Cet. I; Riyad: Da>r al-
S}ami>’i>, 2003), h. 270. 
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 Adapun mengenai fatwa orang awam akan dibahas lebih rinci di bagian D bab ini. 
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Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, op. cit., h. 100-101. 
31
Mujtahid mutlak merupakan level tertinggi seorang mujtahid yang pengetahuannya tidak 
terbatas pada masalah atau maz|hab tertentu, sedangkan mutlak muqayyad sebaliknya. Tingkatan 
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Pembahasan tentang syarat ijtihad juga berkaitan dengan masalah tentang 
kebolehan atau ketidakbolehan seorang mufti bertaklid kepada mazhab orang lain. 
Ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut:
32
 
1) Mayoritas Syafi’iyyah, Malikiyyah, dan riwayat dari Imam Ahmad 
berpendapat bahwa seorang mufti tidak boleh bertaklid secara mutlak. 
Mereka berdalil bahwa seorang mujtahid telah memiliki kriteria yang 
sempurna untuk memutuskan sebuah hukum dan seorang mujtahid telah 
mampu mengetahui hukum dengan kemampuan ijtihadnya sehingga ia tidak 
boleh keluar dari ketentuan yang dapat mengurangi kemujtahidannya. 
2) Sekelompok ulama dari Malikiyyah mengemukakan pendapat yang 
berlawanan dengan pendapat pertama yaitu mereka membolehkan taklid bagi 
mufti secara mutlak. Mereka beralasan bahwa dalam berfatwa tidak dituntut 
untuk mengetahui sesuatu dengan pasti, tetapi cukup dengan z}an atau dugaan 
dan hal itu bisa dicapai dengan bertaklid (tidak perlu berijtihad). Mereka juga 
berhujjah dengan mengatakan bahwa sesuatu yang ditaklid merupakan 
hukum yang juga menuntut untuk berijtihad di dalamnya maka boleh saja 
bertaklid sebagaimana yang dilakukan oleh mustafi> yang awam. 
3) Ibnu Suraij dari Syafi’iyyah membolehkan seorang mufti bertaklid dalam 
sebuah masalah namun dengan syarat hal itu dilakukan jika dalam kondisi 
waktu yang sempit yang tidak cukup untuk melakukan ijtihad. 
 
                                                                                                                                                                     
mujtahid dan pembagiannya lihat Iya>d{ bin Na>mi>, op. cit., h. 41-42. Lihat pula Ibnu H}amda>n al-
Kharra>ni>, op. cit., h. 14. 
32
Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, op. cit., h. 338. 
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4) Muh}ammad bin H}asan berpendapat bahwa mujtahid boleh bertaklid kepada 
orang lain yang lebih tahu dari dirinya secara mutlak. 
5) Pendapat lain mengatakan bahwa taklid seorang mujtahid atau mufti hanya 
terbatas kepada para Sahabat dan Tabiin. 
Dari beberapa pendapat tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah lebih 
menguatkan pendapat yang membolehkan taklid mufti karena menurutnya tidak ada 
satu pun imam mazhab yang tidak bertaklid kepada orang yang lebih mengetahui 
dari dirinya dalam beberapa hukum.
33
Senada dengan Ibnu Qayyim, Ibnu H}amda>n 
berpendapat bahwa mufti boleh bertaklid kepada imam mazhabnya dengan 
mengatakan: 
   م ََنَ َك   نا َتَ َ ف َ ت   ي َهاَ َ ن   قَ ل   مَ َنَ   م َذ َى َبََ إ َم   ما َوَ َو َعا َت   م َدَ َع َى  لََ
 َك   ت َباَ َ ي َو   ث َقََ ب   ص َح ََب ت َوَ   ج َزاََ َك َعا َت   م
 َداَ
 َرلا َوا َيَ َع َل ََكى َت َبا َو.
34 
Terjemahnya: 
Barangsiapa yang fatwanya menukil pendapat imam mazhabnya yang 
didasarkan pada kitab yang ia yakini bahwa kitab itu adalah pemilik imamnya, 
maka ia boleh berfatwa sebagaimana kondisi perawi yang melandaskan 
riwayatnya pada kitabnya. 
c. Adil. 
Sifat adil merupakan salah satu syarat wajib bagi mufti yang telah disepakati 
oleh mayoritas ulama, sehingga fatwa orang fasik tidak dianggap sah.
35
 Sifat adil 
berkaitan erat dengan kualitas kepribadian seseorang yang sangat sulit untuk 
                                                          
33
Ibid., h. 340. 
34
IbnuH}amda>n al-Kharra>ni>, op. cit., h. 36. 
35
Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa fatwa orang fasik mutlak dapat diterima, 
sedangkan pendapat terkuat dari Hanabilah mengatakan bahwa fatwa dari orang fasik dapat diterima 
dengan syarat ia tidak mengumumkan kefasikannya dan jika orang yang adil tidak ada. Lihat ‘Abdul 
Maji>d al-Sausah, ‚D}awa>bit} al-Fatwa> fi> al-Qad}a>ya> al-Mu’a>s}arah‛, Majallah al-Syari>’ah wa al-Dira>sa>t 
al-Isla>miyah, vol. 341/1990. 
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diidentifikasi karena merupakan sesuatu yang abstrak. Para ulama berbeda-beda 
dalam menetapkan kriteria adil, namun semuanya sepakat bahwa adil yang dimaksud 
adalah kesalehan spiritual. 
 Ada beberapa indikasi dan kriteria untuk menilai sifat adil seseorang. 
Pertama, konsisten dalam menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil sehingga 
tidak terkenal cacat personal di masyarakat. Kedua, tidak melakukan hal-hal yang 
bisa saja dianggap biasa oleh orang lain namun dapat mengurangi wibawa seperti 
berjalan tanpa alas kaki, buang air di sembarang tempat, dan sebagainya.
36
 
d. Tidak memudah-mudahkan masalah yang akan difatwakan. 
Syarat ini diungkapkan oleh al-Sam’a>ni>. Ia menjelaskan bahwa golongan al-
mutasahhil (orang yang memudah-mudahkan) ada dua: Pertama, yang memudah-
mudahkan dalam mencari dalil dan jalan penetapan hukum sehingga ia 
mengeluarkan fatwa melalui dengan analisis dan pemikiran yang dini. Kedua, orang 
yang memudah-mudahkan dalam mencari rukhs}ah atau keringanan hukum. Dua 
kategori ini tidak boleh ada dalam diri seorang ahli fatwa.
37
 
Adanya penetapan syarat tersebut bertujuan agar seorang mufti tidak 
menuruti hawa nafsunya dalam menetapkan hukum. Namun, tidak memudah-
mudahkan masalah yang akan difatwakan bukan berarti bahwa seorang mufti harus 
bersikap sangat ketat atau mutasyaddid dalam berfatwa yang akan menyebabkan 
kesukaran dalam agama, bahkan ia dianjurkan mencari jalan paling ringan dan sesuai 
dengan kondisi mustafti>. Seorang mufti yang mengeluarkan fatwa dengan hanya 
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Iya>d} bin Na>mi>, op. cit., h. 56. 
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Mans}u>r bin Muh}ammad al-Sam’a>ni>, Qawa>t}i’ al-Adillah fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 5 (Riyad: 
Maktabah al-Taubah, 1998),  h. 133-134. 
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mengambil pendapat terlemah yang paling ringan meskipun itu bertentangan dengan 
nas, maka ia termasuk dalam kategori al-mutasahhil. 
e. Cerdas. 
Fukaha berpendapat bahwa salah satu syarat yang harus dimiliki seorang 
mufti adalah kecerdasan intelektual. Cerdas yang dimaksud adalah akal yang sehat 
dan mempunyai pikiran yang jernih dan tajam.
38
 Namun, sebagian ulama tidak 
memasukkan syarat ini sebagai syarat utama bagi mufti karena batasan dan ukuran 
kecerdasan itu merupakan hal yang relatif berbeda antara satu orang dengan yang 
lain.
39
 
f. Mengetahui prinsip-prinsip agama (us}u>l al-di>n) secara global. 
Adapun prinsip-prinsip agama yang dimaksud adalah pengetahuan 
ketauhidan secara global seperti mengetahui bahwa Allah adalah pencipta dan 
memiliki sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan boleh, dan mengetahui bahwa Allah 
suci dari sifat-sifat makhlukNya, dan Allah telah mengutus Rasul dengan 
memberinya mukjizat.
40
 Ibnu ‘Aqi>l menjelaskan bahwa syarat tersebut tidak 
dimaksudkan bahwa seorang mufti harus menyamai pengetahuan seorang ahli 
kalam.
41
 
Mayoritas ulama tidak mencantumkan syarat ini sebagai syarat bagi seorang 
mufti sebagaimana syarat balig dan berakal karena telah dianggap sebagai sesuatu 
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Ibnu H}amda>n al-Kharr>ani>, op. cit., h. 13. 
39
Ulama yang tidak memasukkan kecerdasan sebagai syarat mufti di antaranya Ibnu Qayyim 
al-Jauziyyah. Lihat Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 109. Adapun ulama yang memasukkan syarat 
tersebut sebagai syarat lazim seorang mufti di antaranya Al-Kharra>ni>, Ima>m al-H}aramain, dan Ibnu 
S}ala>h. Lihat Iya>d} bin Na>mi>, op. cit., h. 64. 
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‘Ali> bin ‘Aqi>l al-H}anbali>, al-Wa>d}ih} fi> Us}u>l al-Fiqh, Juz 5 (Kairo: Maktabah Risa>lah, 1999), 
h. 456.  
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Ibid., h. 457. 
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yang mutlak ada dalam diri seorang mujtahid.
42
 
Dari beberapa penjelasan tentang syarat-syarat khusus tersebut dapat 
disimpulkan bahwa penetapan syarat yang cukup ketat terhadap kriteria seorang 
mufti bertujuan untuk menghasilkan produk fatwa yang benar-benar komprehensif, 
berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nas. Mayoritas ulama 
klasik maupun kontemporer tidak pernah luput membahas  syarat-syarat bagi mufti 
yang mengisyaratkan besarnya atensi mereka terhadap kedudukan fatwa. 
2. Syarat Mustafti> 
Unsur lain yang tak kalah pentingnya dalam fatwa adalah mustafti>. Mustafti> 
adalah orang yang bertanya tentang hukum syarak dalam sebuah masalah karena ia 
tidak mengetahui hukumnya dengan tujuan untuk mengetahui hukumnya serta 
mengamalkan fatwa tersebut sesuai apa yang difatwakan kepadanya.43 Pada 
dasarnya, siapapun boleh meminta fatwa hukum yang ia tidak ketahui, namun para 
ulama telah menetapkan dua syarat atau kriteria utama bagi mustafti> yaitu: 
a. Bukan mujtahid.44 Artinya ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad 
terhadap sebuah kasus hukum atau ia memang tidak pernah mendapatkan 
pengetahuan agama maupun wawasan dalam fikih. 
b. Telah diwajibkan untuk mengetahui hukum syarak.45 Misalnya bagi seseorang 
yang mencapai usia balig, maka ia telah wajib untuk mengetahui rukun-rukun dan 
syarat-syarat dalam salat. Bagi seseorang yang telah mampu menunaikan ibadah 
haji, maka ia wajib untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan haji. 
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Iya>d} bin Na>mi>, op. cit., h. 65. 
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‘Abdul Kari>m Zaida>n, op. cit., h. 131. 
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Ibid., h. 132. 
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Ibid. 
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Selain dua syarat utama tersebut, seorang mustafti> juga disyaratkan untuk: 
a. Mengetahui kualitas mufti. Kualitas tersebut meliputi kualitas intelektual dan 
keagamaan. Beberapa ulama berpendapat bahwa mufti yang paling berkualitas 
dan lebih diutamakan dimintai fatwanya adalah orang yang paling luas ilmunya 
dan paling warak.
46
 Mengenai wajibnya seorang mustafti> untuk mengetahui hal 
tersebut, para ulama terbagi ke dalam tiga pendapat: 
1) Segolongan ulama berpendapat bahwa mustafti> wajib menelusuri 
kesempurnaan syarat-syarat seorang mufti lalu meyakinkan bahwa semua 
syarat sudah terpenuhi oleh mufti tersebut.
47
  
2) Mayoritas ulama hanya menyaratkan bahwa mustafti> cukup mengetahui sifat 
adil dan kualitas pengetahuan mufti tersebut tentang masalah yang ia ajukan. 
Pendapat ini tidak seketat pendapat pertama sehingga meringankan bagi 
mustafti>.48  
3) Ibnu ‘Aqi>l mengemukakan adanya pendapat lain di luar dua pendapat 
tersebut. Sekelompok ulama mengatakan bahwa mustafti> tidak diwajibkan 
untuk meneliti pemenuhan syarat-syarat mufti sehingga ia boleh bertanya 
                                                          
46
Jika dalam satu wilayah ditemui dua mufti, yang satu adalah orang yang luas ilmunya, 
sedangkan yang lain adalah orang yang paling warak, maka menurut pendapat terkuat diutamakan 
mufti yang lebih warak. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan zaman yang penuh dengan 
dekadensi moral dan spritual, sehingga orang yang kualitas kesalehannya lebih tinggi akan lebih 
berhati-hati dalam berfatwa dan lebih terjaga kualitas fatwanya dari hawa nafsu. Lihat ibid., h. 135. 
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Ulama berbeda pendapat tentang cara mengetahui kualitas seorang mufti. Pendapat tersebut 
di antaranya: Al-A<midi> mengungkapkan bahwa cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengamati 
tanggapan masyarakat umum terhadap fatwa yang diungkapkan mufti tersebut. Ibnu Taymiyah dan 
al-Nawa>wi> berpendapat mustafti> cukup dengan mengandalkan kemasyhuran mufti tersebut. Pendapat 
lain mengatakan bahwa seorang mustafti>  dapat meminta pendapat dari orang-orang yang dikenal adil 
tentang kredibilitas sang mufti. Al-Gaza>li> dan mayoritas ulama Syafi’iyah mnguatkan pendapat yang 
mengatakan bahwa mustafti> cukup dengan menerima ucapan mufti> yang mengakui bahwa dirinya 
mufti.  Lihat pembahasan lebih lanjut di Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 155. 
48
Ibid.,  h. 154. 
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atau meminta fatwa kepada siapa saja.
49
 
b. Mampu melakukan tarji>h} saat diperlukan. Jika fatwa yang ditetapkan kepada 
mustafiti> berbeda antara mufti yang satu dengan yang lain, maka  ulama 
berpendapat bahwa ia wajib berijtihad untuk mengetahui pendapat terkuat dan 
mengamalkan pendapat tersebut.
50
 Pendapat lain menyebutkan bahwa mustafti> 
tidak diwajibkan mencari pendapat terkuat, tetapi cukup memilih pendapat mana 
yang ia kehendaki atau memilih fatwa yang lebih ringan atau lebih berat untuk 
berhati-hati.
51
  
c. Mengamalkan fatwa yang disampaikan kepadanya. Ibnu Qayyim mengemukakan 
perbedaan ulama tentang hal tersebut: 
1) Sebagian ulama berpendapat bahwa mustafti>  tidak wajib mengamalkan 
fatwa kecuali jika mufti mewajibkan kepadanya.  
2) Ia wajib mengamalkannya jika memang fatwa tersebut mewajibkan untuk 
diamalkan. 
3) Jika ia yakin bahwa fatwa tersebut sah atau benar maka ia wajib 
mengamalkannya. 
4) Jika ia tidak menemukan fatwa berbeda dari mufti lain, maka ia wajib 
mengamalkannya. Kecuali jika ia menemukan fatwa berbeda, maka ia boleh 
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 ‘Ali> bin ‘Aqi>l al-Hanbali>, op. cit., h. 465. 
50
Pendapat ini dikuatkan oleh mayoritas ulama seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu S}ala>h}. Adanya 
syarat tersebut memungkinkan mustafti> terhindar dari hawa nafsu dalam memilih fatwa. Lihat 
Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 177.  
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Ada tujuh pendapat mengenai hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Kharra>ni>. Lihat 
Ibnu H}amda>n al-Kharra>ni>, op. cit., h. 81. Sebagian ulama menyebutkan lima pendapat, sedangkan al-
Zarka>syi> menyebutkan lebih dari sepuluh pendapat. Lihat Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 173 dan 
Muh}ammad Jala>luddi>n al-Qa>simi>, op. cit., h. 105. 
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tawaqquf atau berijtihad memilih salah satu dari keduanya.52 
d. Tidak serta-merta menerima fatwa kecuali jika hatinya sudah yakin terhadap 
keabsahan fatwa tersebut. Jika mustafti> ragu-ragu, tidak yakin, atau ia 
mengetahui bahwa fatwa tersebut tidak sejalan dengan nas maka ia tidak boleh 
menerima atau mengamalkan fatwa itu. Pada kasus ini, mustafti> wajib bertanya 
ke beberapa mufti lain hingga hatinya benar-benar tenang menerima fatwa 
tersebut.
53
 
3. Syarat Fatwa 
Fatwa memiliki beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh mufti untuk 
menjaga kualitas fatwa tersebut. Adapun syarat fatwa adalah: 
a. Fatwa tidak boleh bertentangan dengan nas al-Qur’an dan Sunnah.54Dan boleh 
beralih menggunakan dalil Qiya>s atau dalil logika ketika tidak didapati dalil 
nas.
55
Pentingnya syarat ini juga dapat disimpulkan perkataan Imam Sya>fi’i> 
sebagai berikut: 
 َإ َذ َوَا َج َد َ تََ  ف
 ََك َتَ  با َخَ َل َفَ َس َن َةََ ر َس َو َلَ
 َللاَ َص َل َللاَىَ َع ََل ي َوَ َو َس َل َمَ َ ف َق ََو ل َو َبَ ا َس َن
 َةَ َر َس َو َلَ
 َللاَ
 َص َل َللاَىَ َع ََل ي َوَ َو َس َل َمَ َو َد َع َو َمَا َ ا َل َت.
56 
Terjemahnya: 
Jika kalian menemukan dalam tulisanku apa yang bertentangan dengan 
Sunah Rasulullah saw., maka katakanlah apa yang sesuai dengan Sunah 
Rasulullah saw. dan tinggalkanlah apa yang telah aku katakan. 
                                                          
52
Ibnu Qayyim, op. cit., Juz 6, h. 206.  
53
 Ibid., h. 192. 
54
Ibnu Qayyim mengemukakan beberapa dalil dari al-Qur’an dan Hadis tentang larangan 
berijtihad yang bertentangan dengan nas dan membahasnya secara komprehensif. Lihat Ibid., Juz 4, h. 
36. 
55
Ibid., Juz 4, h. 43. 
56
Diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi> dari sanad Rabi’ al-Mara>di>. Lihat Taqiyuddi>n al-Subki>, 
Ma’na> Qaul al-Ima>m al-Mut}allabi> (t. t.: Mu’assah al-Qurt}ubiyyah, t. th.), h. 87. 
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b. Fatwa harus dilandasi oleh kaidah kemaslahatan57 yaitu menciptakan maslahat 
atau mencegah mafsadat karena pada dasarnya setiap hukum Syari’at dibangun di 
atas maslahat.
58
 
c. Fatwa harus sejalan dengan maksud-maksud ditetapkannya sebuah hukum 
Syari’at (Maqa>s}id) yaitu bahwa lafal fatwa mengandung makna, tujuan, dan 
hikmah-hikmah agama.
59
 
d. Fatwa harus memperhatikan perbedaan pendapat ulama karena banyak dari 
perbedaan pendapat tersebut  melahirkan banyak hukum sehingga wajib untuk 
dianalisa sebelum seorang mufti mengeluarkan hukum.
60
 
e. Fatwa harus menggunakan dalil logika jika masalah yang akan difatwakan 
berhubungan dengan hukum-hukum yang harus dipahami dengan logika. Fatwa 
juga harus dilandasi oleh pemahaman terhadap kondisi individu yang akan 
diberikan fatwa (fiqh al-h}a>l) dan pemahaman terhadap realitas (fiqh al-wa>qi’).61 
E. Ketentuan Fatwa Bagi Orang Awam 
Pada pembahasan tentang syarat-syarat mustafti>, dapat disimpulkan bahwa 
seorang mustafti>  setidaknya memiliki tingkat intelektual yang cukup memadai 
                                                          
57
Para ulama telah menetapkan beberapa syarat untuk menerapkan kaidah kemaslahatan dalam 
hukum di antaranya: Pertama, maslahat tersebut harus hakiki atau bukan sekedar ilusi sehingga ia 
dapat diterapkan dalam aspek kehidupan. Kedua, maslahat tersebut ditujukan untuk masyarakat 
umum, bukan yang sifatnya personal saja. Ketiga, maslahat yang akan dipakai tidak menyalahi nas 
dan konsensus ulama. Lihat ‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Da>r 
el-H}adi>s|, 2005), h. 200. Bandingkan dengan Musfi>r bin ‘A<li> bin Muh}ammad al-Qaht}a>ni>, ‚Manhaj 
Istikhra>j al-Ah}ka>m al-Fiqhiyyah li al-Nawa>zil al-Mu’a>s}arah‛, Juz 1 (Disertasi Doktor, Fakultas 
Syari’ah dan Dirasat Islamiyah, Universitas Umm al-Qura>, Arab Saudi, 2000), h. 358.  
58
Na>ji> Ibra>him al-Suwai>d, Fiqh al-Muwa>zana>t (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), h. 
239. 
59
Ibid. 
60
Ibid.  
61
Ibid. 
 
 
44 
 
untuk menilai kualitas mufti dan melakukan analisa terhadap fatwa yang berbeda. 
Namun, tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut sebagaimana orang-orang 
awam yang tidak memiliki kemampuan berijtihad secara mandiri. 
Adanya fakta tersebut menyebabkan masalah fatwa bagi orang awam 
senantiasa dibahas dalam literatur-literatur hukum Islam, terutama kitab-kitab fatwa 
klasik. Pembahasan tentang fatwa orang awam hampir selalu bergandengan dengan 
pembahasan tentang masalah taklid.
62
  
Di antara ketentuan fatwa yang berlaku bagi orang awam adalah sebagai 
berikut: 
1. Orang awam boleh memilih fatwa manapun yang ia ingin ikuti tanpa 
memandang asal mazhabnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang awam 
tidak memiliki mazhab karena mazhab hanya dipegangi oleh orang yang mengetahui 
dalil-dalil hukum. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang awam memiliki mazhab 
berdasarkan keyakinannya terhadap pendapat mana yang benar sehingga ia tidak 
boleh memilih fatwa yang tidak sesuai dengan mazhabnya.
63
 
 Dari kedua pendapat tersebut, pendapat pertama lebih moderat dan ringan 
bagi orang awam karena pada dasarnya pengamalan fatwa lebih diutamakan 
daripada mempertimbangkan kesesuaian mazhabnya. Menurut Usa>mah al-Asyqar, di 
masa sekarang mufti tidak melarang orang awam untuk merujuk ke kitab fatwa 
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Secara bahasa taklid  berarti pengikat leher, sedangkan menurut istilah berarti perbuatan 
yang mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujjah yang kuat atau tanpa mengetahui 
kehujjahannya. Orang awam digolongkan sebagai muqallid (orang yang bertaklid) karena ia tidak 
memiliki pengetahuan tentang penetapan hukum sehingga ia hanya mengikuti pendapat tanpa 
mengetahui dalilnya. Adapun orang yang mengetahui sebagian ilmu-ilmu yang dipakai dalam 
penetapan hukum namun ia tidak mampu berijtihad, maka ia disebut dengan muqallid muttabi’. Lihat 
Hais|am Hila>l, Mu’jam Mus}t}alah} al-Us}u>l, Juz 3 (Beirut: Da>r al-Ji>l, 2003),  h. 99 dan h. 322. 
63
Ibnu H}amda>n l-Kharra>ni>, op. cit., h. 71. 
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tertentu untuk mencari jawaban dari masalah yang ia tanyakan sehingga dapat 
memberikan kepastian serta ketenangan hati bagi mustafti> dan lebih mendorongnya 
untuk mengamalkan fatwa.
64
 
2. Orang awam tidak dianjurkan menanyakan dalil atau hujjah atas fatwa yang 
ia terima, menurut pendapat yang terkuat. Jika ia merasa lebih yakin jika mendengar 
dalilnya, maka ia hendaklah menanyakannya di tempat lain atau setelah ia menerima 
fatwa tanpa dalil tersebut terlebih dahulu.
65
 
3. Jika orang awam mengetahui hukum sebuah masalah beserta dalilnya maka 
ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya berfatwa dalam masalah tersebut: 
a. Ia boleh berfatwa karena mengetahui dalil hukum masalah tersebut membuatnya 
sejajar dengan orang alim. 
b. Pendapat lain melarang orang awam berfatwa karena ia tidak memiliki kecakapan 
dalam mencari dalil (istidla>l), syarat-syarat penetapan dalil dan pertentangannya, 
serta adanya kemungkinan bahwa ia salah menempatkan dalil tersebut. Pendapat 
ini dikuatkan oleh mayoritas Syafi’iyah dan Hanabilah. 
c. Jika dalil tersebut berasal dari al-Qur’an maupun Hadis maka boleh baginya 
berfatwa, sebaliknya jika dalil tersebut tidak berasal dari keduanya maka ia tidak 
boleh berfatwa.
66
 
4. Jika orang awam mengikuti fatwa dari ulama tertentu dalam satu hukum lalu 
ia mengamalkannya, maka setelah itu ia tidak boleh berpindah ke fatwa ulama lain 
yang juga berfatwa tentang masalah yang sama. Adapun jika ia berpindah ke fatwa 
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Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 165. 
65
Ibnu H}amda>n al-Kharra>ni>, op. cit., h. 84. 
66
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Juz 6, op. cit., h. 105. Lihat pula Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 
166-167. 
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ulama lain dalam masalah yang berbeda, maka pendapat yang terkuat 
membolehkannya berdasarkan perilaku para Sahabat.
67
 
F. Karakteristik Fatwa 
Ada beberapa term yang berhubungan dan berdekatan maknanya dengan term 
fatwa yaitu al-qad}a>’, ijtihad, dan al-ima>mah. Meski memiliki kedekatan makna, 
namun fatwa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan term-term 
hukum tersebut. 
1. Perbedaan fatwa dengan al-qada}>’ 
Mayoritas ulama sepakat bahwa secara istilah, pengertian al-qad}a>’ adalah: 
 َف َص َلَ َلا َص َو َم
 َتاََ َب إ َظ َه َراَ َح َك َمَ َشلاَ را َعَ
 َف َ ي َه َعَا َل َسَى ََب ي َلَ َ لا ََل ز َما.
68 
Artinya:  
Proses penyelesaian pertikaian melalui penjelasan hukum syari’at yang 
berhubungan dengan pertikaian tersebut yang bersifat mengikat. 
Al-qad}a>’ terkadang disebut dengan al-h}ukmu, jadi istilah kadi semakna 
dengan hakim.
69
 Antara fatwa dengan qad}a>’ sama-sama berposisi sebagai solusi 
hukum dalam menyelesaikan berbagai bentuk perkara yang berlandaskan nas. Jadi, 
seorang kadi tidak membuat hukum baru untuk menyelesaikan pertikaian 
antarmanusia sebagaimana halnya mufti, tetapi ia hanya menjelaskan hukum-hukum 
yang telah ditetapkan oleh Allah atau Sya>ri’.  
Adapun perbedaannya terletak pada kekuatan hukum yang ditetapkan oleh 
kadi yang sifatnya lazim atau mengikat, sedangkan fatwa tidaklah demikian. 
Penetapan hukum dalam al-qad}a>’ mewajibkan kedua belah pihak yang bertikai untuk 
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‘Ali> bin Muha}mmad al-A<midi>, al-Ih}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m,  Juz 4 (Cet. I; Riyad: Da>r al-
S}ami>’i>, 2003), h. 289. 
68
Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 64.  
69
Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, al-Mausu>’ah al-Fiqhiyyah,  Juz 6 (Cet. II; 
Kuwait: Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman,  1983), h. 217. 
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melaksanakan dan mematuhi hukum tersebut dan tidak boleh bagi keduanya untuk 
memilih jalan hukum lain di luar yang keputusan kadi. Hal ini berbeda dengan fatwa 
yang membebaskan siapapun untuk mengikuti fatwa tersebut atau tidak.
70
 
Adanya sifat lazim dalam keputusan seorang kadi didasarkan pada adanya 
kekuasaan atau wila>yah yang meliputi wewenang kadi untuk memaksa seseorang 
melaksanakan keputusan hukum yang dibuatnya. Hal tersebut memang wajar karena 
kadi merupakan sebuah jabatan resmi negara yang biasanya bertanggungjawab 
langsung terhadap kepala negara. Berbeda dengan posisi ahli fatwa yang tidak selalu 
berada di bawah silsilah pemerintahan sehingga ia tidak memiliki wewenang secara 
mutlak dalam pelaksanaan hukum yang difatwakannya. 
Karakteristik lain yang terdapat pada fatwa, namun tidak ditemui dalam al-
qad}a>’ yaitu sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh}ammad al-H}us}ni>: 
 َنأَ َلا َم َفَ ت َ يَ َفَ ت َبَ َدلا َي َنا
 َةََ أ َيَ َع َىلََ ب
 َطا َنَ َلا َم َو َرَ َو َقلا َضا َ يَي َق َض َعَي َىلَ َظلا
 َىا َر.71 
Artinya:  
Seorang mufti menetapkan keputusan berdasarkan hal-hal yang tersirat, 
sedangkan kadi melandaskan keputusannya kepada hal-hal yang nampak jelas. 
Pada proses pengadilan, seorang kadi mempertimbangkan sebuah perkara 
dengan cara melihat bukti-bukti nyata yang ada, pernyataan para saksi yang hadir, 
dan petunjuk-petunjuk lahiriyah yang muncul selama proses persidangan. Adapun 
fatwa tidak ditetapkan melalui hal-hal yang nampak saja, tetapi juga dalil-dalil yang 
tersirat atau sesuatu yang abstrak seperti hikmah di balik penetapan fatwa tersebut, 
kondisi psikologis orang yang meminta fatwa, dan sifat-sifat batiniyah lainnya.  
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Muh}ammad al-Zuhaili>, Ta>ri>kh al-Qad}a>’ fi> al-Isla>m (Beirut: Da>r  al-Fikr, 1995), h. 12. 
71
‘Ala>uddi>n Muh}ammad al-H}us}ni>, al-Dur al-Mukhta>r, Juz 5 (Cet. II; Beirut: Da>r al-Fikr, 1386 
H.), h. 365. 
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Karakteristik fatwa tersebut juga ditegaskan oleh al-Qara>fi> yang 
mengatakan: 
 َب... َلَ َ لا َكا َمَ َ ي ََت ب َعَ
 َلا َج َجاََ  ولما     َفَ ت َ يَ ََت ب َعَ َلا
 ََد ل َة...72 
Maksudnya adalah bahwa landasan fatwa diambil dari dalil-dalil al-Qur’an dan 
Sunnah, sedangkan dalam al-qad}a>’ seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan 
hujjah seperti bukti, ikrar, ataupun keduanya. 
Dari segi karakter pelakunya, fatwa lebih bersifat umum dibanding al-qad}a>’  
karena fatwa boleh dilakukan oleh perempuan, hamba sahaya, hingga orang bisu 
selama orang-orang tersebut memenuhi syarat-syarat seorang mufti. Jika kadi tidak 
boleh memberikan keputusan terhadap terdakwa yang memiliki hubungan 
kekerabatan dengannya karena dikhawatirkan terjadinya subjektivitas, maka fatwa 
boleh saja dilakukan oleh keluarga terdekat orang yang meminta fatwa.
73
 
Dari segi objeknya, fatwa bisa ditetapkan pada masalah-masalah yang 
makruh maupun yang sunnah di luar masalah-masalah wajib dan haram, sedangkan 
al-qad}a>’ terbatas pada masalah-masalah yang wajib (perintah) atau yang haram 
(larangan) saja. Selain itu, fatwa bersifat fleksibel, yaitu bisa dilaksanakan oleh 
muslim manapun di wilayah atau negara manapun, sedangkan keputusan kadi hanya 
khusus mengikat si terdakwa  atau orang yang dihukum saja.
74
 
Dari segi dampak atau konsekuensinya, tanggungjawab fatwa lebih berat 
dibanding dengan al-qad}a>’ karena fatwa merupakan bagian dari al-Syari>’at al-
‘Ammah yang berhubungan dengan maslahat mustafti> dan selain mustafti>. Adapun 
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Syiha>buddi>n al-Qara>fi>, al-Ih}ka>m fi> Tamyi>z al-Fata>wa> ‘an al-Ah}ka>m wa Tas}arrufa>t al-Qa>d}i> 
wa al-Ima>m (Cet. II; Beirut: Da>r al-Basya>’ir al-Isla>miyah, 1995), h. 44. 
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‘Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 66. 
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Ibid. 
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al-qad}a>’, ia hanya mengkhusus kepada orang-orang yang terkait dengan keputusan 
hakim tersebut sehingga konsekuensinya lebih ringan.
75
 
Jadi, perbedaan fatwa dengan al-qad}a>’ meliputi perbedaan dalam segi 
kekuatan hukumnya, dasar penetapan keputusan atau dalil pertimbangan hukum, 
pelaku, objek atau masalah yang dihadapi, dan pelaksana hukum tersebut. 
2. Perbedaan fatwa dengan ijtihad 
Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa 
ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mufti 
adalah syarat-syarat seorang mujtahid karena pada dasarnya mereka berpandangan 
bahwa ijtihad sama maknanya dengan fatwa. Karakteristik fatwa lain yang sama 
dengan ijtihad adalah segi fleksibilitas hukumnya. Sebagaimana fatwa, ijtihad juga 
dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi waktu dan tempat manusia.
76
 
Secara istilah, ijtihad adalah: 
 َب َذ َلَ َلا َو َس َعََ  ف َ نَ َي َلَ َح َك َمَ َش َر
 َع َيَ َع َم
 َل َيََ ب َط ََر ي َقََ ا َل َس ََت َن ب َطا.77 
Artinya: 
Mengerahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syari’at yang 
bersifat praktis melalui metode istinba>t} (penetapan hukum). 
Dari definisi tersebut, ijtihad merupakan proses yang juga dilakukan oleh 
mufti sebelum mengeluarkan sebuah fatwa. Namun, ada tiga hal mendasar dan 
krusial yang membedakan fatwa dengan ijtihad, yaitu:
78
 
a. Fatwa didahului oleh adanya pertanyaan atau permintaan fatwa dari mustafti> 
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‘Abdul Kari>m Zaida>n, op. cit., h. 163. 
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‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit., h. 198. 
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Ami>r ‘Abdul ‘Azi>z, Us}u>l al-Fiqh al-Isla>mi>, Jilid 2 (Kairo: Da>r  al-Sala>m, 1997), h. 743. 
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Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, op.cit., Juz 32, h. 21. 
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atau sebuah kejadian dan peristiwa yang membutuhkan fatwa sebagai solusinya, 
sedangkan ijtihad tidak tergantung pada hal-hal seperti itu. 
b. Menurut pendapat yang paling kuat, fatwa bisa saja menyentuh hukum-hukum 
yang qat}’i>, sedangkan ijtihad hanya boleh dilakukan pada hukum-hukum yang 
bersifat z}anni>. 
c. Pada prosesnya, fatwa sebagai salah satu bentuk solusi hukum Islam 
mempertimbangkan segi personal orang yang meminta fatwa atau solusi hukum 
mulai dari niat, tujuan, dan kondisinya. Adapun ijtihad terlepas dari semua itu 
karena ia murni menyangkut kemampuan istinba>t} mujtahid dalam menetapkan 
sebuah hukum. 
3. Perbedaan fatwa dengan al-ima>mah 
Istilah ima>mah digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh 
imam salat dalam salat berjamaah (ima>mah s}ugra>) atau kekuasaan yang dipegang 
oleh seorang kepala negara (ima>mah kubra>).79 Karakteristik yang akan dibahas di 
sini adalah perbedaan antara fatwa dengan ima>mah al-kubra>.  
Antara fatwa dengan ima>mah memiliki persamaan dalam proses penetapan 
hukum. Seorang mufti memiliki wewenang dalam mengeluarkan sebuah hukum 
terhadap suatu masalah, demikian pula imam atau pemimpin negara meski dengan 
wewenang yang lebih luas. Menurut al-Qara>fi>, hubungan antara seorang imam 
dengan seorang mufti merupakan hubungan umum-khusus. Hal tersebut 
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Term al-ima<mah memiliki pengertian yang hampir sama dengan khila>fah, ima>rah, sult}ah. 
Khila>fah adalah tanggung jawab menyeluruh seseorang terhadap rakyatnya yang meliputi tanggung 
jawab dunia dan akhirat menurut pandangan Syari’at. Ima>rah adalah kekuasaan atau wewenang 
seseorang baik yang bersifat umum seperti dalam khilafah maupun yang bersifat khusus seperti 
wewenang dalam satu wilayah provinsi. Sult}ah menunjukkan kekuasaan yang lebih khusus atau lebih 
sempit dibanding khila>fah. Lihat ibid., Juz 6, h. 216. 
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menunjukkan karakteristik masing-masing sebagai berikut;
80
 
a. Dari segi wewenangnya, seorang imam bisa mengeluarkan fatwa sebagaimana 
tugas seorang mufti sekaligus memutuskan perkara sebagaimana seorang kadi, 
sedangkan mufti memiliki wewenang yang terbatas pada penetapan fatwa saja. 
Beberapa wewenang lainnya seperti kekuasaan militer dan perang hanya dapat 
dilakukan oleh imam, bukan mufti. 
b. Dari segi landasan atau pedoman penetapan hukum, seorang mufti 
mengeluarkan fatwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil nas yang 
berhubungan dengan masalah yang difatwakan. Adapun dalam ima>mah, dalil nas 
tidak mencukupi jika dijadikan sebagai pedoman penetapan hukum, tetapi juga 
harus mempertimbangkan kemaslahatan dan hak-hak umat atau rakyat. 
c. Dari segi syarat, beratnya tanggungjawab yang harus dipikul oleh seorang imam 
menuntut syarat yang lebih ketat dibanding mufti. Jika syarat yang harus 
dipenuhi oleh mufti adalah syarat yang harus dimiliki mujtahid, maka syarat 
yang harus terdapat dalam seorang imam tidak terbatas pada syarat mujtahid. 
Beberapa syarat tambahan bagi imam di antaranya adalah harus mempunyai 
pengetahuan tentang ketatanegaraan dan strategi perang. 
Dari beberapa karakteristik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa  fatwa 
memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh al-qad}a>’, ijtihad, dan ima>mah. 
Adakalanya perbedaan karakter tersebut merupakan perbedaan yang bersifat teknis 
dan adakalanya perbedaan itu disebabkan oleh keumuman atau kekhususan 
wewenang yang terdapat di dalamnya. 
 
                                                          
80
Syiha>buddi>n al-Qara>fi>, op. cit., h. 46 dan 56. 
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G.  Urgensi Fatwa dalam Hukum Islam 
Gerakan reformasi hukum Islam yang mulai muncul dan menggema sejak 
abad ke 19 Masehi menyebabkan perubahan radikal pada perkembangan pemikiran 
Hukum Islam. Reformasi tersebut bukan hanya meruntuhkan mindset klasik yang 
berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, tetapi juga mengikis tradisi taklid 
buta dengan menghidupkan kembali ijtihad. Gerakan yang memunculkan para tokoh 
modernis seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, hingga Jamaluddin al-Afghani 
itu memberikan angin segar terhadap kemajuan berpikir umat Islam. 
Sebagai agama yang komprehensif, Islam seharusnya mampu bersinergi 
dengan perkembangan zaman. Agar ajaran Islam selalu mampu menghadapi 
tantangan zaman, maka hukum Islam perlu dikembangkan sehingga dapat 
memberikan maslahat hidup manusia di dunia dan akhirat secara maksimal.
81
Di 
sinilah kedudukan strategis fatwa dalam usaha menjawab berbagai problematika 
umat yang sejalan dengan konsep maqa>s}id syari’>ah. 
Menurut Iya>d} bin Na>mi>, urgensi fatwa tersirat dari adanya kewajiban bagi 
orang berilmu untuk menjelaskan hukum Syariat dan larangan menyembunyikan 
pengetahuannya.
82
Hal tersebut ditegaskan dalam QS al-Baqarah/2: 159: 
َ َ َ َ َ َ  َ   َََََ ََ ََ
   ََ َ َ  ََ 
Terjemahnya: 
 Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami 
turunkan berupa keterangan- keterangan yang jelas dan petunjuk setelah Kami 
                                                          
81
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman 
yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 18. 
82
Iya>d} bin Na>mi>, op. cit., h. 23. 
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menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati oleh Allah 
dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati.
83
 
Kebutuhan umat terhadap penjelasan hukum sudah mencapai tingkat 
kebutuhan primer sehingga para ahli fatwa dituntut untuk mampu menjawab 
kebutuhan tersebut. Ibnu Qayyim menggambarkan betapa besarnya kebutuhan umat 
terhadap fatwa melalui pernyataan berikut: 
  َ ف َه َمََ ف َلاَ َر َضَ َ ب َ َن َز ل َةَ َنلا َج َو
 َمََ ف َسلاَ َم
 َءا،ََ ب  َه َمَ َ ي ََه ت
 َد َلاَ ي َ ي َر َناََ ف َظلاَ َل َم
 َءاَ َو َح َجا َةَ َنلا َساَ
 ََإ َل ي َه َمََ أ َع َظ َمَ
 َم َنَ َح َجا َت َه َمََ إ َلَ َطلا َع َماَ َو َشلا َر َبا،َ َو َط َعا َ ت َه َمََ أ َ ف َر َضَ
 َم َنَ َط َعا َةَ َلا َم َه َتاَ
 َو
 َءابلا...84 
Artinya: 
Mereka (para ahli fatwa) seperti kedudukan bintang di langit yang dapat 
menunjuki orang-orang yang tersesat di dalam kegelapan, dan kebutuhan 
manusia terhadap mereka lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan 
dan minuman, dan taat kepada mereka lebih wajib daripada ketaatan kepada 
orangtua... 
Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh mufti, maka akan terjadi 
mafsadat seperti munculnya kecendrungan masyarakat awam untuk menyelesaikan 
persoalan agama menurut hawa nafsunya saja sehingga mereka akan semakin jauh 
dari hakikat ajaran islam.
85
Selain itu, jika para ulama tidak mampu menghadirkan 
fatwa-fatwa baru sesuai perkembangan realitas, maka hukum Islam akan stagnan dan 
sulit membumi di masyarakat. 
Pentingnya fatwa sebagai solusi hukum Islam juga dapat disimpulkan dari 
adanya nas yang bersifat global sehingga tidak menjelaskan hukum berbagai masalah 
baru yang terjadi. Tidak semua masalah atau peristiwa memiliki dalil nas, sedangkan 
                                                          
83
Departemen Agama RI, op. cit., h. 40. 
84
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op. cit., juz 1, h. 14.  
85
Iya>d} bin Na>mi>, op. cit., h. 24. 
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masalah terus bermunculan.
86
  
Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berijtihad seperti kenyataan 
orang-orang awam yang tidak mengetahui hukum ibadah, mu’amalah, maupun aspek 
kehidupan lainnya. Oleh karena itu, fatwa dapat  menjadi jalan praktis bagi umat 
untuk mendapatkan jawaban-jawaban seputar persoalan hukum yang akan 
membantu penyebaran ajaran Islam dan mengangkat ketinggiannya sepanjang 
zaman. 
                                                          
86
Usa>mah al-Asyqar, op. cit., h. 122. 
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BAB III 
KAIDAH FLEKSIBILITAS FATWA 
 
A. Hakikat Fleksibilitas Fatwa Perspektif Ulama Fikih 
Kaidah fleksibilitas fatwa telah dikemukakan oleh para ulama salah satunya 
yang terkenal adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dengan menyatakan bahwa: 
ََ تََغ َ يَُرََ اََفل َ تََوََوَى َخاَِتََلَُ فََهََِبَا َسَِبَََ تََغَِ يََّ اَل ََِزَمَنَِةََََو اَل َمَِكََنَِةََََو اَل َحََوَِلاَََو َ نلاََيَِتاََََو اََعلََوَِئاَِد.
1
 
Artinya: 
Perubahan fatwa dan perbedaannya tergantung pada perubahan waktu, tempat, 
kondisi, niat, dan kebiasaan. 
Maksud dari adanya kaidah tersebut adalah sebagai penegasan terhadap bentuk 
penerapan nas (tat}bi>q) yang dilakukan oleh para mufti sesuai dengan realitas yang 
terjadi di masyarakat yang merupakan hasil dari adanya perubahan tempat dan 
waktu, keadaan darurat, maslahat, dan adat-istiadat pada saat diturunkannya sebuah 
hukum syarak.
2
 Kaidah fleksibilitas fatwa tersebut merupakan kaidah yang 
didasarkan pada kemaslahatan manusia yang menjadi inti dari penerapan hukum 
Islam di masyarakat yang sesuai dengan prinsip taysi>r (kemudahan) dan takhfi>f 
(keringanan). 
Kaidah fleksibilitas fatwa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim merupakan 
penjabaran dari kaidah fikih yang berbunyi: 
ََلََُ ي َنََكَُرَََ تََغ َ يَُرََ لا َحََكَِماََِبََ تََغَِ يَّ َزلاََمَِنا.
3 
 
                                                          
1
Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’la>m al-Muwaqqi’i>n ‘an Rabb al-‘A<lami>n, Juz 4 (Saudi: Da>r al-
Jauziyyah, 2002), h. 337. 
2
Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, Manhaj al-Ifta>’ ‘inda Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 
(Yordania: Da>r al-Nafa>’is, 2004), h. 302. 
3
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Da>r al-Hadi>s|, 2005), h. 
198. 
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Artinya: 
Adanya perubahan hukum disebabkan oleh adanya pergeseran waktu. 
Kaidah fikih tersebut merupakan cabang kaidah umum َََا لََعََداَُةَََُم َكََمٌَة  yang berarti: 
tradisi bisa mendorong terjadinya perubahan hukum. Ibnu Qayyim kemudian 
memformulasikan kaidah tersebut menjadi sebuah kaidah fleksibilitas fatwa yang 
lebih tegas dan telah digunakan oleh ulama-ulama kontemporer.
4
  
Sebelum Ibnu Qayyim, beberapa ulama telah membahas masalah fleksibilitas 
fatwa dengan beberapa kaidah berbeda meski tidak sekomprehensif Ibnu Qayyim 
karena hanya memfokuskan pada perubahan fatwa akibat perubahan tradisi. Salah 
satunya adalah al-Qara>fi>
5
 yang menyatakan: 
َُك َلَ َم ُهَاََوََِف  َّلاَََِر  يََعَِةَََ ي َت َبَُعَََعلاََو ِئاََدَََ يََ تََغ   يَُرَ لا َ َُح َكَُمََِف  يَِهََِع  نََدَََ ت َغَِ يَّ َعلاََداَِةََِإََلَََمََ تا ََقَت ِض َيَِهَ َعلاََداَُةَ
لماَُ ََتََج َدََدَُة...6 
Artinya: 
Setiap bagian dari Syariat yang mengikuti perubahan tradisi, maka hukumnya 
pun ikut berubah jika tradisi itu berubah menjadi sebuah tradisi baru. 
Menurut al-Qara>fi>, barangsiapa yang menerapkan hukum yang berdasarkan 
pada sebuah tradisi lalu tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada tradisi 
tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa ia menyalahi konsensus ulama dan 
                                                          
4
Beberapa ulama kontemporer menganggap bahwa kaidah fleksibilitas fatwa Ibnu Qayyim 
tersebut lebih baik dibanding kaidah fikih sejenis sebelumnya berdasarkan dua hal: 1. Penggunaan 
kata tagayyur al-ah}ka>m dalam kaidah fikih tersebut dapat menyebabkan munculnya pemikiran bahwa 
semua bentuk hukum Islam dapat berubah-ubah baik hukum nas maupun hukum ijtihadiyah, 
qat}’iyyah maupun z}anniyyah,  padahal hukum nas dan hukum qat}’iyyah tidak boleh berubah. Oleh 
karena itu, lafal tagayyur al-fatwa> dianggap lebih tepat. 2. Perubahan hukum bukan hanya disebabkan 
oleh perubahan zaman, tetapi juga perubahan tempat, kondisi, dan adat kebiasaan sebagaimana yang 
telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim. Lihat Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Taysi>r al-Fiqh lil Muslim al-Mu’a>s}ir fi> 
D}au’ al-Qur’a>n wa al-Sunnah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), h. 105.  Lihat pula catatan kaki 
Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqar, op. cit., h. 310. 
5
Nama lengkapnya adalah Syiha>buddi>n Abu> al-‘Abba>s  Ah}mad bin Idri>s bin ‘Abdirrahma>n 
al-S}inha>ji>. Ia merupakan salah satu fukaha Malikiyah yang lahir di Mesir pada tahun 626 M dan wafat 
pada tahun 684 H. Lihat Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi>, al-Ih}ka>m fi> Tamyi>z al-Fata>wa> ‘an al-Ah}ka>m wa 
Tas}arrufa>t al-Qa>d}i> wa al-Ima>m (Cet. II; Beirut: Da>r al-Basya>’ir al-Isla>miyah, 1995), h. 21. 
6
Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi>, op. cit., h. 218. 
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menunjukkan pemahaman agamanya yang dangkal. Dan kaidah ini merupakan hasil 
ijtihad para ulama yang telah disepakati dan wajib diikuti tanpa perlu berijtihad 
ulang. Al-Qara>fi> mencontohkan perubahan fatwa pada masalah sumpah dan wasiat 
yang mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut.
7
   
Menurut Yu>suf al-Qarad}a>wi>, kaidah fleksibilitas fatwa merupakan hasil dari 
hubungan yang kuat antara pertimbangan terhadap ‘illat hukum dengan tujuan 
diberlakukannya hukum tersebut yang telah ditetapkan para ulama sejak zaman 
Sahabat. Bahkan Nabi Muhammad saw. telah menerapkan hal ini dengan 
memberikan toleransi hukum kepada penduduk kampung (badui) yang berbeda 
dengan penduduk kota. Contohnya pada masalah kewajiban zakat fitrah pada 
makanan pokok, maka penduduk kampung boleh membayar zakat dengan makanan 
pokok selain gandum seperti aqt} yaitu sari susu yang sudah dikeringkan karena hal 
itu memudahkan bagi mereka.
8
 
‘Abdul ‘Azi >z Muh}ammad ‘Azza >m berpendapat bahwa fleksibilitas hukum 
berbeda dengan nasakh (pembatalan atau penghapusan hukum) dan tajdi>d 
(pembaruan hukum). Fleksibilitas hukum terjadi dengan mempertimbangkan 
kemaslahatan dan maslahat dibangun di atas ‘illat, sehingga hukum tersebut berlaku 
tergantung pada ada atau tidaknya ‘illat itu.9 Perbedaan lainnya adalah perubahan 
yang terjadi pada fatwa tidak boleh menyentuh prinsip dasar agama (us}u>liyyah) yang 
sifatnya tetap, tetapi hanya boleh mengubah hukum-hukum ijtihad yang sifatnya 
fleksibel.
10
 
                                                          
7
Ibid., h. 219. 
8
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, op. cit., h. 104. 
9
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit., h. 204. 
10
Ibid., h. 205. 
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Bakar bin ‘Abdillah Abu> Zaid mengungkapkan bahwa kaidah perubahan 
fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, kondisi, dan tradisi adalah kaidah 
yang pemberlakuannya sangat tergantung pada kaidah tradisi atau adat-istiadat. Ia 
juga berpendapat bahwa kaidah fleksibilitas tersebut merupakan kaidah yang hanya 
menyangkut masalah-masalah non-prinsipil (furu’iyyah) dan bersifat kasuistik.11 
Hakikat fleksibilitas fatwa atau hukum juga dilontarkan oleh Wahbah al-
Zuh}aili>.  Ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaidah perubahan hukum 
karena perubahan zaman adalah perubahan yang berlaku pada aspek di luar ibadah 
mahd}ah dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Wahbah al-Zuh}aili> berkata: 
َِإ َنََُمََُر َوَنََةَ ََّلاََِر  يََعَِةََِلا َسََلََِم يَِةَََوََصََلَِح َيََ تََهَِلَ اَُك َلَََََزماٍَنَََوََمََكٍَناََُوََمََوََكاََبََ تََهَِلَ ا َوََضَِعاَلماَُ ََعََصاَََِرةَ
ََوََ لاََدََثاَِةََوَ ،َِرََعََ ياََ تََهَِلَ ا َلََحََاجاَِتَََو َلاََمََصَِلاَِحََِا َ قََتََض َتََُوَُج َوََدَََ تََغَِ يََّ اَل َحََكَِماَََوَِ لا َجَِتََهََداَِتاَ َمإَا
ََِب َسَِبَََ تََغَِ يََّأ َحََوَِلاََأ َهَِلَ َزلاََمَِناََأ َوََِبََسََبَِبَ َ تلا َق َدَِمَََو َتلاََط  َوَِر...
12 
Artinya: 
Sesungguhnya fleksibilitas hukum Islam dan kelayakannya di setiap waktu dan 
tempat dan penerimaannya terhadap situasi terkini dan modern serta atensinya 
terhadap kebutuhan dan kemaslahatan umat, mendorong adanya perubahan 
hukum dan ijtihad baik yang disebabkan oleh perubahan kondisi manusia 
maupun kemajuan serta perkembangannya. 
Menurut ‘Abdul Kari>m Zaida>n fleksibilitas fatwa berarti perubahan fatwa 
yang terjadi apabila hukum syarak dibangun di atas kebiasaan daerah tertentu yang 
tidak menyalahi ketentuan nas seperti bolehnya membayar zakat fitrah sesuai 
dengan makanan pokok yang berlaku dalam daerah tersebut. Demikian pula jika 
hukum syarak berlaku pada satu tempat dan waktu tertentu, maka fatwa yang 
dikeluarkan bukanlah fatwa yang bersifat global, tetapi harus sesuai dengan tempat 
atau waktu tersebut sebagaimana kasus larangan potong tangan bagi yang mencuri 
                                                          
11
Bakar bin ‘Abdillah Abu> Zaid, al-Madkhal al-Mufass}al fi> Fiqh al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, 
Juz 1 (Jeddah: Da>r al-‘A<s}imah, t. th), h. 84.  
12
Wahbah al-Zuh}aili>,  Tagayyur al-Ijtiha>d (Suriah: Da>r al-Makatabi>, 2000), h. 47. 
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di daerah atau waktu perang.
13
  
‘Abdul Maji>d Jum’ah berpendapat bahwa kaidah fleksibilitas fatwa adalah 
kaidah agung yang menampakkan atensi Syari’at terhadap kemaslahatan hamba di 
dalam kehidupan dengan menetapkan hukum-hukum yang mempertimbangkan 
tradisi manusia dan perbedaannya sesuai dengan perkembangan waktu, tempat, dan 
kondisi, sehingga tidak menyebabkan kesukaran dan kesempitan bagi umat.
14
 
Dari beberapa penjelasan ulama fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
kaidah fleksibilitas fatwa adalah kaidah yang menghendaki adanya perubahan atau 
perbedaan fatwa berdasarkan perubahan tempat, waktu, kondisi, niat, dan tradisi. 
Oleh karena itu, penerapan kaidah fleksibilitas fatwa sangat bergantung pada 
kecerdasan dan analisa seorang ahli fatwa terhadap realitas waktu, tempat, kondisi, 
dan kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. 
B. Dalil Fleksibilitas Fatwa 
Perubahan fatwa yang disebabkan oleh adanya perubahan waktu, tempat, 
kondisi, dan tradisi merupakan kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih 
berdasarkan dalil-dalil baik yang berasal dari al-Qur’an dan Hadis, maupun dari 
fatwa-fatwa Sahabat dan generasi sesudah masa Sahabat. 
1. Dalil dari al-Qur’an 
 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah sebagai pencetus pertama kaidah fleksibilitas 
fatwa tidak mencantumkan dalil kaidah yang bersumber dari al-Qur’an.15 Namun, 
                                                          
13
‘Abdul Kari>m Zaida>n, Us}u>l al-Da’wah (t. t.: t. p., 1976), h. 160. 
14
‘Abdul Maji>d Jum’ah, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah al-Mustakhrajah min Kita>b I’la>m al-
Muwaqi’i>n  (T. t.: Da>r Ibnu al-Qayyim, 1421 H), h. 373. 
15
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Mu>jiba>t Tagayyur al-Fatwa> (Perancis: Dewan Penerbitan dan 
Terjemah Persatuan Ulama Muslim Sedunia, t. th.), h. 25. 
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hal tersebut bukan berarti bahwa kaidah fleksibilitas fatwa ini tidak memiliki 
landasan dari al-Qur’an. Salah satu ayat yang dijadikan dalil yang spesifik tentang 
kaidah fleksibilitas fatwa oleh para ulama kontemporer seperti Yu>suf al-Qarad}a>wi> 
dan ‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m adalah QS al-Anfa>l/8: 65-66:  
                          
                           
                   
                            
     
Terjemahnya: 
Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 
dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di 
antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu orang-orang kafir disebabkan 
orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan 
kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika 
ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 
dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang, niscaya mereka dapat 
mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-
orang yang sabar.
16
 
Kedua ayat tersebut menjelaskan tentang dua kondisi orang-orang mukmin 
yang berbeda satu sama lain. Ayat kedua menunjukkan bahwa jumlah minimal orang 
mukmin melawan orang kafir dalam perang adalah satu banding dua. Kondisi ini 
merupakan bentuk keringanan (rukhs}ah) saat kondisi orang-orang mukmin sedang 
lemah setelah melewati perang Badar. Ketika itu mereka tidak memiliki persediaan 
makanan yang cukup dan hanya berbekal seekor kuda. Jumlah mereka pun kurang 
dari sepertiga pasukan musyrik yang persenjataan dan persediaan makanannya lebih 
banyak. Sebaliknya, saat orang-orang mukmin dalam kondisi kuat sebagaimana yang 
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Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), h. 271-
272. 
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digambarkan dalam ayat pertama, maka mereka berperang dengan jumlah satu 
banding sepuluh.
17
  
Beberapa ahli tafsir berpendapat bahwa ayat kedua menghapus hukum ayat 
pertama, namun teori ini dibantah oleh Yu>suf al-Qarad}a>wi> dengan mengatakan 
bahwa kedua ayat tersebut tidak menunjukkan adanya na>sikh-mansu>kh atau ayat 
kedua menghapus hukum ayat pertama sehingga tidak bisa diamalkan lagi, akan 
tetapi ayat kedua terkait dengan kondisi  tertentu dan ayat pertama terkait dengan 
kondisi yang berbeda dengan ayat kedua.
18
 
Ketetapan satu banding sepuluh pada ayat pertama merupakan hukum dasar 
perbandingan seorang mukmin dengan kafir di medan pertempuran karena 
sekelompok kecil yang terlatih lebih baik, bermental lebih kuat, serta lebih 
menguasai siasat perang bisa saja mengalahkan kelompok musuh yang lebih besar 
sebagaimana dalam perang-perang yang lain. Adapun ketetapan satu banding dua 
hanyalah keringanan karena faktor kondisi, sehingga jika kondisi telah kembali 
normal, maka orang-orang mukimin harus kembali kepada ketetapan hukum dasar 
yaitu satu banding sepuluh.
19 
Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa turunnya ayat 
pertama terkait dengan kondisi umat Islam yang kuat dan turunnya ayat kedua 
berkaitan dengan kondisi saat mereka lemah sehingga Allah pun memberikan 
keringanan dengan mengubah ketentuan ayat sebelumnya. Perubahan ketetapan 
tersebut menunjukkan prinsip fleksibilitas fatwa yang dapat berubah karena 
                                                          
17
Muh}ammad Rasyi>d Rid}a>, Tafsi>r al-Mana>r , Juz 10 (Kairo: Da>r al-Mana>r, 1947), h. 90. 
18
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Mu>jiba>t, h. 27. 
19
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Volume 5 (Cet.VI; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 
498. 
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diakibatkan oleh perubahan atau perbedaan kondisi. 
2. Dalil dari Hadis 
a. Hadis tentang Hukum Mencium Istri Saat Puasa. 
Di antara riwayat dari Rasulullah saw. yang menunjukkan bahwa masalah 
perubahan fatwa yang disebabkan oleh perbedaan realitas adalah sebagaimana yang 
tercantum dalam Musnad Imam Ahmad tentang masalah mencium istri saat 
berpuasa sebagai berikut: 
ََع َنََََع بَِدََِللاََ بَِنَََع َمَِر َبَ وَِنَ َلاََعَِصاَََقََلاََُك : َنَِعَ ا َنََدَ َنلاَِب  َيَََصََلَُللاَىَََعََلَِهيَََوََس َلََمَََفََجََءاَََش َباَ
ََ فََقََلاََيَ :ََرَ اَُس َوََلََِللاََُأََ ق َبَُلََََوَأَنََصَ اَِئاٌَم؟َََقََلاََلَ :،َََفََجََءاَََش َيٌَخَََ فََقََلاََايَ :َََرَُس َوََلََِللاََُأََ ق َبَُلَََوََنأَا
ََصَِئاٌَمََقَ؟ََلاََ ن:ََع َم،َََ فََنََظََرَََ ب َعَُضََنَِإَاََلََ بَ َعٍَضَََ فََقََلاَََرَُس َوَُلََِللاَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمََقَ: َدَََعَِل َمَُتَ
ََنََظََرَََ ب َعَِضَُك َمََِإََلََ بَ َعٍَض،َ َنإَ ََّلا َيََخَ ََيَِلَُكَََ ن َفََسَُه.
20 
Artinya: 
Dari ‘Abdullah bin ‘Amru> bin ‘A<s} ia berkata: Kami sedang bersama Rasulullah 
saw. lalu datanglah seorang pemuda dan berkata: Wahai Rasulullah, bolehkah 
saya mencium (istriku) sementara saya sedang berpuasa, maka Rasulullah 
menjawab: tidak boleh. Lalu datang lagi seorang lelaki tua dan bertanya: wahai 
Rasulullah bolehkah saya mencium istriku sementara saya sedang berpuasa? 
Maka Rasulullah pun menjawab: ya, boleh. Dan kami pun saling berpandangan 
karena heran lalu Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya aku telah 
mengetahui bahwa kalian heran (tentang jawabanku), sesungguhnya lelaki tua 
itu lebih bisa menguasai dirinya (dibanding pemuda itu). 
Pada hadis tersebut terjadi perbedaan keputusan Rasulullah tentang boleh 
atau tidaknya menyentuh perempuan saat berpuasa. Kepada lelaki yang berusia 
muda, Rasulullah melarang sedangkan kepada lelaki yang berusia lanjut Rasulullah 
membolehkannya. Adanya perbedaan hukum tersebut disebabkan oleh pertimbangan 
Rasulullah terhadap kondisi dua orang yang berbeda.  
Rasulullah melarang lelaki muda tersebut mencium istrinya karena 
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Ah}mad bin Hanbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad bin Hanbal, Juz 11, Hadis ke 7054  (Kairo: 
Muassasah al-Risa>lah, 1996), h. 631. 
 
 
 
63 
 
 
dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dapat membatalkan puasanya oleh tingkat 
dan dorongan seksnya yang lebih besar dibanding lelaki yang sudah lanjut usia. 
Selain itu, lelaki tua tersebut dianggap lebih mampu menguasai gejolak nafsunya 
dibanding lelaki muda sehingga Nabi saw. pun membolehkan ia mencium istrinya 
meski sedang berpuasa. 
b. Hadis tentang Amal yang Paling Utama. 
 Pada beberapa kasus, Rasulullah seringkali memberikan jawaban yang 
berbeda-berbeda terhadap satu pertanyaan sebagaimana hadis tentang hukum 
mencium istri. Pada hadis lain, Rasulullah memberikan jawaban kepada penanya 
laki-laki yang berbeda dengan jawaban yang ia berikan pada penanya perempuan. 
Salah satu contohnya adalah saat Rasulullah ditanyai tentang amal apa yang paling 
mulia. Ada dua hadis yang menunjukkan perbedaan jawaban Rasulullah saw. yaitu 
hadis pertama: 
ََع َنََأَِبَُهََََر  يََََرةَََرَِضََيََُللاََََع نَُهَََقََلاَُسَ:َِئََلَ َنلاَِب  َيَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمََأ َيََلا َعََمَِلاََأ َفََضَُلَ؟ََقََلاَ:
َِإََ يٌَناََِبَِللاََََوَرَُس ََِولَِه،َََِق يََلَ َُثَََمََذاََقَ؟اََلاَِجَ:ََهٌَداََِفََسَََِب يَِلََِللا،َََِق يََلَ َُثَََمََذاََقَ؟اََلاََحَ: َجَََم َ بََُر وٌَر.
21َ
Artinya: 
Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Nabi saw. pernah ditanya tentang amal apa 
yang paling utama? Ia pun menjawab: Iman kepada Allah dan RasulNya. 
Ditanya lagi, lalu amal apa? Ia pun menjawab: jihad di jalan Allah. Ditanya 
lagi, lalu amal apa? Ia menjawab: haji mabrur. 
Adapun hadis kedua yang menunjukkan bahwa orang yang bertanya adalah 
kaum perempuan berbunyi: 
ََع َنَََعَِئاَََََّةََُأ َمََ الم  ُ   َؤََِمِنََ  يَََرَِضََيََُللاَََع َ نََهَأَا َ نََهََقَاََلا َتََيَ:ََراَُس َوََلََِللاَََ تََرَِلاَىََهََداََأ َفََضََلَ َلاََعََمَِل َأََفََلَ
ََُنَِهاَُدََقَ؟ََلا:َََلَُك َنََأ َفََضَُلََ اَِلََهَِداَََح َجَََم َ بََُر وٌَر.
22َ
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Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fathul Ba>ri> ‘ala> S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz 3, Bab tentang Kemuliaan 
Haji Mabrur, (Kairo: Da>r al-Ha}di>s|, 1998), h. 465 
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Artinya: 
Dari ‘A<isyah Ummul Mukminin ra. ia berkata: wahai Rasulullah apakah anda 
berpendapat bahwa jihad (berperang) merupakan amal yang paling utama, 
apakah kami juga ikut berperang? Rasulullah menjawab: akan tetapi bagi 
kalian (para perempuan) jihad yang paling utama adalah haji mabrur. 
Penggunaan lafal نكل dengan mendamah huruf kaf menunjukkan bahwa 
audiensi yang dituju adalah sekelompok perempuan (jamak mu’annas|).23 Maksudnya 
bahwa jihad (berperang) merupakan amalan paling utama untuk dilakukan bagi 
kaum laki-laki, sedangkan bagi perempuan haji mabrur adalah lebih utama daripada 
berperang.
24
 Dari kedua hadis tersebut dapat dilihat perbedaan fatwa Rasulullah saw. 
yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi audiensi yang ia hadapi. 
c. Hadis tentang Daging Kurban. 
Fleksibilitas fatwa Rasulullah saw. juga dapat dilihat pada contoh hadis 
berikut: 
ََع َنَََسََلََمََةََ بَِنََلا ََكَوَِعَََقََلاََقَ:ََلاَ َنلا َِبَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمََمَ: َنَََض َحَِمَى َنَُك َمَََفََلَُيَ َصَِبََح َنَ
ََ ب َعََدَََثَِلاََثٍَةََََوَبَِقََيََِفََ بَ ََيِتَِهَََِم نَُهَََش َيٌَء،َََ فََل َمَََك اََناََ اََعلَُماََ اَلم ُ  ََقِبَِلَََقَُلا َوا:َََياَََرَُسََوََلََِللاَََ ن َفََعَُلَََكََمََ فَاََع ََلَنَا
ََعلاََماَََالماَِضََقَ؟ىََلاََُك :َُل َوََوَاَأ َطَِعَُم َوََوَا َداَِخََُر وََفَاَِإ َنََََذِلََكََ اََعلََماََََكََناََِب َنلاَِساَََج َهٌَدَََفَأَََر دَُتََأ َنََُتَِع َ يَُ ن َوَا
َِف َ يََه.ا25 
Artinya: 
Dari Salamah bin al-Akwa’ ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: 
Barangsiapa yang menyembelih hewan kurban di antara kamu maka janganlah 
menyimpannya lewat dari tiga hari
26
 dan menyisakannya sedikit pun di dalam 
rumahnya. Kemudian di tahun berikutnya mereka bertanya: Wahai Rasulullah, 
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Terjadi perbedaan pendapat ulama dalam memberikan harakat pada huruf kaf di lafaz  نكل, 
sebagian memilih baris kasrah, sebagian lagi mendamahnya. Namun pendapat mayoritas 
menyebutkan bahwa ia lebih tepat didamah. Loc. cit. 
24‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit., h. 216. 
25
Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, op. cit., Bab tentang Daging Sembelihan, Hadis ke 5569, h. 31. 
Hadis tersebut terdapat dalam riwayat Muslim dengan redaksi yang berbeda. Lihat Muslim bin H}ajja>j 
al-Naisabu>ri S}ahi>h Muslim, Bab tentang Daging Sembelihan, Hadis ke 1971 (Cet. IV; Kairo: Da>r al-
H}adi>s|, 2001), h. 143. 
26
Tiga hari yang dimaksud adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah yang merupakan hari 
tasyrik. 
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apakah kami harus melakukan apa yang pernah kamu lakukan di tahun 
sebelumnya (yaitu tidak boleh menyimpan daging lebih dari tiga hari). Lalu 
Rasulullah pun menjawab: Makanlah, berilah makan orang lain, dan simpanlah 
dagingmu karena sesungguhnya di tahun itu orang-orang sedang kesusahan 
jadi saya ingin menolong mereka dengan memberikan daging sembelihan itu. 
Hadis tersebut menunjukkan bahwa larangan untuk menyimpan daging 
kurban disebabkan oleh faktor kondisi yang terjadi di Madinah ketika itu yaitu 
pengaruh krisis bahan pangan atau krisis ekonomi. Dalam riwayat lain disebutkan 
bahwa penyebab terjadinya larangan tersebut adalah karena adanya rombongan tamu 
dari luar Madinah yang datang tepat di hari Idul Adha sehingga daging kurban 
tersebut harus dibagikan sebagai bentuk penghormatan terhadap tamu.
27
  
Pada tahun berikutnya, ketika kondisi wilayah Madinah telah normal dan 
stabil, Rasulullah pun kembali membolehkan penyimpanan daging kurban tersebut. 
Larangan yang kemudian berubah menjadi kebolehan merupakan salah satu dalil 
bahwa Rasulullah mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi masyarakatnya 
sebelum mengeluarkan sebuah hukum. Beberapa ulama menjadikan hadis ini sebagai 
dalil penghapusan (nasakh) larangan menyimpan daging kurban, namun mayoritas 
ulama seperti Imam Sya>fi’ dan Imam al-Qurt}ubi> mengemukakan bahwa hadis ini 
menunjukkan hukum yang terikat dengan ‘illat, bukan nasakh. Jadi selama ‘illat itu 
ada, larangan tersebut pun masih tetap berlaku.
28
 
3. Dalil dari Fatwa Sahabat 
Pada masa Sahabat dan pasca wafatnya Rasulullah saw., terjadi beberapa 
masalah yang berbeda dengan masa ketika Rasulullah saw. masih hidup sehingga 
menghasilkan fatwa yang berbeda pula. Perbedaan tersebut adakalanya merupakan 
perbedaan sosial hingga perbedaan dalam aspek ekonomi. Adapun contoh perubahan 
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Yu>suf al-Qarad}a>wi>, ‘Awa>mil al-Si‘ah wa al-Muru>nah fi> al-Syari>‘ah al-Isla>miyah (Kuwait: 
Majlis al-Wat}ani> li al-S|aqa>f>ah wa al-Funu>n wa al-Adab, 2002 ), h. 82. 
28Ibid., h. 83. 
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fatwa tersebut antara lain: 
a. Fatwa Mu’awiyah tentang Nisab Gandum. 
Pada masalah zakat fitrah, sebagaimana yang diketahui bahwa nisab zakat 
fitrah di masa Rasulullah saw. adalah satu s}a’29 baik itu berupa gandum, kurma, 
maupun jenis makanan pokok lainnya. Namun pada masa Mu’awiyah, nisab zakat 
fitrah berubah menjadi setengah s}a’. Keputusan Mu’awiyah mengubah ketentuan 
zakat fitrah tersebut karena ia melihat bahwa setengah s}a’ gandum di zaman mereka 
sama dengan satu s}a’ di zaman Rasulullah saw. Hal ini terjadi karena bahan pangan 
di zaman Rasulullah lebih mudah diperoleh dibanding di zaman mereka. Maka 
orang-orang pun lantas melaksanakan ketetapan tersebut.
30
 
Perubahan ketetapan nisab zakat fitrah tersebut sebagaimana HR Muslim 
berikut: 
ََعَِنَ َباَِنََُعََمََرََُه نَعَُللاََيِضَرََقََلاََ فَ:ََرََضَاَل ن َِبَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمَََصََدََقََةَََََرمََضََناَََعََلَُ لاَى َرَ
ََوََعلا َبَِدَََو َذلاََكَِرَََوَُلا َ نََثََصَىًَعاَِمَا َنَ ََتٍَرََأ َوَََصًَعاَِمَا َنَََشَِعٍَ يََّقَ.ََلا: ََ فََعََدََلَ َنلاَُساََِبَِهََِن َصََفَََصٍَعاَ
َِم َنََُ ب َر.
31 
Artinya: 
Dari Ibnu ‘Umar berkata: Bahwa Nabi saw. telah mewajibkan zakat fitrah bagi 
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Satu S}a’ sama takarannya dengan empat mu>d. Satu mu>d sebanding dengan dua rit}l takaran 
penduduk Irak dan satu sepertiga rit}l menurut takaran penduduk Hijaz. Namun dari segi hukum 
fikihnya, ulama berbeda pendapat tentang takaran pasti satu s}a’ tersebut. Jumhur berpendapat bahwa 
satu s}a’ sama dengan lima sepertiga rit}l ukuran Irak dan satu rit}l menurut mereka sama dengan 
128,575 dirham atau setara dengan 382,5 gram perak. Abu Hanifah berpendapat bahwa satu s}a’ 
sebanding dengan delapan rit}l dan satu rit}l menurutnya sama dengan 130 dirham atau setara dengan 
406,25 gram perak. Baca lebih lanjut Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, al-Mausu>’ah 
al-Fiqhiyyah, Juz 26 (Cet. III; Kuwait: Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman, 1984), h. 305-306. 
Lihat pula ‘Ali Jum’ah, al-Maka>yi>l wa al-Mawa>zi>n al-Syar’iyyah (Kairo: Da>r al-Risa>lah, 2002), h. 22-
23. 
30
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit., h. 217. 
31
Al-Naisabu>ri op. cit., Bab tentang Zakat Fitrah bagi Kaum Muslim dari Kurma dan 
Gandum, Hadis ke 984, h. 65. 
 
 
 
 
67 
 
 
orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, satu s}a’ kurma 
atau satu s}a’ gandum. Ia pun berkata: Maka orang-orang pun lalu menyamakan 
satu s}a’ itu dengan setengah s}a’ gandum mereka. 
b. Fatwa ‘Ali> bin Abi> T}a>lib tentang Hukuman Peminum Khamar. 
Salah satu contoh penerapan kaidah fleksibilitas fatwa pada fatwa Sahabat 
adalah perubahan ketentuan sanksi cambuk peminum khamar. Keharaman khamar 
telah menjadi hukum pasti berdasarkan nas al-Qur’an yaitu pada QS al-Ma>idah/5: 
90-92, namun jenis dan bentuk sanksi yang dijatuhkan untuk peminumnya tidak 
ditentukan. Adapun dalil dari Hadis Rasulullah saw. juga tidak menunjukkan sanksi 
yang pasti untuk peminum khamar. Adakalanya Rasulullah memberikan hukuman 
cambuk 40 kali, adakalanya hukuman hanya berupa takzir
32
 atau pukulan ringan 
(bukan cambuk), bahkan terkadang Rasulullah tidak menjatuhkan hukuman apapun. 
Sebagaimana hadis berikut: 
ََعَِنَ َباَِنََََع بٍَساَََرَِضََيََُللاََََع نَُهَأَ: َنَََرَُس َوََلََِللاَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمَل ََم  ََُ يَََو ق َتََِفََخاَ َمَِرَََح َدَ.ا
ََقََلاَ َباَُنََََعَبٍَساََوَ:ََشَِرََبَََرَُجٌَلَََفََسََكََرََفَ، َناََطََلََقََِبَِهَََلإَ َنلا َِبَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمَََ فََل َمََحَاََذاَى
ََدََراَ َلاَََع بَِساََِا َ نََفََلََتَََفََدََخََلَََعََل َلاَىَََع بَِساَََف َلاََ تََََزمَُهََفَ،ََذََكََرََََذِلََكََِإََل َنلاَ َِبَََص َلَُللاَىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمَ
ََفََضَِحََكَََو ََلَََي َأَُم َرَََِف يَِهََِبَََّ َيٍَء.
33 
Artinya: 
Dari Ibnu ‘Abba>s berkata: Sesungguhnya Nabi saw. menentukan sanksi dalam 
masalah khamar. Ibnu ‘Abba>s berkata: Seorang laki-laki minum khamar lalu ia 
pun mabuk. Maka Ibnu ‘Abba>s membawanya ke hadapan Nabi saw. Tatkala ia 
berada di depan rumahnya ‘Abba>s, ia pun masuk ke rumah itu dan tidak mau 
keluar. Hal itu kemudian diceritakan kepada Nabi saw. maka beliau tertawa 
dan tidak memerintahkan apapun. 
Adapun di zaman Abu Bakar, h}a>d peminum khamar ditetapkan berupa 
dicambuk 40 kali. Dan penentuan sanksi tersebut dilakukan melalui musyawarah 
                                                          
32
Takzir  berbeda dengan h}ad. H}ad merupakan sanksi yang ketetapannya diatur dalam nas, 
sedangkan takzir adalah sanksi yang ketetapannya ditentukan di luar nas. 
33
Abi> Bakar al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, Kitab Minuman, Bab tentang Siapa yang 
didapati berbau khamar atau mabuk, Juz 8 (Cet. III; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 546. 
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bersama para Sahabat.
34
 Perubahan bilangan cambuk tersebut kemudian berubah di 
zaman Umar bin Khattab yaitu bertambah menjadi 80 kali cambukan setelah 
sebelumnya Umar menetapkan hukuman cambuk 40 kali sebagaimana yang 
dilakukan Abu Bakar. 
Perubahan ketetapan tersebut terjadi ketika kasus peminum khamar semakin 
banyak, bahkan dalam salah satu riwayat Abu> Yu>suf diceritakan bahwa seseorang 
telah kedapatan meminum khamar di bulan Ramadan.
35
 Umar kemudian meminta 
pendapat dari para Sahabat tentang masalah tersebut. Ali bin Abi Thalib lantas 
mengemukakan pendapatnya untuk menambah hukuman menjadi 80 kali cambuk 
yang dikiaskan kepada hukuman pelacur. Maka Umar pun menyetujui pendapat 
Ali.
36
 
Adanya perubahan sanksi peminum khamar tersebut dilandaskan pada 
perbedaan kondisi sosial masyarakat yang terjadi di zaman Khalifah Umar. 
Perubahan sanksi dari 40 kali menjadi 80 kali cambuk dilakukan demi menjaga 
kemaslahatan umat untuk mencegah bertambahnya jumlah peminum khamar dan 
terjadinya kemudaratan yang diakibatkan oleh kehilangan akal peminum khamar. 
c. Fatwa ‘Us|ma>n bin ‘Affa>n tentang Unta yang Tersesat. 
Berdasarkan hadis Rasulullah saw., hukum unta yang tersesat atau yang 
kehilangan pemiliknya maka unta tersebut tidak boleh dipelihara oleh orang yang 
menemukannya. Dalam riwayat Bukha>ri> disebutkan bahwa Rasulullah ditanyai 
tentang hukum unta yang kehilangan pemiliknya, maka Rasulullah menjawab: 
                                                          
34
Muh}ammad Balta>ji>, Manhaj ‘Umar bin Khatt}a>b fi> al-Tasyri>’ (Cet. III; Kairo: Da>r al-Sala>m, 
2006), h. 236. 
35
Ibid., h. 240. 
36
Ibid. 
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َ...ََد َعََهََفَاَِإ َنَََمََعََهَِحَاََذََ ئاََهََوَاَِسََقََ ئاََهََتَاََِرُدَََءالماََََوَت َأَُكَُلَ ََّلاََجََرَََحَ تََِّ َََدََهََرَا َ بََه.ا37 
Artinya: 
Biarkan ia karena ia dapat mencari minum dan makanan sendiri sampai 
pemiliknya menemukannya kembali. 
Pada masa ‘Us \ma>n bin ‘Affa>n, hukum unta yang tersesat berubah karena 
kondisi zaman yang berbeda dengan zaman Rasulullah saw. ‘Us \ma>n memfatwakan 
bahwa unta yang kehilangan pemiliknya tersebut wajib diambil dan dipelihara oleh 
orang yang menemukannya karena dikhawatirkan akan dicuri oleh orang-orang yang 
tidak bertanggungjawab jika dibiarkan begitu saja. Keadaan zaman yang semakin 
berkembang menyebabkan terjadinya kerusakan akhlak manusia sehingga hal ini 
menjadi pertimbangan bagi ‘Us\ma>n ketika memfatwakan tentang hukum unta 
tersebut. 
d. Fatwa ‘Umar tentang Sanksi Pencuri. 
Secara jelas nas al-Qur’an menegaskan hukuman bagi pencuri pada QS al-
Ma>idah/5: 38 sebagai berikut: 
   َ   َ   َ   َ  َ َ  َ َ ََ َ َ َ
ََ 
Terjemahnya: 
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan 
keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
38 
Ketetapan tersebut juga telah diterapkan oleh Rasulullah saw., lalu berlanjut hingga 
ke zaman Abu> Bakar dan ‘Umar.  
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengutip riwayat Imam al-Sa’di> yang 
menyebutkan bahwa Umar pernah melarang untuk menjatuhkan hukuman potong 
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 Ibnu H}ajar , op. cit., Kitab tentang Barang Temuan, Hadis ke 2428, h. 103. 
38
Departemen Agama RI, op. cit., h. 165. 
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tangan terhadap seorang pencuri di musim paceklik: 
ََع َنََُعََمََرََُه نَعَُللاََيِضَرَََقََلاََلَ:َُ تَ َقََطَُعََ اََيلَُدَََفََعَ َذٍَقَََوََلََعَََماَََسََنٍَةََُثَ،َََقََلاَ َسلا َعَِدََسَ:يََأ لَُتَ
َأَََحََدََ بََنَََح ََنَبََعَل َنَََهََذ َاَاََلَِد َيَِثَََ فََقََلاََعلاَ: َذ َنلاَ:ق َخََلَُةََعو،ََماَََسََنٍَةلماَ:َََج ََعاَُة...
39 
Artinya: 
Dari Umar berkata: Janganlah kamu memotong tangan (pencuri) yang mencuri 
‘azaq dan yang mencuri di waktu sanat. Kemudian al-Sa’di> berkata: Aku pun 
bertanya kepada Ah}mad bin H}anbal tentang hadis ini. Ia pun menjawab: Azaq 
artinya sandal. Dan sanat artinya paceklik. 
Kondisi masyarakat yang sedang dilanda musim kemarau berkepanjangan 
menjadi salah satu alasan Umar untuk membatalkan hukuman potong tangan 
tersebut. Menurut Ibnu Qayyim, keadaan tersebut merupakan salah satu bentuk 
syubhat yang dapat menghalangi jatuhnya hukuman potong tangan, bahkan syubhat 
ini lebih kuat dibandingkan syubhat-syubhat lainnya.
40
Dalam kaidah fikih 
disebutkan: 
َُلاَُد َوَُدَََت َسَُقَُطََِب ََّلاَُ بََهَِتا.
41 
Artinya: 
Segala bentuk h}ad terhalang pelaksanaannya akibat syubhat. 
Masa paceklik menyebabkan orang-orang kesusahan sehingga banyak orang 
yang sangat membutuhkan makanan dan terpaksa harus mencuri untuk sekedar 
bertahan hidup. Oleh karena itu, keputusan ‘Umar merupakan keputusan yang tidak 
bertentangan dengan nas karena adanya faktor kondisi darurat tersebut sebagaimana 
                                                          
39
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op. cit., Juz 4, h. 350. 
40
Syubhat adalah sesuatu yang diperkirakan telah terjadi atau tidak terjadi melalui dugaan 
semata. Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Asybah wa al-Naz}a>ir, Jilid 1 (Berut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
2001), h. 273. Di antara bentuk-bentuk syubhat yang bisa menghalangi jatuhnya  hukuman potong 
tangan adalah tidak adanya bukti dari si pemilik barang yang dicuri, syubhat pada jenis barang yang 
dicuri misalnya barang yang dicuri adalah sesuatu yang mudah rusak seperti makanan, buah, dan 
sejenisnya, atau syubhat tempat barang itu disimpan seperti terjadinya kecerobohan pemiliknya 
sehingga barang itu tidak terlindungi. Lihat ibid., h. 352. Lihat pula syarat-syarat dijatuhkannya 
hukuman potong tangan di Ibnu Rusyd al-Qurt}ubi>, Bida>yah al-Mujtahid, Juz 2 Kitab tentang 
Pencurian ( Beirut: Da>r al-Fikr: 1990), h. 366-368. 
41
Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 271. 
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Allah memberikan keringanan untuk memakan bangkai pada QS al-An’a>m/6: 119: 
  َََ  َ َ َََ ََ َََ  َ َََ
  َ  َ...َ
Terjemahnya: 
Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang telah 
disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah 
menjelaskan apa-apa yang diharamkanNya atas kamu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. 
e. Fatwa Mu’a>z\ bin Jabal tentang Pembayaran Zakat Fitrah. 
Contoh lain yang menggambarkan bahwa Sahabat Rasulullah saw. telah 
menerapkan kaidah fleksibiltas fatwa adalah fatwa Mu’a>z\ bin Jabal ketika berada di 
Yaman sebagai utusan dari Rasulullah saw. Sebelum berangkat ke Yaman, 
Rasulullah berpesan kepadanya dengan menetapkan bahwa zakat biji-bijian dibayar 
dengan biji-bijian, zakat kambing dibayar dengan kambing, zakat unta dibayar 
dengan unta, dan seterusnya. Namun Mu’a>z\ menangkap tujuan dari hadis Rasulullah 
tersebut bahwa pembayaran zakat harus berdasarkan pada prinsip keringanan dan 
kemudahan bagi manusia.
42
 
Maka ketika Mu’a>z \ mendapati bahwa yang paling ringan bagi penduduk 
Yaman adalah membayar zakat dengan nilainya, ia pun memfatwakan kebolehan 
pembayaran zakat dengan baju gamis, pakaian (yaitu pakaian yang dibuat sendiri 
oleh mereka), yang harga atau nilainya sebanding dengan zakat gandum. Keputusan 
Mu’a>z\ tersebut memudahkan bagi penduduk Yaman yang ingin membayar zakat dan 
memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat di luar Yaman yang lebih 
membutuhkan pakaian dengan dibagikannya sebagian hasil zakat tersebut ke orang-
orang yang hijrah ke Madinah.
43
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Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Taysi>r, h. 107. 
43
Ibid. 
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Kewajiban zakat fitrah yang ditetapkan nas bersifat qat}’i>, namun cara 
pembayarannya menjadi ranah ijtihad ulama sebagaimana yang dilakukan oleh 
Rasulullah saw. dengan tidak membatasi zakat fitrah pada jenis tumbuhan gandum 
saja, tetapi membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang sesuai 
dengan tradisi di masyarakat tersebut.
44
 Hal inilah yang kemudian menjadi hujjah 
bagi Mu’a>z\ dalam memfatwakan kebolehan membayar zakat dengan sesuatu yang 
sama nilainya dengan obyek zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. 
Apa yang dilakukan oleh Mu’a>z \ sebagai seorang mujtahid merupakan salah 
satu bentuk penerapan kaidah fleksibilitas fatwa yang menunjukkan bahwa fatwa 
dapat berubah sesuai dengan perbedaan tradisi atau kebiasaan yang berlaku di 
masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Qara>fi> mengatakan: 
ََب َلَََوََلَُيَ ََََّ تََرَُطَََ تََغ َ يَُرَ َلاََعََداَِةََبَ، َلَََل َوََََخَر َجََن ََنَاَُنََِم َنََََذِلََكَ َلاََ بََلَِدََِإََلََ بَََلٍَدَََخآََرَََعََوَِئاَُدَُه َمَََعََلَى
َِخََلَِفَََعََداَِةََ اََ بلََلَِدَ َلاَِذ ََيََُك َنا ََِف يَِهََأ َ فََ ت َ يََنَُها َمََِبََعََداَِةَََ بََلَِدَِه َمَََو ََلَََ ن ََعَت َِبَََعََداََةََ اََ بلََلَِدَ َلاَِذ ََيََُك َنَِفَا َيَِه.
45 
Artinya: 
Tidak mesti harus mengubah suatu tradisi, akan tetapi jika kita keluar dari 
sebuah kampung ke kampung lain yang tradisinya berbeda dengan kampung 
yang pernah kita tempati, maka berfatwalah sesuai dengan tradisi yang ada di 
kampung mereka dan bukan berdasarkan tradisi kampung yang sebelumnya 
kita tempati. 
f. Fatwa Ibnu ‘Abba>s tentang Taubat Pembunuh. 
Yu>suf al-Qarad}a>wi> mengemukakan bahwa perbedaan kondisi orang yang 
meminta fatwa dapat menghasilkan fatwa yang berbeda pula. Salah satu contohnya 
dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Ibnu ‘Abba>s dimintai fatwanya tentang 
taubat seorang pembunuh. Pada fatwa-fatwa sebelumnya, Ibnu ‘Abba>s mengatakan 
bahwa orang yang membunuh sesamanya orang mukmin, maka diterima taubatnya. 
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Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, op. cit., Juz 4, h. 353. 
45
Syiha>b al-Di>n al-Qara>fi>, op. cit., h. 219. 
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Namun, tatkala ia mendapati seorang mustafti> yang wajahnya dipenuhi oleh 
kebencian dan rasa dendam, maka Ibnu ‘Abbas pun memberikannya fatwa bahwa 
pembunuh tidak akan diterima taubatnya.
46
 
Perbedaan fatwa tersebut dilakukan oleh Ibnu ‘Abba>s dengan 
mempertimbangkan kebaikan pada mustafti> agar ia tidak terjerumus kepada 
perbuatan yang dilarang oleh Allah disebabkan kebencian yang ada dalam dirinya. 
Selain itu, dengan adanya fatwa tidak diterimanya taubat pembunuh, maka Ibnu 
‘Abba>s telah mencegah terjadinya keburukan yang lebih besar yaitu pertumpahan 
darah. 
C. Faktor Pendorong Fleksibilitas Fatwa 
Para ulama kontemporer memiliki penjabaran yang berbeda-beda tentang 
faktor-faktor pendorong fleksibilitas fatwa. Namun secara umum, mereka 
menyepakati bahwa fatwa bisa mengalami perubahan dan perbedaan dengan fatwa 
sebelumnya disebabkan oleh adanya perkembangan zaman dan perubahan atau 
perbedaan tradisi dalam masyarakat.  
1.   Perkembangan Zaman 
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m berpendapat bahwa salah satu faktor yang 
menyebabkan terjadinya perubahan fatwa adalah perkembangan zaman (tat}awwur 
al-zama>n). Hal ini dapat dilihat dari beberapa produk fatwa ulama dalam masalah 
penetapan upah buruh, sanksi penjara, pemilihan kepala negara, dan sejenisnya yang 
perubahannya mengikuti perkembangan zaman.
47
 
Ulama modern lain yang menyebutkan bahwa fleksibilitas fatwa disebabkan 
                                                          
46
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi> Syaibah yang dikutip oleh Yu>suf al-Qarad}a>wi> dalam 
‘Awa>mil al-Si>’ah wa al-Muru>nah, h. 108. 
47
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit., h. 199. 
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oleh perkembangan zaman adalah Wahbah al-Zuh}aili>. Al-Zuh{aili> menyebutkan 
bahwa perkembangan zaman tersebut dapat dilihat dari dua hal yaitu terjadinya 
dekadensi moral (fasa>d al-akhla>q) dan perubahan sistem atau fasilitas dalam 
masyarakat (tat}awwur al-tanz}i>ma>t wa al-wasa>’il).48 
Salah satu contoh fleksibilitas fatwa yang disebabkan oleh adanya faktor 
dekadensi moral adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Must}afa> al-Zarqa>’ tentang 
penetapan upah bagi guru mengaji dan imam masjid. Beberapa fatwa-fatwa klasik 
menyebutkan bahwa guru mengaji, imam masjid, dan khatib Jumat merupakan 
kewajiban agamawi bagi tiap individu muslim yang sanggup melakukannya tanpa 
harus diberikan upah.
49
 Namun, seiring perkembangan zaman, motivasi spiritual 
perlahan mulai terkikis sehingga dikhawatirkan berkurangnya orang-orang yang mau 
mengajarkan agama. Oleh karena itu, beberapa ulama modern pun berpendapat 
bahwa penetapan upah bagi guru mengaji, imam dan khatib, adalah sesuatu yang 
dibolehkan demi mendorong penyebaran syiar agama dan memotivasi orang-orang 
untuk menjalankan kewajiban tersebut.
50
 
Perkembangan zaman yang begitu pesat dan maju juga menyebabkan 
terjadinya perubahan sistem atau tatanan masyarakat dan perkembangan fasilitas 
ilmu dan sains. Faktor tersebut mendorong terjadinya perubahan fatwa. Contohnya 
larangan Rasulullah saw. kepada para Sahabat untuk menulis hadis di masa 
permulaan dakwah Islam karena dikhawatirkan terjadinya campur-aduk antara hadis 
tersebut dengan al-Qur’an. Setelah Rasulullah melihat bahwa hapalan para Sahabat 
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sudah kuat, maka Rasulullah pun membolehkan mereka menulis hadis. 
Perkembangan penulisan hadis kemudian mencapai puncaknya di zaman ‘Umar bin 
‘Abdul ‘Azi>z yang memerintahkan kodifikasi hadis.51 Kodifikasi hadis yang 
dilakukan oleh Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azi>z tersebut juga berdasarkan pada 
pertimbangan kemajuan fasilitas di zamannya seperti kemajuan kualitas kertas, 
tinta, dan percetakan yang sangat jauh berbeda di zaman Rasulullah saw. Selain itu, 
perkembangan zaman menyebabkan para penghapal hadis semakin berkurang. 
Yu>suf al-Qarad}a>wi> mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab 
terjadinya perubahan fatwa adalah kemajuan sains dan teknologi yang sebelumnya 
tidak didapati di zaman klasik. Al-Qarad}a>wi> bahkan menyatakan jika kemajuan 
fasilitas ilmu pengetahuan seperti yang ditemui sekarang telah ada sejak zaman 
dahulu, maka pastilah para ulama klasik akan berfatwa seperti fatwa ulama-ulama 
kontemporer.
52
 
Contoh dampak kemajuan sains dan teknologi dapat dilihat dari 
perkembangan pesat alat-alat kedokteran. Pada zaman klasik, masalah batas 
maksimal masa hamil merupakan masalah fikih yang diperdebatkan oleh para ulama. 
Sebagian ulama berpendapat bahwa maksimal masa hamil adalah dua tahun, 
sebagian lagi mengatakan empat tahun, sebagian lagi mengatakan tujuh tahun, dan 
seterusnya.
53
 Perbedaan fatwa tersebut disebabkan belum tersedianya alat 
kedokteran yang canggih yang dapat mendeteksi kehamilan. Para ulama di zaman 
klasik hanya melandaskan pendapatnya pada peristiwa atau pengalaman para ibu di 
zamannya sehingga pendapat tersebut tidak bisa dibuktikan secara medis. 
                                                          
51
Wahbah al-Zuh}aili>, op. cit., h. 40. 
52
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Taysi>r, h. 102. 
53
Ibid. 
 
 
 
76 
 
 
Pada zaman sekarang, masa kehamilan sudah dapat dideteksi dengan adanya 
teknologi USG (ultarasonografi)
54
. Kecanggihan alat medis ini bahkan mampu 
mendeteksi antara kehamilan semu
55
 dengan kehamilan yang sesungguhnya sehingga 
masa kehamilan pun dapat ditentukan secara akurat.  
2.   Perubahan Tradisi  
Menurut Usa>mah ‘Umar Sulaima>n al-Asyqa>r, fatwa yang dibangun di atas 
pertimbangan terhadap tradisi masyarakat akan senantiasa berubah jika tradisi yang 
menjadi landasannya juga berubah. Faktor tradisi sebagai pendorong fleksibilitas 
fatwa tercermin pada beberapa kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan ulama di 
antaranya: al-‘a>da>tu muh}akkamah (tradisi bisa menjadi dasar hukum), al-s|a>bit bi al-
‘urf s|a>bit bi dali>l syar’i> (sesuatu yang ditetapkan berdasarkan tradisi sama dengan 
sesuatu yang ditetapkan oleh dalil syariat), al-s|a>bit bi al-‘urf ka al-s|a>bit bi al-na>s} 
(sesuatu yang ditetapkan oleh tradisi sama dengan sesuatu yang ditetapkan oleh dalil 
nas).
56
 
Dalam istilah fikih, ada dua term yang sama-sama bermakna tradisi yaitu  
‘urf  dan ‘a>dat. Beberapa ulama menegaskan bahwa ‘a>dat dapat menjadi ‘urf jika 
tradisi tersebut telah diterapkan di masyarakat luas atau mayoritas penduduk. 
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Namun, jika tradisi tersebut merupakan sesuatu yang alami (t}abi>’i>) dan bukan 
merupakan hasil dari pemikiran dan pengalaman, maka hal itu disebut ‘a>dat 
meskipun telah dilakukan oleh orang banyak. Jadi, perbedaan cepat atau lambatnya 
usia balig seseorang yang dipengaruhi oleh iklim negaranya merupakan ‘a>dat, 
sedangkan penentuan ukuran barang jualan dengan takaran, timbangan, atau 
hitungan merupakan ‘urf.57 Dua contoh kebiasaan tersebut memberikan pengaruh 
terhadap keputusan hukum atau fatwa. 
Menurut ‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, faktor perubahan tradisi dapat 
menyebabkan perubahan fatwa dengan syarat bahwa tradisi tersebut merupakan 
tradisi yang dibolehkan oleh agama atau tradisi yang tergolong ma> sakata ‘anhu al-
syari’ yaitu masalah yang tidak didapati dalil kebolehan maupun keharamannya 
selama didasarkan pada maslahat.
58
 Adapun tradisi yang sudah pasti keharamannya, 
maka tidak boleh dijadikan dalil fleksibilitas fatwa. 
Terjadinya perubahan tradisi didorong oleh adanya perbedaan wilayah dan 
lingkungan. Imam Syafi’ misalnya, ketika berkunjung dan menetap di Mesir, ia pun 
merevisi beberapa pendapatnya yang sebelumnya ditetapkan di Irak. Munculnya dua 
qaul Imam Syafi’ merupakan dampak dari adanya perbedaan tradisi yang ia temukan 
di Mesir dengan di Irak.
59
 
D. Syarat Perubahan Fatwa 
Para ulama tidak berbeda pendapat tentang pentingnya berijtihad dan 
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menganalisa hukum-hukum fikih dalam menyelesaikan berbagai problematika 
kekinian. Untuk menjawab tantangan modern, fukaha telah menetapkan kaidah 
fleksibilitas fatwa agar hukum fikih senantiasa bersifat dinamis seiring 
perkembangan zaman. Para ulama pun sepakat bahwa Syariat Islam terdiri dari 
prinsip-prinsip ajaran yang s|a>bit (konsisten) dan prinsip-prinsip ajaran yang 
mutagayyira>t (fleksibel).60 Namun, apabila fleksibilitas tersebut tidak dibatasi, maka 
akan terjadi liberalisasi hukum yang akan membawa umat kepada penyimpangan-
penyimpangan nas dan eksistensi hukum Islam akan dipermainkan oleh segolongan 
kelompok tertentu. Spirit dan fitrah Islam akan hilang jika semua perubahan realitas 
dijadikan penentu perubahan ijtihad hukum. 
Oleh karena itu, tidak semua bentuk perubahan waktu, tempat, kondisi, dan 
tradisi dapat dijadikan dalil untuk mengubah suatu fatwa. Fukaha telah menetapkan 
syarat-syarat atau batasan-batasan terhadap perubahan realitas yang bisa dijadikan 
landasan perubahan fatwa. Menurut ‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, ada empat 
syarat yang harus diperhatikan oleh para mujtahid atau ahli fatwa
61
 yaitu: 
1. Perubahan tidak bertentangan dengan nas. 
Jika perubahan tersebut bertentangan dengan nas, maka perubahan fatwa 
tidak boleh dilakukan dan harus dibatalkan karena perubahan yang bertentangan 
dengan Syari’at adalah pertentangan yang qat}’i>. Meskipun perubahan kondisi 
tersebut diakui atau dilakukan oleh orang banyak, tetapi Syari’atlah yang menjadi 
penentu realitas yang akan diakui dalam perubahan fatwa, bukan sebagai objek yang 
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ditentukan.
62
 
Allah menegaskan tentang otoritas nas dalam QS al-Ma>’idah/5: 49: 
                      
                              
            
Terjemahnya: 
Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 
kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling, sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah 
kepada mereka disebabkan oleh dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya 
kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
63
 
Adapun beberapa contoh bentuk perubahan realitas dalam masyarakat yang 
bertentangan dengan nas: 
a. Kebiasaan berpesta minuman keras; yaitu bertentangan dengan firman Allah 
dalam QS al-Ma>’idah/5: 90: 
                          
           
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, 
dan berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan 
keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah agar kamu mendapatkan 
keberuntungan.
64
 
b. Tradisi berjudi sebelum melangsungkan upacara pernikahan; bertentangan dengan 
ayat yang tersebut sebelumnya (al-Ma>’idah ayat 90). 
c. Kebiasaan berpakaian sutra dan memakai emas bagi lelaki; bertentangan dengan 
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HR al-Bukha>ri> berikut:  
ََع َنََأَِبَُحَََذ َ يََفََةَََرَِضََيََُللاََََع نَُهَََقََلاََ نَ :ََهََنا َنلاَ ا َِبَََص َلَُللاَ ىَََعَََل يَِهَََوََس َلََمََِفَِنآَََيَِةَ َذلاََهَِبَ
ََو َلاَِف َضَِةَََو َنأَََن َأَُكََلََِف َ يََهََوَاََع َنََََل بَِسَََ لاََِر يَِرَََو َدلا َ يََبَِجاَََو َنأَ ََنَِلََسَََعَََل يَِه.
65 
Artinya: 
Dari Abi> H}uzaifah ra. berkata: Nabi saw. telah melarang kami untuk 
memakai bejana emas dan perak dan makan dengan piring emas dan perak 
dan memakai sutra 
d. Tradisi memberi sesajen di tempat-tempat yang dikeramatkan; bertentangan 
dengan QS al-An’a>m/6: 136: 
                     
                       
                  
Terjemahnya: 
Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak 
mereka, lalu mereka berkata: ‚Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala 
kami.‛ Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak 
sampai kepada Allah, dan saji-sajian yang diperuntukkan untuk Allah itu 
sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. 
2. Perubahan kondisi yang ada bersifat mayor atau dominan. 
Para  mujtahid menetapkan bahwa tradisi atau adat yang berubah-ubah di 
masyarakat bisa mempengaruhi perubahan fatwa. Namun, fukaha telah memberikan 
kriteria terhadap tradisi yang dapat menyebabkan perubahan fatwa.  Menurut 
Mus}t}afa> al-Zarqa>’, tradisi haruslah bersifat dominan artinya tradisi tersebut dipakai 
oleh masyarakat secara konsisten dalam semua peristiwa atau mayoritas peristiwa. 
Contohnya tradisi pembagian mahar ke dalam dua jenis yaitu tunai atau cicil 
merupakan tradisi yang diaplikasikan dalam semua peristiwa pernikahan.
66
 
Tradisi yang bersifat dominan atau mayor bukan berarti bahwa tradisi 
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tersebut merupakan tradisi umum yang berlaku di semua negara. Karena tradisi yang 
dominan di satu atau dua negara, tidak mesti berlaku di negara-negara lain.
67
 Oleh 
karena itu, tradisi khusus yang hanya berlaku di suatu negara sudah dapat memenuhi 
syarat sebagai tradisi yang dapat mempengaruhi hukum jika mayoritas penduduknya 
mempraktikkan dan mengenal tradisi tersebut.  
Contohnya sistem pembayaran media transportasi di Indonesia pada 
umumnya dilakukan setelah penumpang turun dari angkutan umum, namun di 
beberapa negara Eropa, sistem pembayaran dilakukan saat penumpang pertama kali 
naik atau sebelum masuk ke dalam angkutan tersebut. Apabila terjadi sengketa 
antara penumpang dengan sopir bis, maka hukum yang berlaku disesuaikan dengan 
tradisi yang ada di negara tersebut. 
3. Perubahan tersebut bersifat asasi atau fundamental. 
Maksud dari syarat ini menurut ‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m adalah: 
َََوَيَُك َوَُنَ َ تلا ََغِي َ يَُرََِج َذََِر ياََِإََذََ تَ اََع َلََقَََِبََصَِلاَِحَ َنلاَِساَ َضلاََُر َوَِر يَِةََأَِوَََ لاَِجا َيَِةََفَ،َِفَُ لاَي َوََل ََ َََت َلَََحََيَُةاَ
 َنلاَُساََََوِنََظَُماَُه َمََِبََف َقَِدََهََوَ اََعََدَِمَََُمَرََعااََِتََوَ ،اَِف َثلاََِناََيَِةََُ ي َلََحَُقََِب َنلاَِساََََحَرٌَجَََوََمَََّ َقٌَةََِفَ
ََمََعَِشاَِه َم...
68 
Artinya: 
Perubahan bersifat fundamental apabila berkaitan dengan  kemaslahatan 
manusia baik yang d}aru>riyah maupun yang h}a>jiyah. Pada kondisi yang pertama 
(d}aru>riyah), kehidupan dan sistem manusia akan timpang jika kondisi ini tidak 
diperhatikan. Pada kondisi kedua (h}a>jiyah), manusia akan tertimpa kesulitan 
dan kesukaran dalam hidup mereka jika kondisi ini diabaikan. 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan fatwa yang 
mengikuti perubahan realitas hendaklah dibangun di atas kemaslahatan. 
Kemaslahatan terbagi ke dalam tiga tingkatan yaitu d}aru>riyah, h}a>jiyah, dan 
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tah}si>niyah.69 Namun hanya kemaslahatan tingkat d}aru>riyah dan ha>jiyah yang 
menjadi pertimbangan dalam perubahan fatwa karena keduanya merupakan jenis 
kemaslahatan yang asasi. 
Contohnya adalah fatwa fukaha tentang kebolehan melihat aurat pasien 
perempuan bagi seorang dokter yang ingin mengobati atau mengidentifikasi 
penyakitnya.
70
 Melihat aurat lawan jenis pada dasarnya merupakan sesuatu yang 
dilarang oleh agama. Namun, dalam kondisi tertentu hal tersebut dibolehkan demi 
menjaga kemaslahatan manusia. Jika seorang dokter tidak boleh melihat bagian 
tubuh yang harus diperiksanya maka akan terjadi kesukaran dalam mendiagnosa 
penyakit pasien sehingga bisa menyebabkan terancamnya nyawa pasien tersebut. 
4. Perubahan tersebut sifatnya meyakinkan. 
Perubahan hukum fikih yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf didasarkan 
pada penelitian dan analisa mereka terhadap perubahan kondisi yang terjadi di dalam 
kehidupan manusia. Penelitian tersebut mereka lakukan agar perubahan kondisi 
tersebut meyakinkan untuk dipertimbangkan dalam perubahan hukum, karena 
perubahan yang meragukan atau menyesatkan tidak dapat diakui dalam Syari’at.  
Namun seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi pun semakin pesat. Beberapa produk sains dan teknologi pun dapat 
                                                          
69
D}aru>riyah artinya sesuatu yang harus ada dalam menegakkan kemaslahatan agama dan 
dunia, apabila ia hilang maka kemaslahatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara konsisten maka 
akan terjadi kerusakan dan ketidakstabilan dalam hidup manusia. Tingkatan kemaslahatan ini terbagi 
ke dalam lima bentuk yaitu: pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Contohnya 
kemaslahatan larangan minum khamar adalah untuk memelihara akal. H}a>jiyah artinya kemaslahatan 
yang dilakukan untuk memberi kemudahan dan mencegah kesulitan dan kesukaran yang akan 
menyebabkan terabaikannya tujuan yang ingin dicapai. Contohnya kebolehan menjamak salat bagi 
yang sedang sakit. Tah}si>niyah adalah bentuk-bentuk kemaslahatan yang terkait dengan estetika dan 
etika. Contohnya berpakaian rapi dan menutup aurat sewaktu salat. Lihat Abu> Ish}a>q al-Syat}i>bi>, al-
Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>’ah, Juz 2 (Beirut: da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 7-9. 
70
‘Abdul ‘Azi>z Muh}ammad ‘Azza>m, op. cit. h. 225. 
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digunakan untuk menguji kondisi sosial. Bahkan, pendapat-pendapat ulama 
terdahulu dapat dikoreksi kembali melalui berbagai fasilitas tersebut. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Yu>suf al-Qarad}a>wi> mengemukakan bahwa 
alat-alat kedokteran, kimia, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai media untuk 
meyakinkan sebuah hukum. Contohnya dalam menguji dalil: ‚setiap yang 
memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram‛, maka 
melalui media sains ditemukan bahwa kandungan alkohol yang terdapat dalam 
khamar juga ditemukan dalam kurma basah, apel, bawang putih, dan buahan 
lainnya.
71
 
Dari pembuktian sains tersebut dapat dihasilkan fatwa yang menyebutkan 
bahwa buah-buahan selain anggur dapat dikategorikan sebagai khamar yang 
diharamkan jika mengandung kadar alkohol yang sampai pada level memabukkan. 
Fatwa ini juga mengubah fatwa segelintir ulama klasik yang berpendapat bahwa 
khamar hanya terdapat dalam anggur.
72
 Perubahan fatwa ini merupakan perubahan 
yang sifatnya meyakinkan karena telah diuji dengan sains. 
Oleh karena itu, adanya alat-alat sains dan teknologi dapat membantu 
seorang mufti dalam memahami peristiwa-peristiwa aktual hingga peristiwa yang 
sangat rumit yaitu masalah-masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
belum ada pendapat ulama salaf tentang itu untuk meyakinkan hukumnya. Musfir> al-
Qaht}a>ni> mengatakan: 
ََبَِهَلََيَََقََضََياَُمَا َسََتَِج َدٌَةََ يَ، َغَِلَُبَََعََلَُمَى َعََظَِمََهََطَاَِباَُعَ َلاََع َصَِرَََ لاَِد َيَِثَ َلاَُمََتََم َيَِزََِب َباَِتََكَِراََُحَُل َوٍَلَ
َِع َلَِم َيٍَةََِلَُم َََِّكََلٍَتََُمََ تََ ن َوََعٍَةَََقَِدََ يٍَةَََوََحَِد َ يََثٍَةَََو َساَِت َحََدَِثاَََوََسَِئاََلَََجَِد َيََدٍَةَ ََلَََتَُك َنَ َََُطَُرَََِبَبَِلاَ
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Yu>suf al-Qarad}a>wi>, al-Ijtiha>d fi al-Syari>’ah al-Isla>miyah (Kuwait: Da>r al-Qalam, 1996), h. 
123. 
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Ibid. 
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 َلاََبََََِّرَََ ي َوًَمَِمَاََنَ َدلا َهَِر.
73َ
Artinya: 
Dan masalah-masalah baru yang mayoritas penerapannya bercorak modern itu 
memerlukan analisa ilmiah dan penggunaan media-media baru yang belum 
pernah terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya. 
E. Hikmah Adanya Fleksibilitas Fatwa 
Ada beberapa hikmah di balik adanya fleksibilitas fatwa dalam hukum Islam, 
di antaranya: 
1. Fleksibilitas fatwa merupakan bagian dari terbukanya pintu ijtihad yang 
menjadi salah satu keindahan Syariat Islam. Adanya fleksibilitas fatwa 
menunjukkan bahwa Islam agama yang dinamis, sehingga tidak 
menyebabkan kesukaran bagi umatnya dalam menjalankan agamanya. 
2. Fleksibilitas fatwa mengisyaratkan bahwa Islam senantiasa memiliki solusi 
dari setiap problematika yang terjadi di masyarakat tanpa mengecualikan 
perubahan kondisi tempat dan waktu serta adat kebiasaan. Hal ini akan 
melahirkan optimisme berkembangnya ajaran Islam di muka bumi. 
3. Perbedaan ijtihad yang melahirkan perubahan fatwa merupakan sesuatu yang 
tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Jika fleksibilitas tersebut 
diingkari, maka secara tidak langsung mengingkari fitrah manusia. Adanya 
perubahan ijtihad bukan berarti mencerminkan kelemahan bagi para mujtahid 
selama ijtihad yang dihasilkannya tidak berpijak pada hawa nafsu.
74
  
4. Fatwa yang senantiasa beradaptasi dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, 
adat, maupun niat akan memberikan maslahat kepada umat Islam sehingga 
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Musfi>r bin ‘A<li> bin Muh}ammad al-Qaht}a>ni>, ‚Manhaj Istikhra>j al-Ah}ka>m al-Fiqhiyyah li al-
Nawa>zil al-Mu’a>s}arah‛, Juz 1 (Disertasi Doktor, Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah, Universitas 
Umm al-Qura>, Arab Saudi, 2000), h. 341.  
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 ‘A<mir bin ‘I<sa>, Daur al-Ijtih}a>d fi> Tagayyur al-Fatwa> (t. t.: t. p., t. th.), h. 28. 
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terwujudlah Islam sebagai rahmat bagi semesta. Hal tersebut sesuai dengan 
misi diutusnya para Rasul ke muka bumi untuk menyebarkan dakwah Islam 
di belahan bumi manapun. 
5. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keseimbangan antara hak 
dan kewajiban, duniawi dan ukhrawi, materil dan spritual, teks dan konteks, 
serta maslahat dan mafsadat. Prinsip keseimbangan tersebut dapat dilihat 
dalam fatwa-fatwa para ulama.
75
 
6. Fleksibilitas fatwa akan mencegah terjadinya kejumudan berpikir atau 
berijtihad sehingga akan menghasilkan berbagai produk-produk fikih yang 
dinamis dan kontemporer. 
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Yu>suf al-Qarad}a>wi>, ‘Awa>mil al-Si‘ah wa al-Muru>nah, h. 13. 
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BAB IV 
PENERAPAN KAIDAH FLEKSIBILITAS FATWA  
ULAMA-ULAMA KONTEMPORER 
 
A. Manhaj Ulama dalam Menerapkan Kaidah Fleksibilitas Fatwa 
Pada awal abad 19, reformasi Islam bukan hanya mendorong munculnya 
banyak gerakan pembaruan, tetapi juga mencetak sosok ulama-ulama modern. 
Menurut Yu>suf al-Qarad}a>wi>, di antara ulama-ulama yang telah memiliki buku fatwa 
dan dikategorikan sebagai ulama kontemporer di antaranya: Muh}ammad ‘Ali>sy yang 
merupakan mufti mazhab Malikiyah, Ra>syid Rid}a> yang fatwanya tersusun dalam 
majalah al-Mana>r, dan Mah}mu>d Syaltu>t yang juga mantan rektor Universitas al-
Azhar Mesir. Tiga ulama kontemporer tersebut selain mengumpulkan fatwanya 
dalam satu kitab, mereka juga memiliki manhaj fatwanya masing-masing.1 
Beberapa manhaj fatwa ulama-ulama modern bukanlah merupakan 
metodologi yang sama sekali baru, namun hal tersebut diilhami dari metodologi 
ulama-ulama klasik. Manhaj fatwa tersebut adalah perpanjangan atau 
penyempurnaan dari metodologi fatwa yang telah ditetapkan ulama-ulama salaf. 
Meskipun problematika yang terjadi di masyarakat modern lebih kompleks dan tidak 
jarang menjadi masalah baru dalam syariat, namun manhaj fatwa ulama-ulama 
kontemporer tidak jauh berbeda dengan manhaj ijtihad ulama-ulama sebelumnya.2  
Secara teknis, ada empat langkah yang harus ditempuh oleh seorang mufti 
                                                          
1
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, al-Fatwa> baina al-Ind}iba>t} wa al-Tasayyub (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-
Isla>mi>, 1995), h. 12. 
2
Musfi>r bin ‘A<li> bin Muh}ammad al-Qah}t}a>ni>, ‚Manhaj Istikhra>j al-Ah}ka>m al-Fiqhiyyah li al-
Nawa>zil al-Mu’a>s}arah‛, Juz 1 (Disertasi Doktor, Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah, Universitas 
Umm al-Qura>, Arab Saudi, 2000), h. 308. 
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sebelum memberikan fatwanya yaitu meneliti hukum atas masalah yang dimaksud, 
menelusuri dalilnya dan wajh al-dala>lah, dan memperhatikan fatwa-fatwa yang 
pernah ada sebelumnya.
3
 Dari beberapa langkah praktis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa seorang mufti hendaklah tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa 
sebelum mengetahui secara komprehensif masalah yang diajukan kepadanya. 
Pada dasarnya, tidak semua manhaj  fatwa ulama bisa digunakan dalam 
menerapkan kaidah fleksibilitas. Sebagaimana penjelasan terdahulu, kaidah 
fleksibilitas fatwa menuntut para ulama untuk menyeimbangkan antara analisa 
terhdap teks dengan analisa terhadap realitas. Secara teknis, terkadang ada ulama 
yang terlalu longgar dalam menganalisa wajh al-dala>lah dan terkadang pula terlalu 
ketat. 
Secara umum, manhaj fatwa ulama kontemporer terbagi ke dalam tiga jenis 
yaitu: manhaj al-tad}yi>q wa al-tasydi>d (metode berfatwa ulama garis keras), al-
manhaj al-muba>lagah fi al-tasa>hul (metode fatwa ulama liberal), dan al-manhaj al-
wasat}i> al-mu’tadil (metode fatwa ulama moderat).4 Adapun penjelasan masing-
masing manhaj tersebut sebagai berikut: 
1.   Manhaj al-Tad}yi>q wa al-Tasydi>d 
Adapun ciri-ciri manhaj tersebut antara lain: 
a. Fanatik terhadap mazhab atau pendapat atau golongan ulama tertentu. Fanatisme 
tersebut menyebabkan fatwa yang dihasilkannya cenderung kaku karena hanya 
mengacu pada satu mazhab. Hal ini menyebabkan fatwa hanya mampu 
diaplikasikan dan diterima oleh masyarakat tertentu sehingga menyulitkan bagi 
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Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin 
University Press, 2011), h. 100. 
4
Musfi>r bin ‘A<li> bin Muh}ammad al-Qah}t}a>ni, loc. cit. 
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umat Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang tidak diwajibkan 
untuk terikat dalam mazhab tertentu, akan tetapi ia wajib memilih mazhab yang 
paling ra>jih} (terkuat).5 
b. Sangat tekstual dalam memahami nas. Beberapa ulama menyebut golongan yang 
menggunakan manhaj ini sebagai Neozahiriyah. Salah satu dampak yang 
akibatkan manhaj ini adalah munculnya fatwa-fatwa yang tidak sejalan dengan 
maqa>s}id al-syari>’ah.6 
‘Usa>mah al-Asyqar memberikan gambaran lebih jauh tentang penerapan 
manhaj ini pada sebagian fatwa-fatwa ulama modern. Menurutnya, masih ada 
sekelompok ulama yang menolak fleksibilitas dan pembaruan dalam bentuk apapun 
sehingga mereka menyamakan konteks zaman dahulu dengan zaman sekarang. Tidak 
heran jika menurut kelompok ini segala hal yang dikerjakan oleh perempuan di luar 
rumahnya adalah haram, segala bentuk perdagangan saham adalah haram, internet 
haram, dan sejenisnya yang menyebabkan kesempitan dalam kehidupan manusia.
7
 
Lebih lanjut ia mengkritik fatwa ulama-ulama dari Majelis Fatwa Arab Saudi 
yang dianggapnya menggunakan manhaj al-Tad}yi>q ini seperti dalam masalah puasa 
bagi muslim di negara-negara Eropa yang pada musim tertentu waktu siangnya 
menjadi lebih panjang. Salah satu ulama Saudi tersebut adalah Muh}ammad bin 
‘Us \aimi>n yang berfatwa bahwa meskipun waktu siang menjadi lebih panjang 
daripada waktu malam, namun seorang muslim tetap wajib berpuasa hingga 
                                                          
5
Ah}mad bin H}amda>n al-H}arra>ni>, S}ifat al-Fatwa> wa al-Mufti> wa al-Mustafti> (Damaskus: al-
Maktab al-Isla>mi>, 1380 H.), h. 72. 
6
Musfir al-Qah}t}a>ni>, op. cit., h. 309. 
7
Usa>mah ‘Umar Sulaima>n, Manhaj al-Ifta>’ ‘inda Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah (Yordania: 
Da>r al-Nafa>’is, 2004), h. 310. 
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matahari terbenam.
8
  
Tentu fatwa ini memberatkan terutama umat Islam yang berada di negara-
negara bagian Eropa seperti Norwegia dan Switzerland yang panjang siangnya bisa 
mencapai lebih dari 20 jam pada musim panas. Di negara tersebut, matahari terbit 
pada pukul 03. 45 dan baru terbenam pada pukul 23.00 waktu setempat. Jika hal itu 
menimbulkan bahaya kesehatan, mayoritas ulama membolehkan untuk mengikuti 
panjang waktu berpuasa  negara terdekatnya atau waktu kota Mekkah dan Madinah.
9
 
Fatwa lain yang terkesan tekstual dan cenderung mengabaikan dinamika 
mazhab adalah fatwa tentang kewajiban berjenggot. Salah satu ulama modern yang 
sangat keras dalam mewajibkan jenggot adalah ‘Abdul ‘Azi>z bin ‘Abdillah bin Ba>z. 
Dalam buku fatwanya, ia mengemukakan bahwa mengikis atau mencukur jenggot 
adalah perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan Sunnah.
10
 Fatwa 
lainnya adalah ia mewajibkan pemakaian cadar yang menutup wajah muslimah dan 
menganggap hadis bolehnya memperlihatkan wajah dan telapak tangan adalah hadis 
yang lemah.
11
 
Kedua fatwa tersebut menyangkut masalah akhlak yang lebih bersifat 
tuntunan ketimbang kewajiban. Masalah jenggot dan pemakaian cadar merupakan 
bagian dari tradisi masyarakat Arab yang iklim masyarakatnya tentu saja berbeda 
dengan masyarakat non Arab. Selain itu, masalah jenggot dan masalah menutup 
wajah perempuan  adalah masalah ijtiha>di>  yang menjadi ranah perbedaan pendapat 
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Ibid., h. 311. 
9
Majelis Fatwa Mufti Mesir, al-Fata>wa> al-Isla>miyyah min Da>r al-Ifta>’ al-Mis}riyyah, Jilid 8 
(Kairo: Departemen Wakaf Mesir, 1993), h. 2799. 
10
‘Abdul ‘Azi>z bin ‘Abdillah bin Ba>z, Fata>wa> Nu>r ‘ala> al-Darb, Juz 4 (Arab Saudi: Mu’assah 
‘Abdullah bin Ba>z, t. th.), h. 2082. 
11
Ibid., h. 2213. 
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ulama sehingga siapapun boleh memilih pendapat yang mengatakan tidak wajib 
memanjangkan jenggot dan bercadar. 
2.   Manhaj al-Muba>lagah fi> al-Tasa>hul 
Kategori manhaj ini merupakan antonim dari manhaj pertama. Ciri-cirinya 
sebagai berikut: 
a. Berlebihan dalam menggunakan metode ‘amal bi al-mas}lah}at (teori 
kemaslahatan) bahkan dalam masalah yang bertentangan dengan nas atau 
konsensus ulama. 
b. Mengedepankan hawa nafsu dalam berfatwa misalnya menggunakan prinsip 
rukhs}ah (keringanan) dalam agama tidak pada tempatnya, menetapkan fatwanya 
dengan melihat satu dalil, dan sejenisnya.
12
 
Salah satu ulama modern yang menerapkan manhaj ini adalah al-Asyma>wi>. 
Beberapa fatwanya seringkali berbenturan dengan nas dan konsensus jumhur ulama. 
Penafsirannya terhadap dalil-dalil al-Qur’an dianggap liberal dan menyimpang. Ia 
juga sempat menimbulkan kritikan keras dari ulama-ulama Mesir terkait 
pendapatnya yang mengatakan bahwa jilbab tidak wajib.
13
 
Al-Asyma>wi> menafsirkan ayat-ayat tentang jilbab dan kerudung sebagai 
suatu anjuran, bukan merupakan  sebuah kewajiban atau hukum yang qat}’i>  sehingga 
dapat dikondisikan sesuai perkembangan zaman. Menurutnya, ‘illat  kewajiban 
jilbab hanya ditemukan di masa lampau yaitu untuk membedakan wanita merdeka 
dengan wanita budak. Adapun di zaman sekarang, kondisi itu tidak berlaku lagi 
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Ibid., h. 319. 
13
Pendapat dan dalil-dalil al-Asyma>wi> tentang tidak wajibnya jilbab telah dikupas tuntas 
oleh M. Quraish Shihab. Lihat M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan 
Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer (Cet. VI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 222. 
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menyebabkan hukum pemakaian jilbab sudah berubah menjadi tidak wajib.
14
 
Fatwa al-Asyma>wi> tentang tidak wajibnya jilbab juga diikuti oleh segelintir 
ulama di tanah air, salah satunya yang paling menonjol adalah M. Quraish Shihab. 
Fakta tersebut kontroversial karena mengabaikan konsensus ulama fikih yang 
mengatakan bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, sedangkan yang menjadi 
ranah perdebatan ulama hanyalah masalah batas-batas aurat tersebut yang meliputi 
wajah dan telapak tangan. Para ulama berbeda pendapat apakah wajah termasuk 
aurat atau tidak.  
3.   Al-Manhaj al-Wasat}i> al-Mu’tadil 
Pengertian al-Manhaj al-Wasat}i>  sebagaimana yang dikemukakan oleh 
‘Abdul Maji>d Muh}ammad al-Sausah adalah: 
ِِبَِأِْنَِِْيُِرَِصِِْفلماِِتََِ َِِلَِأِىِْنَِِِيِزَِنُِِْلاُِمِْوَِرِِِبِْ يَِزِِناِ ِشلاْرِِع،ََِِِوأِْنَِِيِْسُِلَِكِ ِطلاِِِْريَِقِِْلاَِو َسَِطِ  لاِِتَََِِِِِِْ َنَِتاِ
ِِفِْ يَِهَِوِاََِِِتَِس ِيَِب...15 
Artinya: 
Seorang mufti harus berupaya untuk menyeimbangkan segala sesuatunya 
dengan timbangan syariah dan menempuh jalan tengah yang tidak terlalu keras 
dan tidak pula terlalu longgar. 
Wahbah al-Zuhaili> mengungkapkan bahwa al-Manhaj al-Wasat}i>  merupakan 
sebuah metode yang yang sesuai untuk digunakan oleh ulama-ulama kontemporer.
16
 
Menurutnya, yang dimaksud dengan al-manhaj al-wasat}i> al-mu’tadil adalah: 
 ِطلاِِِْر يَِقُِةِِْاَِلم ِْقُِ بَِِْولُِةَِِشِْرًََِِوِاََِِْقًِلَِِلِ ِ نَِهَُِتِاِِفاُِظَِِأ ِوًَََِِ َِِلَِ ثِىَِوِِباِِتِ ِشلاِِِْر يَِعِِةَِِِو ُتَِرَِِ اِْيُِِمِِْقَت َضَِيِِتاِ ِتلا َط ِوِِرِ
ِْلا   َقِِئاِِمََِِ   َلَِأِى   َسِِساِِْلاَِم   ْصَِلَِحِِةِِْلاُِمِْر   َسَِلِِةِ   َِبِِفِاِْ ي   َهِْاِاَِل   ََِْرُِفاِِْاَِعل    ماُِةََِِ   َمًِل   ِبُِِِرْوِِحِ ِن   لا ِصَِِوُِدِْوَِنِ
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Ibid., h. 217. 
15
‘Abdul Maji>d Muh}ammad al-Sausah, ‚D}awa>bit> al-Fatwa> fi> al-Qad}a>ya> al-Mu’a>s}arah‛, 
Majallah al-Syari>’ah wa al-Dira>sa>t al-Isla>miyah, no. 42, vol. 341/1990, h. 261. 
16
Jama>l ‘At}iyyah dan Wahbah al-Zuhaili>, Tajdi>d al-Fiqh al-Isla>mi> (Beirut: Da>r al-Fikr, 
2000), h. 213. 
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ُِمَِصَِداَِمٍِةِِِل ِنلُِصِْوِِص.17 
Artinya: 
Sebuah metode yang dapat diterima oleh agama dan logika karena bukan 
hanya memelihara prinsip-prinsip permanen syariat, tetapi juga 
memperhatikan perkembangan zaman yang di dalamnya terdapat tradisi-tradisi 
umum dengan melandaskan pada mas}lah}at mursalah sebagai bentuk aplikasi 
spirit nas, bukan menentang nas. 
Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manhaj  ini adalah 
manhaj  yang paling tepat untuk digunakan dalam penerapan kaidah fleksibilitas 
fatwa. Kaidah fleksibilitas fatwa merupakan kaidah yang menuntut para ulama 
untuk menyeimbangkan antara pemahaman terhadap nas dengan pemahaman 
terhadap realitas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip di dalam al-Manhaj al-Was}ati> 
al-Mu’tadil . 
Yu>suf al-Qarad}a>wi> menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus 
dikandung dalam manhaj fatwa kontemporer tersebut yaitu:18  
a. Terbebas dari fanatisme dan taklid buta. Prinsip metode ini dapat dilakukan 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
1) Tidak semata-mata mengambil sebuah pendapat dalam satu masalah tanpa 
menimbang dalil-dalil yang melandasinya. 
2) Seorang mufti hendaklah mampu melakukan tarjih} di antara perbedaan 
pendapat dengan cara menimbang dalil, maqa>s}id, dan kemaslahatan yang 
dikandung setiap pendapat tersebut. 
3) Seorang mufti hendaklah mampu melakukan ijtihad secara mandiri meskipun 
masalah tersebut belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu atau 
tidak diterangkan oleh nas al-Qur’an dan hadis. 
                                                          
17
Ibid. 
18
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, op. cit., h. 101. 
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b. Mendahulukan spirit taysi>r  dan takhfi>f  daripada tasydi>d dan ta’si>r yang sejalan 
dengan firman Allah dalam QS al-Nisa>’/5: 28: 
                 
Terjemahnya: 
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia itu dijadikan 
bersifat lemah.
19
 
c. Bahasa fatwa yang komunikatif dan mudah dipahami, yaitu menghindari 
penggunaan istilah-istilah ilmiah yang hanya bisa dicerna oleh orang tertentu 
tanpa mengurangi substansi dan makna fatwa. Mengenai penggunaan bahasa 
fatwa, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi oleh mufti di antaranya: 
1) Landasan logis fatwa; fatwa harus bisa dipahami secara logika melalui 
bahasa lugas yang tidak memiliki pengertian ganda dan menghindari 
pemakaian kalimat yang hiperbolis. 
2) Penyesuaian bahasa audiensi. Jika orang yang meminta fatwa terbiasa 
menggunakan bahasa non-formal, maka hendaklah mufti tidak memaksakan 
untuk memberi fatwa dengan bahasa formal. 
3) Penggunaan kalimat bijak atau hikmah sebagaimana yang telah dicontohkan 
oleh nas setiap kali ayat hukum turun. Contohnya pada ayat salat, hikmahnya 
adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pada akhir ayat puasa 
Ramadan disebutkan hikmahnya yaitu agar kamu bertakwa, sedangkan pada 
ayat zakat, hikmahnya adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwamu. 
d. Fokus terhadap masalah-masalah yang bermanfaat bagi manusia. Maksudnya, 
hendaklah mufti tidak menyibukkan diri dalam perdebatan yang tak ada ujung-
pangkalnya seperti dalam masalah keutamaan Ahlul Bait dibanding Sahabat 
                                                          
19
Departeman Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: PT. Intermasa, 1993), h. 
122. 
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Rasulullah saw. yang lain, masalah yang berhubungan dengan tema filsafat atau 
hal-hal gaib, dan sebagainya.  
e. Bersikap moderat di antara kelompok garis keras dan kelompok liberal. Jika 
kelompok ulama garis keras menetapkan sebuah hukum tanpa 
mempertimbangkan realitas masyarakatnya, sedangkan kelompok liberal terlalu 
berlebihan dalam mendahulukan kemaslahatan ketimbang nas, maka ulama 
moderat menimbang antara teks dan konteks, nas dan realitas secara adil dan 
teliti melalui ukuran syariat. 
f. Menambahkan keterangan dan penjelasan pada fatwa. Seorang mufti bukan hanya 
menjawab pertanyaan dari mustafti>, tetapi juga memberikan penjelasan terhadap 
jawaban yang ia berikan. Penjelasan tersebut berupa alasan penetapan hukum, 
mengapa hal itu haram atau halal, yaitu dengan menerangkan dalil-dalil maupun 
hikmahnya. 
Dari tiga jenis manhaj tersebut, manhaj  al-wasat} al-mu’tadil merupakan 
manhaj yang mayoritas digunakan oleh ulama-ulama kontemporer sebagai bentuk 
penengah antara manhaj pertama dan kedua. Manhaj  ini pula yang banyak 
digunakan oleh ulama-ulama kontemporer dalam menerapkan kaidah fleksibilitas 
fatwa. Adapun contoh ulama-ulama kontemporer tersebut adalah mufti Qatar Yu>suf 
al-Qarad}a>wi>, mufti Suriah Wahbah al-Zuhaili>, mantan mufti Mesir ‘Ali> Jum’ah, 
Ketua Majelis Ulama Indonesia M. A. Sahal Mahfudh dan mantan Ketua Majelis 
Ulama Indonesia M. Quraish Shihab. 
B. Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa pada Fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> 
Yu>suf al-Qarad}a>wi> lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ia 
merupakan salah satu alumni Universitas al-Azhar terkemuka. Pada tahun 1973, ia 
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meraih gelar doktornya di Fakultas Usuluddin Universitas al-Azhar. Disertasinya 
yang membahas tentang konteks zakat dalam penanggulangan kemiskinan telah 
diterbitkan menjadi sebuah buku fikih fenomenal yang berjudul Fiqh al-Zaka>h (Fikih 
Zakat).
20
   
Pada tahun 1956, ia sempat bekerja di Departemen Urusan Agama 
Kementrian Wakaf Mesir sebelum akhirnya ia pindah dan menetap di Qatar. Al-
Qarad}a>wi> tergolong ulama yang produktif dalam melahirkan sejumlah karya tulis. 
Hingga sekarang, tercatat 74 judul buku yang telah ia terbitkan baik berupa buku 
kompilasi fatwa maupun wawasan keislaman. Di antara karya tulisnya yang berisi 
kumpulan fatwa adalah al-H}ala>l wa al-H}ara>m fi> al-Isla>m, Fata>wa> al-Mu’a>s}irah, dan 
Fiqh al-Zaka>h.21 
 Sebagai mufti Qatar dan Ketua Persatuan Ulama Muslim Sedunia, Yu>suf al-
Qarad}a>wi> telah memformulasikan kembali kaidah fleksibilitas fatwa secara 
komprehensif. Oleh karena itu, mayoritas fatwa-fatwanya tidak pernah lepas dari 
kaidah fleksibilitas fatwa.
22
 Salah satu fatwanya yang masyhur adalah wajibnya  
zakat profesi.  
Sebelum membahas hukum zakat profesi tersebut, al-Qarad}a>wi> terlebih 
dahulu menganalisa pengertian profesi. Menurut al-Qarad}a>wi>, profesi yang 
menghasilkan harta dapat digolongkan ke dalam dua bentuk. Pertama, profesi yang 
dilakukan oleh individu tersebut secara mandiri, independen dan  langsung tanpa 
                                                          
20
Sulaima>n bin S}a>lih} al-Khara>syi>, al-Qarad}a>wi> fi> al-Mi>za>n (Cet. I; Arab Saudi: Da>r al-Jawa>b, 
1999), h. 10. 
21
Ibid.,  h. 13. 
22
Salah satu buku karangan al-Qarad}a>wi> yang khusus mengeksplorasi lebih jauh kaidah 
fleksbilitas fatwa berjudul Mu>jiba>t Tagayyur al-Fatwa (Perancis: Dewan Penerbitan dan Terjemah 
Persatuan Ulama Muslim Sedunia, t. th.). 
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melalui perantara orang lain baik itu profesi yang mengandalkan pikiran maupun 
tenaga atau fisik. Contohnya seperti dokter, insinyur, pengacara, artis, dan 
sejenisnya. Kedua, profesi yang bergantung pada sebuah perusahaan atau pemerintah 
sehingga harta yang diperolehnya disebut dengan gaji atau upah.
23
 
Sebelum menetapkan fatwanya, al-Qarad}a>wi> mula-mula menganalisa 
pendapat-pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang masalah tersebut sebelum 
melakukan tarji>h  dari pendapat-pendapat yang ada. Menurutnya, istilah zakat 
profesi belum dikenal di zaman dahulu, namun hal ini tidak berarti bahwa masalah 
zakat profesi sama sekali tidak tersentuh oleh fukaha. Dalam beberapa literatur fikih 
klasik, pembahasan tentang zakat profesi dapat digolongkan ke dalam masalah al-
ma>l al-mustafa>d.24 
Para ulama sepakat bahwa harta yang mendatangkan manfaat bagi seorang 
muslim dan telah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Perbedaan 
ulama terjadi pada syarat haul. Apakah al-ma>l al-mustafa>d yang sudah mencapai 
nisabnya di awal tahun diharuskan menunggu satu tahun dulu untuk dikeluarkan 
zakatnya atau dibayarkan saat itu juga? 
Beberapa Sahabat Rasulullah saw. memfatwakan bahwa harta penghasilan 
yang sudah mencapai nisabnya tidak perlu menunggu sempurnanya haul, tetapi 
langsung dikeluarkan saat itu juga. Sahabat yang berpendapat demikian di antaranya 
adalah Ibnu ‘Abba>s, Ibnu Mas’u>d, Mu’a>wiyah, Dau>d, dan al-Ba>qir. Pendapat itu 
didasarkan pada keumuman lafal hadis yang mewajibkan zakat harta jika telah 
                                                          
23
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, Jilid I (Cet. XXIV; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 
2000), h. 487. 
24
Al-Ma>l al-Mustafa>d adalah harta yang dapat memberi manfaat (penghasilan) kepada 
seorang muslim dan diperolehnya melalui berbagai cara yang dibenarkan oleh Syari’at. Lihat Ibid., h. 
490. 
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mencapai nisabnya.
25
 
Jumhur ulama yaitu Imam Ma>lik, Sya>fi’i>, dan Abu> Hani>fah berpendapat 
bahwa zakat harta penghasilan yang telah mencapai nisabnya wajib disempurnakan 
haulnya sampai satu tahun. Ibnu Hazm sebaliknya berpendapat bahwa zakat 
penghasilan tidak perlu menunggu sempurnanya haul selama nisabnya sudah 
terpenuhi.
26
 
Dari beberapa pendapat tersebut, Yu>suf al-Qarad}a>wi> pun melakukan tarji>h} 
pendapat dengan menganalisa dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing 
mazhab. Menurut al-Qarad}a>wi>, dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama adalah 
dalil zakat harta secara umum yang menyebutkan tentang syarat haul dan dalil yang 
secara khusus menyebutkan tentang zakat al-ma>l al-mustafa>d. Dan dari hasil 
penelusurannya, ia berkesimpulan bahwa mayoritas hadis yang dipegangi oleh ulama 
yang mewajibkan syarat haul dalam zakat penghasilan merupakan hadis yang 
mauqu>f dan sanadnya lemah.27 
Adapun salah satu contoh hadis yang secara khusus menyebutkan tentang 
syarat haul pada al-ma>l al-mustafa>d adalah hadis berikut: 
  َح ِدَِ ثَِنََِ ِا   ْبُِدِ ِر  لاَِْحِِنِ   ْبِِنَِِأ  ْسَِلَِمِ   ََِْنَِِِأِب  ْيِِوِ   ََِِنِ  ْباِِنَُِِ   َمَِرِ  َقَِلا   َقِ:َِلاَِِر  ُسِْوُِلِِِللاِ   َص ِلُِللاِىَََِِِل   ْيِِوِ
                                                          
25
Adanya perbedaan fatwa Sahabat disebabkan oleh adanya perbedaan riwayat dan 
kehujjahan hadis. Lebih lengkapnya lihat Muh}ammad bin ‘Ali> al-Syauka>ni>, Nayl al-Aut}a>r, Juz 4 
(Mesir: Maktabah Mus}t}afa} al-Halabi>, t. th.), h. 157. Lihat pula Muh}ammad bin ‘Isma>’il al-S}an’a>ni>, 
Subul al-Sala>m, Juz 2 (Cet. I; Riyad: al-Ma’a>rif, 2006), h. 363. 
26
Ibnu Hazm al-Za>hiri>, al-Muh{la>, Juz 6, Bab tentang Hukum Zakat al-Ma>l al-Mustafa>d 
(Damaskus: al-Muni>rah, 1347 H), h. 85. 
27
Hadis-hadis yang dibedah oleh al-Qarad}a>wi> yaitu hadis yang berasal dari ‘Ali> bin Abi> 
T}a>lib, ‘A<isyah, Ibnu ‘Umar, dan Anas bin Ma>lik. Analisa terhadap masing-masing hadis tersebut lihat 
Yu>suf al-Qarad}a>wi>, Fiqh al-Zaka>h, h. 492-496. 
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َِوَِس ِلَِمَِمِ:ِِنِِْساَِ تَِفَِداَِِمًَِاَِفَِِلَِِكزَِاَِةَََِِِِلْيِِوَِِحَِتَُِيِِْوَِلَََِِِِلْيِِوَِِْلاِْوُِلَِِِِْنَِدَِِِر بِِو.28 
Artinya: 
Barangsiapa yang memiliki harta berpenghasilan maka tidak wajib dikeluarkan 
zakatnya sampai sempurna haulnya. 
Imam Tirmi>z|i> mengatakan bahwa hadis ini mauqu>f yang berarti bahwa sanad 
hadis tersebut tidak sampai pada Rasulullah saw. Ia juga menjelaskan bahwa hadis 
ini dilemahkan oleh Ah}mad bin H}anbal dan beberapa ulama lainnya.
29
  
Berdasarkan penjelasan tersebut, Yu>suf al-Qarad}a>wi> berpendapat bahwa 
tidak ada satu pun hadis sahih yang menyebutkan syarat haul pada zakat harta 
penghasilan sehingga masalah ini merupakan ranah ijtihad yang memungkinkan 
terjadinya perbedaan fatwa.
30
Oleh karena itu, al-Qarad}a>wi> menetapkan fatwa 
wajibnya zakat profesi tanpa perlu menunggu sempurnanya haul selama nisabnya 
terpenuhi.  
Selain hasil analisa dalil-dalil ulama, fatwa tersebut juga ditetapkan setelah 
al-Qarad}a>wi> mempertimbangkan realitas kekinian yang tidak ditemukan di masa 
lalu. Jadi, zakat profesi bisa saja dibayarkan setiap hari, per bulan, ataupun per tahun 
jika memang sudah mencapai nisabnya. Adanya syarat haul, memungkinkan 
terjadinya manipulasi harta yang dilakukan oleh orang-orang bergaji besar sehingga 
ketiba tiba akhir haul, mereka sengaja menghabiskan harta agar tidak dikenai wajib 
zakat. Selain itu, tanpa syarat haul, administrasi kepegawaian dan perkantoran yang 
mewajibkan zakat profesi bisa dengan mudah memotong dari gaji bulanan para 
pegawainya dan akan lebih bermanfaat bagi para pengelola zakat dan orang-orang 
                                                          
28
Abu> ‘I>sa> al-Tirmiz|i>, Sunan al-Tirmi>z\i>, Juz 3, Kitab tentang Zakat, Hadis ke 631 (Mesir: 
Maktabah Mus}t}afa> al-Halabi>, t. th.), h. 16. 
29
Ibid., h. 17. 
30
 Yu>suf al-Qarad}a>wi>, op. cit., h. 497. 
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yang membutuhkan.
31
 
Selain itu, realitas lain yang perlu dipertimbangkan adalah masalah keadilan 
sosial yang merupakan salah satu hikmah dari zakat ini. Sebagaimana yang ia kutip 
dari pendapat salah satu ulama kontemporer Muh}ammad Gaza>li> yang 
mengemukakan bahwa tidak adil jika nas mewajibkan para petani untuk berzakat 
dari hasil taninya tanpa menunggu haul, sementara para pengacara dan dokter yang 
penghasilannya per hari melebihi pendapatan petani disyaratkan menyempurnakan 
haul.
32
 
Dari fatwa tentang zakat profesi ini dapat disimpulkan bahwa al-Qarad}a>wi> 
menerapkan kaidah fleksibilitas dalam fatwanya. Perubahan zaman dan perbedaan 
tradisi menjadi salah satu dasar dari penetapan kewajiban zakat profesi tanpa syarat 
haul. Pada masa lampau, profesi tidaklah sekompleks masa sekarang. Pendapatan 
yang dihasilkan melalui gaji, upah, maupun keuntungan pun sudah jauh lebih teratur 
dan lebih besar dibanding pendapatan orang-orang di masa lampau.  
Adanya syarat haul pada al-ma>l al-mustafa>d yang difatwakan ulama-ulama 
klasik dilatarbelakangi oleh realitas yang terjadi di masyarakat mereka. Saat itu, 
sangat jarang seseorang mampu mengumpulkan penghasilan yang mencapai syarat 
nisab dari satu jenis harta sehingga akan lebih memudahkan jika pembayaran zakat 
dilakukan di akhir haul.  
Adapun di masa sekarang, seseorang bisa saja mengumpulkan nisab zakat 
hartanya hanya dari satu profesi dalam waktu kurang dari setahun. Selain itu, adanya 
persaingan ekonomi dan meningkatnya pola hidup menyebabkan tidak sedikit orang 
                                                          
31
Ibid., h. 510. 
32
Ibid., h. 511. 
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yang melakukan profesi ganda sehingga sumber penghasilannya pun bermacam-
macam. Oleh karena itu, fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> tentang wajibnya zakat profesi 
tanpa harus menunggu haul membawa lebih banyak manfaat dan maslahat dalam 
masyarakat. 
C. Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa pada Fatwa Wahbah al-Zuhaili> 
Salah satu ulama Ahlussunnah terkemuka di abad modern adalah Wahbah bin 
Must}a>fa> al-Zuhaili> atau yang lebih dikenal dengan nama Wahbah al-Zuhaili>. Ia lahir 
di sebuah desa di Damaskus pada tahun 1932 Masehi. Selain menempuh studi di 
bangku sekolah mengengah di Suriah, ia juga menempuh pendidikan tinggi di 
Universitas al-Azhar dan meraih gelar magister dan doktoralnya di Universitas Kairo 
Mesir.
33
 
Beberapa guru yang pernah mengajar dan mempengaruhi pola berpikirnya 
adalah Mahmu>d Syaltu>t (mantan Grand Syekh al-Azhar) dan Sulaima>n al-T}uh}a>wi. 
Pada tahun 1975, ia resmi menjabat sebagai Guru Besar Bidang Hukum Islam di 
Universitas Damaskus. Sebagai anggota Majelis Tinggi Fatwa Suriah, ia juga aktif 
berperan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Ia dianggap sebagai salah satu mufti 
Timur Tengah yang beraliran demokrat dengan memfatwakan sejumlah masalah 
demokrasi Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan kemerdekaan.
34
 
Dalam berfatwa, al-Zuhaili> lebih banyak memilih untuk to the point tanpa 
menjelaskan lebih jauh dalil atau perbedaan ulama pada suatu masalah. Ia 
menyatakan bahwa metode berbentuk rangkuman atau ringkasan yang ditemui pada 
mayoritas fatwanya lebih disukai oleh masyarakat awam karena mereka ingin segera 
                                                          
33
Wikipedia Ensiklopedia Online, http://en.wikipedia.org/wiki/Wahba_Zuhayli (4 Juni 2013). 
34
Ibid. 
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mengetahui jawaban dari masalah yang diajukannya. Namun, ia kadangkala 
menjelaskan fatwanya dengan panjang-lebar jika pada masalah tersebut terdapat 
pendapat atau fatwa ulama lain yang ingin dikritisinya.
35
 
Berkaitan dengan kaidah fleksibilitas fatwa, Wahbah al-Zuhaili> 
mengemukakan bahwa fatwa-fatwanya yang berbeda dengan fatwa ulama 
sebelumnya  disebabkan adanya perubahan realitas. Ia berpendapat bahwa perubahan 
hukum yang disebabkan oleh perubahan zaman berlaku pada semua aspek fikih yang 
dibangun di atas kemaslahatan dan pertimbangan terhadap keanekaragaman tradisi 
dalam masyarakat, khususnya pada aspek muamalah.
36
 
Adapun contoh produk fatwa al-Zuhaili> dengan jawaban berbentuk ringkasan 
(ikhtis}ari>) dapat dilihat pada masalah al-zawa>j al-‘urfi> atau nikah di bawah tangan. 
Menurutnya, nikah di bawah tangan sah secara agama karena syarat dan rukunnya 
sudah terpenuhi namun cacat menurut hukum negara karena tidak memiliki surat 
nikah.
37
 Pada masalah tersebut, al-Zuhaili> tidak menjelaskan lebih detail pendapat-
pendapat ulama dan dalil-dalil yang mereka gunakan. Al-Zuhaili> hanya 
mengemukakan hukumnya dalam perspektif agama dan negara. 
Sebagaimana ulama-ulama moderat lainnya, al-Zuhaili> juga mengaitkan 
masalah tersebut dengan konteks kekinian. Meskipun mayoritas ulama, terutama 
ulama klasik tidak mempermasalahkan bentuk pernikahan tersebut, namun al-Zuhaili> 
menganjurkan agar pernikahan dilaksanakan mengikuti aturan hukum negara demi 
kemaslahatan.  
                                                          
35
Wahbah al-Zuhaili>, Fata>wa> Mu’a>s}arah (Cet. II; Suriah: Da>r al-Fikr, 2003), h. 13. 
36
Idem., Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz 1 (Cet. II; Suriah: Da>r al-Fikr, 1975), h. 25. 
37
Al-Zuhaili>, Fata>wa>, h. 196. 
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Analisanya terhadap realitas modern dapat dilihat pada pernyatannya sebagai 
berikut: 
َِأ ِنِِْلا َقَِوِِناَِْيُِِْلا َسِِِر يَِةُِِتَِط ِلاُِبِِِِبَت ْسِِجِْيِِِلِ ُك ِلَِِِزَوٍِجاِِِحَِف ًظاََِ ِا َلُِحِى ُقِْوِِقِِْاِْر لمَِأِِةَِِوُِح ُقِْوِِقِ ِرلا ُجِِلَِِم ًعِا
َِوِِحِْفِِظَِِْلاِْنَِسِِباَِِوَِِمْنِِعَِِِِْلِِقاِِْاَِعلِِراِِِب ِرلاُِجِِلَِِأِِوِِْالم ِِةأر.38  
Artinya: 
Undang-undang keluarga mewajibkan registrasi setiap pernikahan untuk 
menjaga hak-hak istri dan suami dan memelihara keturunan, serta mencegah 
pelecehan terhadap laki-laki maupun wanita. 
Pandangan ulama-ulama fikih terdahulu yang tidak menyaratkan adanya 
pencatatan nikah di lembaga negara karena saat itu pernikahan belum diatur oleh 
negara. Oleh karena itu, adanya situasi hukum dan kebijakan perundang-undangan 
yang berbeda di setiap negara bisa saja menyebabkan pencatatan atau pembuatan 
akta nikah yang tadinya tidak disyaratkan menjadi sangat dianjurkan atau bahkan 
diwajibkan. 
Menurut peneliti, hukum mendaftarkan pernikahan dan mematuhi undang-
undang pernikahan negara tidak secara tegas diwajibkan oleh al-Zuhaili>. Di satu sisi, 
ia tidak menyebutkan bahwa registrasi pernikahan merupakan syarat sah pernikahan. 
Hal ini bisa saja mengisyaratkan bahwa ia juga tidak mengharamkan nikah di bawah 
tangan. 
Adapun contoh fatwa Wahbah al-Zuhaili> yang tidak disampaikannya dalam 
bentuk ringkasan dapat dilihat pada fatwanya tentang hukum riba di bank-bank 
asing negara non-muslim. Pada masalah tersebut, al-Zuhaili> bukan hanya 
menjelaskan pandangan ulama dan dasar hukumnya, tetapi juga mengkritik beberapa 
pendapat tersebut. 
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Menurut al-Zuhaili>, munculnya pendapat sebagian ulama modern tentang 
bolehnya mengambil riba atau bunga di bank-bank konvensional negara non-muslim 
disebabkan oleh kekeliruan mereka memahami pendapat ulama-ulama klasik. Dalam 
kitab-kitab fikih disebutkan bahwa harta orang kafir di da>r al-h}arbi39 halal 
hukumnya sebagaimana halalnya darah mereka. Bahkan Abu> H}ani>fah berpendapat 
bahwa boleh mengambil riba dari harta orang kafir di da>r al-h}arbi selama itu sifatnya 
sukarela, tidak melalui paksaan ataupun pengkhianatan.
40
  
Selain beberapa ulama Hanafiyah, mazhab yang sepakat dengan pandangan 
Abu> H}ani>fah tersebut adalah Ja’fariyah. Mereka membolehkan riba yang terjadi pada 
transaksi orang muslim dengan kafir h}arbi> dengan syarat riba tersebut kembali 
kepada orang muslim baik yang terjadi di da>r al-h}arb maupun di daerah Islam.41 
Pendapat Abu> Hani>fah tersebut kemudian dipegangi oleh sebagian ulama 
kontemporer untuk memfatwakan kebolehan mengambil dan memanfaatkan riba di 
bank-bank asing di negara non-muslim. Al-Zuhaili> dengan tegas menyatakan 
                                                          
39
Mayoritas ulama klasik membagi dunia ini menjadi dua bagian yaitu daerah muslim dan 
daerah h}arbi. Semua daerah perang antara kafir dan muslim atau daerah yang tidak mengadakan 
perjanjian damai dengan negara muslim digolongkan sebagai da>r al-h}arbi. Adapun Imam Sya>fi’ 
menambahkan daerah ketiga yaitu da>r al-S}ulh}i yaitu daerah yang tidak masuk sebagai daerah muslim 
maupun h}arbi. Menurut Wahbah al-Zuhaili>, semua daerah yang tidak menegakkan syariat Islam 
sebagai dasar hukum negara atau agama disebut dengan da>r al-h{arbi>. Lihat ‘Abdul Az}i>m Jala>l Abu> 
Zaid, Fiqh al-Riba>’, Dira>sah Muqa>ranah wa Sya>milah li al-Tat}bi>qa>t al-Mu’a>s}arah (Beirut: al-Risa>lah, 
2004), h. 109. 
40
Salah satu syarat diharamkannya riba adalah hendaklah harta kedua belah pihak yang 
berakad itu wajib dilindungi (ma’s}u>ma>n). Oleh karena itu, fukaha empat mazhab sepakat bahwa 
transaksi riba yang dilakukan di daerah muslim itu haram secara mutlak. Adapun jika transaksi itu 
diadakan di daerah non-muslim atau salah satu dari pihak yang berakad itu non-muslim, maka ulama 
berbeda pendapat tentang keharamannya. Abu> H}ani>fah berpendapat bahwa harta orang kafir di da>r al-
h}arbi itu halal sebagaimana halalnya darah mereka, baik harta yang dihalalkan akadnya maupun yang 
diharamkan seperti riba. Jika orang kafir tersebut masuk Islam sedangkan transaksi riba telah 
dilakukan maka hukumnya makruh dan harta tersebut tidak wajib dikembalikan kepadanya. Lebih 
lanjut tentang pendapat Abu> Hani>fah dan fukaha Hanafiyah lihat Syamsu al-Di>n al-Sarkhasi>, al-
Mabsut}, Juz 14 (Beirut: Da>r al-Ma’rifah, t. th), h. 57-58. 
41
‘Abdul Az}i>m, op. cit., h. 112. 
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ketidaksetujuannya terhadap fatwa tersebut. Ia lebih jauh mengungkapkan bahwa 
pendapat Abu> H}ani>fah tersebut tidak dapat diaplikasikan pada konteks zaman 
sekarang karena beberapa hal berikut:
42
 
1. Mayoritas negara di dunia selain Israel kini tidak dianggap lagi sebagai da>r 
al-h}arb karena negara-negara muslim telah bersatu dalam perjanjian damai 
untuk menghormati kedaulatan negara-negara non-muslim. Oleh karena itu, 
wajib bagi siapapun yang masuk ke negara non-muslim untuk menghormati 
jiwa dan harta mereka. 
2. Pendapat Abu> H}ani>fah pada dasarnya bertujuan untuk melemahkan kekuatan 
orang-orang kafir sehingga kaum muslim dibolehkan mengambil harta 
mereka. Adapun dalam konteks sekarang, seorang muslim yang menabung di 
bank asing milik non-muslim, hal tersebut malah akan semakin menguatkan 
posisi bank asing itu. Di sisi lain, bunga bank tidak digolongkan sebagai 
‘pengambilan atau perampasan harta’ yang dilakukan nasabah muslim karena 
bunga itu memang diberikan kepada nasabah. 
3. Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan tidak membeda-
bedakan hukum halal dan haramnya sesuatu baik itu antar negara Islam 
dengan negara selainnya, maupun antar individu muslim dengan non-muslim. 
Dari ketiga alasan tersebut, tampaknya bahwa al-Zuhaili> memperhatikan 
adanya perubahan-perubahan zaman yang berimplikasi pada perubahan kebijakan 
dunia internasional. Oleh karena itu, alasan-alasan yang dikemukakan al-Zuhaili> 
bersifat logis dan realistis. Sebaliknya, penerapan pendapat mazhab Hanafiyah di 
zaman sekarang sudah tidak realistis lagi. 
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Al-Zuhaili>, op. cit., h. 100-101. 
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Ulama lain yang sejalan dengan fatwa Wahbah al-Zuhaili> adalah Mus}t}afa> 
al-Zarqa>’. Al-Zuhaili> menyatakan: 
َِو َقِِْدِ َكَِناِ ُىَِوِ  لاِِذ ْساِيَِ تَِق ِرَََِِِل ْيِِوِِِِْ ف َتُِءاِِْلاَِعِ ل َمِِةِ  شلاِْيِِخُِِم ْصَِطَِف ِزلاِىِْر َقِِفِاَِ فَِِتِِوا ْيِِوَِِح ْيُِثِ نُِِوَِِْلِ
   َُيِْزِِِِلْلُِم   ْسِِلِِمَِْيِِِ   ْيَِدَِعاَِِأ   ْمَِوِِِلاِْمِِِفِْاُِِ بل    ُنِْوِِكِِْاَِلِْجَِِنِب    يِِةِِِ َِِِِل   َضُِِرِْوٍَِرةُِِق   ْصَِوَِوِىََِ   ِسِ ِيَِمَِ بِا   ْعَِدِِِق   َيِِماِ
ِْاَِلم َِصِِراِِفِِِْلاِْسَِلِِِم يِِةُِِِكف ِلَِِمَِكٍِنا.43 
Artinya: 
Hal ini telah difatwakan oleh Syekh Mus}t}afa> al-Zarqa>’ bahwa ia tidak 
membolehkan orang-orang muslim untuk menabung di bank-bank asing 
kecuali dalam kondisi darurat, apalagi dengan munculnya banyak bank islam 
yang bisa dijumpai di manapun. 
Dari beberapa penjelasan al-Zuhaili> dapat disimpulkan bahwa fatwa ulama 
kontemporer bisa berbeda dengan fatwa ulama klasik disebabkan adanya perubahan 
tempat dan waktu. Pendapat jumhur ulama terdahulu yang membolehkan orang 
muslim untuk mengambil harta non-muslim di da>r al-h}arb dan pendapat Abu> 
H}ani>fah dan sebagian ulama tentang kebolehan riba di da>r al-h}arb tidak lagi dapat 
diterapkan di zaman sekarang. Kondisi masyarakat internasional yang semakin 
berkembang dan perubahan sistem penyimpanan harta yang lebih kompleks 
mendorong terjadinya perbedaan fatwa sebagaimana yang terdapat pada fatwa 
Wahbah al-Zuhaili>. 
D. Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa pada Fatwa ‘Ali > Jum’ah 
Syekh ‘Ali> Jum’ah Muh}ammad atau yang lebih dikenal dengan nama ‘Ali  
Jum’ah merupakan seorang ulama kontemporer terkemuka Timur Tengah. Namanya 
semakin mendunia sejak ia menjabat sebagai mufti Mesir hingga tahun 2012. Salah 
satu inovasi yang dilakukannya adalah peluncuran website resmi lembaga fatwa 
Mesir dan website remi dirinya sehingga siapapun dapat mengajukan pertanyaan 
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seputar hukum Islam dan melihat jawabannya secara online melalui situs tersebut.
44
 
‘Ali> Jum’ah Muh}ammad lahir di Bani Suwaif Mesir pada tanggal 3 Maret 
1952. Berturut-turut ia menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas al-
Azhar pada tahun 1979, 1985, dan 1988. Sebelum diangkat menjadi Grand Mufti 
Mesir pada tahun 2003, ia menjabat sebagai Guru Besar di bidang Metodologi 
Hukum Islam di Universitas al-Azhar.
45
 
Sebagai seorang mantan Grand Mufti Mesir, ‘Ali> Jum’ah tergolong ulama 
yang produktif dalam menerbitkan buku-buku fatwa miliknya. Di antara buku-buku 
fatwa tersebut adalah buku yang berjudul al-Kalimu al-T}ayyib Fata>wa> ‘As}riyyah 
yang berisi tentang persoalan fikih kontemporer meliputi fikih ibadah hingga 
jinayah. 
Berkaitan dengan kaidah fleksibilitas fatwa, peneliti mengambil salah satu 
contoh fatwa ‘Ali> Jum’ah tentang hukum bepergian bagi seorang istri tanpa 
ditemani oleh muhrimnya. Sebagaimana buku-buku fatwa lainnya, ‘Ali> Jum’ah 
terlebih dahulu menuliskan isi pertanyaan mustafti>. Adapun pertanyaan tersebut 
berbunyi: 
َِمَِرِاِْأُِيِ ِدلاِْيِِنِِِفَِسَِِفِِرِ ِزلاِْوَِجِِةَِِوِْحَِدَِىِِلِاِْلَِعَِمِِلِِِبَِْلاِِراِِجَََِِِىلِِْلاِِعِْلِِمِِِبَِأ ِنِ ِزلاِْوَِجُِِمَِوِِفاٌِقِ؟46 
Artinya: 
Bagaimana pendapat agama mengenai seorang istri yang bepergian sendiri 
untuk bekerja di luar rumahnya atau menuntut ilmu dengan izin suaminya? 
Dari pertanyaan tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
Pertama, persoalan tersebut menyangkut hukum keluarga atau hukum seorang istri, 
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Situs resmi lembaga fatwa Mesir bisa dibuka di: http://dar-alifta.org. Situs resmi ‘Ali> 
Jum’ah bisa dilihat di: http://www.ali-gomaa.com/. 
45
‚Biografi ‘Ali> Jum’ah‛, http://www.ali-gomaa.com/?page=biography (5 Mei 2013). 
46
‘Ali> Jum’ah, al-Kalimu al-T}ayyib Fata>wa> ‘As}riyyah (Cet. III; Mesir: Da>r al-Sala>m, 2009), 
h. 267. 
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bukan perempuan yang statusnya masih lajang. Kedua, bepergian yang dimaksud 
oleh mustafti> adalah perjalanan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan yang 
tidak diharamkan oleh agama yaitu bekerja atau menuntut ilmu. Ketiga, dalam 
masalah tersebut, istri sudah mendapat izin dari suaminya. Oleh karena itu, fatwa 
yang akan dikemukakan oleh ‘Ali> Jum’ah terikat dengan tiga hal tersebut. Adapun 
persoalan bepergian tanpa muhrim di luar tiga kondisi ini, maka bisa saja fatwa yang 
dihasilkan pun akan berbeda. 
Adapun metode yang dilakukan oleh ‘Ali> Jum’ah adalah memaparkan 
pendapat-pendapat para ulama disertai landasan dalilnya masing-masing sebelum 
memutuskan fatwa. Penjelasan ikhtila>f ulama tersebut bukan hanya memberikan 
mustafti> keyakinan untuk melaksanakan fatwa yang diberikan padanya, tetapi juga 
menambah wawasan ilmiah pada persoalan yang diajukannya. 
Masalah tentang bepergian tanpa muhrim bagi seorang istri terbagi ke dalam 
dua pendapat. Mayoritas ulama  mengharamkannya dengan berpegangan pada dalil 
yang mengatakan: 
  َح ِدَِ ثَِن  َسِاِِِعْيُِدِِ
َ
لما  ْقُِِبِّيِ  ََِْنَِِِأِب  ْيِِوِ  ََِْنَِِأِِبُِىَِِر   ْيََِِرةَِِر  ِضُِللاِيََِِ  ْنُِوِ  َقَِلاِ  َقِ:َِلاِ  نلا ِِبِ  َص ِلُِللاِىَََِِِل  ْيِِوِ
َِوَِس ِلَِمِِ:ِِرِخلآاِِمْو َيلاَوِِللِابُِنِمْؤ ُتٍَِةَأرْم َِِ لَِيَِِْنأَِرِفاَسُتٍِِةَل ْ َيلَوٍِمْو َيَِةَر ْ يِسَمٌِةَمْرُحِاَهَعَمَِسَْيل.47ِِ
Artinya:  
Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari 
Akhirat bepergian melewati jarak tempuh sehari semalam kecuali bersama 
muhrimnya. 
Sebagian ulama membolehkan dengan dalil berikut:  
  ََِْنِ  ََِِد ِيِ  ْبِِنِ  َحٍِِتاِ  َقَِلاَِ بِ:ِْ ي  َنَِأِا  َنَِِ ِا  ْنَِدِ  نلا ِِبِ  َص ِلُِللاِىَََِِِل  ْيِِوَِِو  َس ِلَِمِِِِْذَِِأ  َتُِهاَِِر  ُجٌِلَِِف  َشَِكِِِ اَِل  ْيِِوِ
َِقلاَِفاَِةِ ُِثَِِِأَتُِهاَِِخآُِرَِِفَِشَِكِِِ اَِِلْيِِوَِِقِْطَِعِ  سلاِِِبْيِِلَِ فِ. َقَِلا َيِ: ََ ِاِِدِّيِ َىِْلََِِِرأ ْيَِتِِْاِِل ْ يََِِرةُِ قِ؟ ْلُِت:َِِْلَِِِأَر َىِا
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Ibnu H}ajar al-‘Asqala>ni>, Fathul Ba>ri> ‘ala> S}ahi>h al-Bukha>ri>, Juz 2, Bab tentang Menqasar 
Salat, Hadis 1088 (Kairo: Da>r al-Ha}di>s|, 1998), h. 692. 
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َِو َقِْدُِِِأِْنِب ْئُِتََِِِْ ن َهَِ فِ.ا َقَِلا َفِ:ِْنإَِِط َلاِْتِ ِبُِكَِِح َيٌِةاَِِل  َتَِِِري ِنِ ِظلاِِعِْ ي َنَِةَِِ تِْر َِتُِلِ ِمَِنِِِْلا ْ يَِِِرةِ َحِ تَِتِ ُطِْوَِفِ
ِِبِْلاَِكِِْعَبِِةََََِِِتُِفاَِِأَِحًِدِِِ اِ ََِللاِِ...48 
Artinya: 
Dari ‘Adi> bin Ha>tim berkata: Saya sedang bersama Nabi saw. ketika seorang 
laki-laki datang dan mengeluh pada beliau tentang , lalu seorang laki-laki lain 
pun datang kepadanya dan mengeluhkan tentang para perampok di jalan. Maka 
Rasulullah saw. bersabda: Hai ‘Adi>, apakah kamu sudah pernah melihat daerah 
Hira? Saya pun menjawab: tidak, saya belum melihatnya. Maka beliau 
bersabda: Jika kamu berumur panjang, maka kamu pasti akan melihat seorang 
perempuan yang bepergian sendiri dari Hira (saat ini wilayah Irak) sampai ia 
(sampai di Mekkah) bertawaf di Ka’bah tanpa takut kepada siapa pun kecuali 
Allah. 
Golongan ulama yang membolehkan adalah ulama Malikiyah seperti al-
Hut}t}a>b al-Ra’i>ni>. Dalam kitabnya yang berjudul Mawa>hib al-Jali>l ia berpendapat 
bahwa keharaman bepergian seorang istri berkaitan dengan jumlah orang yang ia 
temani meski tanpa suaminya. Jika ia ikut dalam satu rombongan musafir, maka ia 
boleh saja bepergian meski tanpa muhrimnya.
49
 
Setelah menjelaskan dua pendapat tersebut, ‘Ali> Jum’ah kemudian berupaya 
menganalisa realitas yang terjadi di zaman sekarang. Pada zaman dahulu, fasilitas 
kendaraan dan situasi jalan sangat berbahaya dan tidak aman bagi kaum perempuan, 
sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan logis dan maslahat mengapa jumhur 
ulama mengharamkan perempuan bepergian sendiri. Kondisi yang berbeda di zaman 
sekarang karena selain sistem transportasi yang sudah memadai, keadaan jalan yang 
ramai, sistem keamanan lalu-lintas yang lebih baik menjadi pertimbangan bagi fatwa 
kontemporer. Di sinilah tampak bahwa ‘Ali> Jum’ah  menerapkan kaidah fleksibilitas 
fatwa. Oleh karena itu, ‘Ali> Jum’ah mengeluarkan fatwa yang berbeda dari fatwa-
                                                          
48
Abu> ‘Abdillah Muh}ammad bin ‘Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Kitab tentang 
Mana>qib, Hadis 3595 (Riyad: Bai>t al-Afka>r, 1998), h. 687. Dalam lafal Tirmi>z|i> disebutkan: hingga 
seorang perempuan bepergian antara kota Madinah dan Hira. Lihat Abu> ‘I>sa> al-Tirmiz|i>, op. cit., Juz 5, 
Kitab tentang Tafsir al-Qur’an, Hadis 2953, h. 203. 
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‘Ali> Jum’ah, Fata>wa> al-Nisa>’ (Kairo: Da>r al-Muqat}t}am, 2010), h. 502. 
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fatwa ulama sebelumnya karena adanya perbedaan zaman atau kondisi. Menurut ‘Ali> 
Jum’ah, seorang istri boleh saja bepergian selama suaminya mengizinkan, meskipun 
ia tidak bersama muhrimnya.
50
  
Kebolehan tersebut didasarkan pada jaminan keselamatannya dengan 
memastikan bahwa jalan yang akan ditempuh tidaklah berbahaya dan kondisi negeri 
yang dituju adalah negeri yang aman.
51
 Di sini perlu digarisbawahi bahwa kebolehan 
tersebut berlaku jika istri mendapatkan izin dari suami. Berbeda halnya jika dalam 
masalah haji dan umrah, ‘Ali> Jum’ah justru membolehkan seorang istri berangkat ke 
tanah suci meski tanpa izin suami.  
‘Ali> Jum’ah menegaskan: 
َِِو َتِْرُِكَِِْلا ِجَِِمَِعِِْاِْقلمَِدَِِِرةَِِ تِْرٌِكِِِلُِْركٍِنِِِمِْنَِِأْرَِاكِِنِ ِدلاِْيِِنَِو...ََََِِِ ُِِبَََِِِلِْ ي َهَِطِاََِ ا ُتُِوِ َفَِذإَِذِاَِى َبِْتِِِِلْل َح ِجِ
َِو   ِىَِيََِِ    ِصاَِيٌِةِ    َلُِوَََِِِِِِْثَََِِِلِْ ي   َهَِِك ا    َم ِنأِاِِْاِْر    لمَِأَِةََِِِِْت   َتُِجاَِِِِلِِِِْذٍِنَِِأ    ْصًِل    ِمَِِنِ ِز   لاِِوِِِجِ    َكَِ تِيِْع    ُبَِدِ
َِِر  بَِه...ا52 
Maksudnya: 
Dan tidak melaksanakan ibadah haji padahal ia mampu berarti ia telah 
mengabaikan salah satu rukun agama. Ia tidak harus menuruti larangan 
suaminya, jadi jika ia tetap berangkat haji maka ia tidak berdosa kepada 
suaminya karena dalam  beribadah kepada Allah, seorang istri tidak butuh izin 
suami. 
Selain perbedaan kondisi, adanya perbedaan fatwa tersebut juga disebabkan 
adanya perbedaan niat. Pada perjalanan biasa (di luar haji dan umrah) yang diniatkan 
untuk studi dan bekerja, ‘Ali> Jum’ah berfatwa bahwa istri tidak diperbolehkan 
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Selain ‘Ali> Jum’ah, ulama kontemporer lain yang membolehkan seorang istri bepergian 
tanpa muhrimnya adalah Yu>suf al-Qarad}a>wi>. Menurut al-Qarad}a>wi>, adanya perubahan fatwa dalam 
masalah ini disebabkan adanya perubahan jarak safar yang semakin singkat oleh adanya 
perkembangan alat transportasi. Lebih lanjut lihat Ja>sir ‘Audah, Maqa>s}id al-Syari>’ah ‘inda al-Syai>kh 
al-Qarad}a>wi> (Qatar: t. p., 2007), h. 128. 
51
Ibid., h. 268.  
52
‘Ali> Jum’ah, al-Baya>n lima> Yasygulu al-Azha>n (Kairo: Da>r al-Muqat}t}am, 2005), h. 311. 
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meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Sebaliknya, pada perjalanan yang 
diniatkan untuk ibadah haji dan umrah, ‘Ali> Jum’ah membolehkan meski istri tidak 
diizinkan oleh suami. Hal ini mengisyaratkan bahwa ‘Ali> Jum’ah 
mempertimbangkan segala aspek kondisi mustafti> sebelum mengeluarkan fatwa. 
Selain jaminan keselamatan, ‘Ali> Jum’ah juga menyaratkan bahwa tujuan 
perjalanan istri haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan yang dibolehkan agama seperti 
haji, studi, atau bekerja. Ia berpendapat bahwa jika tujuan bepergian itu 
bertentangan dengan agama, maka kebolehan bagi istri tersebut pun tidak berlaku 
lagi.
53
 Jadi, meskipun keselamatan perjalanan istri sudah terjamin dan ada izin 
suami, namun jika ia meniatkan perjalanannya untuk bermaksiat, maka hukumnya 
pun berubah menjadi haram. 
Adapun syarat ‘ikut dalam suatu rombongan’ yang menjadi dasar kebolehan 
bepergian seorang istri tanpa muhrim pada perjalanan di luar haji dan umrah yang 
disyaratkan oleh ulama Malikiyah dapat dipenuhi dengan melihat perbedaan kondisi 
angkutan umum zaman sekarang. Dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa di 
dalam bis, angkot, atau pesawat yang terdiri dari beberapa penumpang sehingga hal 
ini dapat dikiaskan pada situasi yang terdapat pada rombongan kafilah sebagaimana 
kondisi pada zaman dahulu. 
E. Penerapan Kaidah Fleksibilitas Fatwa pada Fatwa M. A. Sahal Mahfudh 
Di Indonesia, ulama yang menerbitkan buku fatwanya tidaklah sebanyak 
dengan yang ada di Timur Tengah. Mayoritas buku-buku kompilasi produk fatwa 
berasal dari lembaga atau ormas seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama 
dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, model ijtihad kolektif lebih banyak 
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berkembang dibanding ijtihad individual. Dari hasil penelusuran peneliti, ada dua 
ulama kontemporer Indonesia yang telah mengeluarkan buku fatwa. Salah satunya 
adalah M. A Sahal Mahfudh. 
Muhammad Ahmad Sahal Mahfud lahir di Kajen Pati pada tanggal 17 
Desember 1937. Ia merupakan salah satu tokoh sentral Nahdlatul Ulama (NU) yang 
mengemban tugas sebagai Ketua Umum PBNU selama tiga periode berturut-turut 
yaitu dari tahun 1999 hingga 2015. Perjalanan keilmuan dan kepesantrenannya 
membuat ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Sya>fi’i>, Imam al-Asy’ari>, dan 
al-Gaza>li> sehingga mayoritas fatwa Sahal Mahfudh tidak lepas dari tokoh-tokoh 
tersebut.
54
  
Adapun buku fatwa Sahal Mahfudh yang cukup komprehensif membahas 
persoalan kontemporer berjudul Dialog Problematika Umat. Pada buku fatwa 
tersebut, Sahal Mahfudh bukan hanya membahas tentang masalah-masalah seputar 
ibadah, tetapi juga menyentuh masalah akhlak dan sosial. Fatwa-fatwa yang ia 
kemukakan merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan mustafti> kepadanya. 
Di antara fatwa-fatwa tersebut, penerapan kaidah fleksibilitas fatwa dapat dianalisa 
dari fatwa Sahal Mahfudh tentang istinja’ dengan tisu dan masalah kepemimpinan 
perempuan. 
1. Fatwa tentang Istinja’ dengan Tisu 
Penerapan kaidah fleksbilitas fatwa dapat dilihat dari fatwa Sahal tentang 
masalah istinja’55 dengan tisu. Pada pembahasan tersebut, Sahal Mahfudh terlebih 
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M.A. Sahal Mahfudh, Dialog Problematika Umat (Surabaya: Khalista, 2011), h. 464. 
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Secara bahasa, kata istinja’  memiliki makna yang luas. Kadang ia berarti sesuatu yang 
berada di ketinggian, kadang pula diartikan dengan melepaskan dan memotong sesuatu. Adapun 
secara istilah fikih, para ulama mengemukakan definisi dengan redaksi yang berbeda-beda namun 
pada dasarnya mereka sepakat bahwa istinja’ adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan 
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dahulu menuliskan pertanyaan mustafti> yang bernama Munir asal Pasuruan. Adapun 
isi pertanyaannya sebagai berikut: 
Kiai Sahal, kami ingin tanya tentang masalah najis. Kalau saya pergi ke kota-
kota besar, terus terang saya yang santri ini repot. Seperti di Tunjungan Plaza, 
di WC-nya tidak disediakan air untuk cebok. Hanya ada tisu. Bisakah tisu 
yang memang kasar itu dikiaskan dengan batu?
56
 
Untuk menjawab masalah tersebut, Sahal Mahfudh menggunakan manhaj al-
wasat}i> al-mu’tadil dalam berfatwa. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan 
cara dan bentuk penjelasan hukum yang ia berikan. Pertama, Sahal Mahfudh 
menjelaskan hikmah dan tujuan disyariatkannnya istinja’. Menurut Sahal Mahfudh, 
salah satu hikmah dibolehkannya bersuci dengan menggunakan batu sebagai 
pengganti air yaitu untuk memudahkan penduduk yang menetap di daerah gurun 
pasir atau padang tandus dalam melangsungkan ibadahnya.
57
 
Kedua, Sahal Mahfudh memberikan perbandingan antara ketetapan nas 
dengan perubahan realitas yang terjadi di masyarakat. Perubahan realitas tersebut 
seperti adanya gaya hidup masyarakat yang cenderung praktis dan simpel termasuk 
dalam hal membersihkan hajat. Pada tempat-tempat tertentu, di pesawat atau di 
hotel-hotel, beberapa toilet memang tidak menyediakan air untuk bersuci. Dengan 
asumsi bahwa tisu lebih praktis, mereka pun hanya menyediakan tisu sebagai 
pengganti air. Namun, ketetapan nas dan juga konsensus fukaha terdahulu 
menyebutkan bahwa yang dibolehkan sebagai pengganti air adalah h}ajar (batu).58 
                                                                                                                                                                     
(dubur dan kemaluan). Beberapa lafal yang memiliki kesamaan arti dengan istinja’ adalah istit}a>bah, 
istibra>’, dan istinqa>’. Lihat Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait, al-Mausu>’ah al-
Fiqhiyyah, Juz 4 (Cet. II; Kuwait: Departemen Wakaf dan Urusan Keislaman,  1983), h. 112-113.  
56
Sahal, op. cit., h. 22. 
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Ibid., h. 23. 
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Ibid. 
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Selanjutnya, Sahal Mahfudh pun mengaitkan antara nas dan perubahan 
realitas tersebut untuk mendapatkan hukum dari masalah itu. Dari hasil ijtihadnya, 
Sahal Mahfudh kemudian menetapkan fatwa yang membolehkan istinja’ dengan tisu 
sebagai pengganti air dengan syarat ia harus dilakukan dengan cara minimal tiga kali 
usapan atau sampai kotoran yang melengket itu benar-benar hilang.
59
 
Pada fatwa-fatwa fukaha klasik disebutkan bahwa istinja’ disyariatkan 
dengan menggunakan air atau batu. Hal itu didasarkan pada kondisi orang-orang 
terdahulu (terutama penduduk Arab) yang sulit mendapat air bersih dan belum 
mengenal tisu dan semacamnya.  
Pendapat ulama klasik tentang istinja’ salah satunya dapat dilihat dari 
mazhab Imam Sya>fi’ berikut: 
َِِْواَِلِْفَِضُِلَِِأِْنَِِي ْسَِ تِْنِِجَِيِِِبَِْلاِْح َجِِراِ ُِثَِِ يِْتَِ بُِع َهِْاِا ِلم ََِءا،َِِِِوَِذَِأِاَِرَِداِِْاِِلِِْقِت َصَِراََِِ َلَِأِى َحِِدَِِهَِفِاِِلاِِْقِت َصُِراِ
َََِِلِْاِىِِءالمَِِأِْفَِضُِلِِِمَِنِِِْلاِِْقِتَِصِِراِِِِبَثَِلَِثِِةَِِأِْحَِجٍِراَِِفَِأِْكَِ ثَِرُِِ يَِ ن ِقىِِِِب ِنِِْلاَِمَِح ِل...60  
Artinya: 
Dan yang paling utama adalah istinja’ dengan batu lalu membilasnya dengan 
air. Jika seseorang ingin menyederhanakannya, maka cukup menggunakan air 
itu lebih utama dibanding hanya dengan menggunakan batu karena air lebih 
membersihkan. 
Melalui metode al-Qiya>s, maka batu yang digunakan di zaman dahulu untuk 
bersuci boleh disamakan dengan tisu yang dikenal di zaman sekarang sebagaimana 
yang diaplikasikan dalam fatwa Sahal Mahfudh. Penyamaan tersebut dilandasi pada 
‘illat penetapan kebolehan bersuci dengan batu yaitu untuk membersihkan kotoran. 
Selain itu, pengetian h}ajar (batu) menurut fukaha meliputi h}ajar haqi>qi> dan h}ajar 
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Ibid., h. 24. 
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Kha>lid bin ‘Abdillah al-Syaqafah, Mazhab al-Ima>m al-Sya>fi’i> fi al-‘Iba>da>t wa Adillatuha 
(Cet. IV; Kairo: Da>r al-Sala>m, 2004), h. 129. 
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syar’i>. H}ajar haqi>qi> adalah batu yang dikenal selama ini. Adapun h}ajar syar’i> berarti: 
ُِك ِلَِِجِِماٍِدَِِطِِىاٍِرَِِقِِلاٍِعَِِغِِْيُِِْمَِ تٍَِِرم.61 
Artinya: 
Setiap sesuatu yang padat, bersih, bisa menghilangkan najis, dan bukan 
sesuatu yang dihormati. 
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tisu termasuk h}ajar syar’i> 
karena sifatnya ia bukan benda cair dan bukan sesuatu yang dihormati seperti 
lembaran mushaf dan sejenisnya  serta dapat membersihkan dan menghilangkan 
kotoran. 
Fatwa Sahal Mahfudh tentang kebolehan beristinja’ dengan tisu di tempat-
tempat yang memang tidak menyediakan air menunjukkan contoh penerapan kaidah 
fleksbilitas fatwa. Salah satu bagian dari kaidah tersebut menyebutkan bahwa fatwa 
boleh saja berubah atau berbeda tergantung perkembangan zaman. Perkembangan 
zaman yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuh}aili> meliputi 
adanya dekadensi moral dan perubahan sistem atau fasilitas dalam masyarakat.
62
 
Perubahan fasilitas tersebut dapat dibuktikan dengan adanya perubahan media 
istinja’ masyarakat global sekarang. 
Jika syariat hanya membatasi istinja’ pada batu dan air, maka hal itu akan 
menyebabkan ta’si>r (kesukaran) bagi umat dalam menjalankan ibadahnya, terutama 
mereka yang sedang dalam perjalanan atau dalam kondisi susah mendapatkan air. 
Bagaimanapun juga, bersuci dari hadas dan najis merupakan salah satu faktor sahnya 
ibadah seseorang. Oleh karena itu, fatwa kebolehan istinja’ dengan tisu dapat 
memberikan kenyamanan dan keluwesan seseorang dalam menjalankan aktivitasnya 
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Wahbah al-Zuh}aili>,  Tagayyur al-Ijtiha>d (Suriah: Da>r al-Makatabi>, 2000), h. 35. 
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termasuk beribadah. 
2.   Fatwa tentang Kepemimpinan Perempuan 
Sebagaimana bentuk penulisan fatwa-sebelumnya, Sahal Mahfudh terlebih 
dahulu melampirkan pertanyaan mustafti> sebelum mengemukakan jawabannya. 
Penulisan pertanyaan mustafti> bertujuan agar siapapun dapat memahami fokus 
pembahasan fatwa yang disampaikan oleh mufti. Pertanyaan tentang kepemimpinan 
perempuan tersebut diajukan oleh Jamaluddin asal Surabaya: 
Sekarang ini sudah berkembang luas wacana kepemimpinan perempuan, 
bagaimanakah pandangan Islam terhadap hal ini dan perempuan macam 
apakah yang dibenarkan menjadi pemimpin?
63
 
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Sahal Mahfudh  mengemukakan 
fatwa ulama-ulama klasik tentang kepemimpinan perempuan. Menurut Sahal, 
adanya fatwa ulama-ulama terdahulu yang menolak kepemimpinan perempuan 
dilandasi oleh pernyataan nas dalam QS al-Nisa>’/5: 34 berikut: 
  ِ ِ ِ   ِ ِِِ  ِ ِِ ِ ِِ
   ِِ... 
Terjemahnya: 
Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka...
64 
Sahal Mahfudh mengutip penjelasan dari kitab tafsir seperti tafsir al-Mara>gi> 
dan Ah}ka>m al-Qur’a>n yang ketika menafsirkan ayat tersebut menjelaskan bahwa 
laki-laki berhak menjadi pemimpin bagi perempuan karena adanya beberapa 
keunggulan yang dimiliki oleh laki-laki. Keunggulan yang paling menonjol adalah 
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dari segi kekuatan fisik dan kemampuan untuk bekerja (kasbi>) serta keunggulan 
intelektual dan analisa. Dengan keunggulan tersebut, sangat logis jika laki-laki 
berhak diutamakan untuk menjadi pemimpin bagi perempuan.
65
 
Jika ditelusuri lebih lanjut, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa 
perempuan boleh menjadi pemimpin atau penentu keputusan dalam masalah 
ekonomi atau mu’amalah. Salah satu penyebab perbedaan pendapat tentang masalah 
kepemimpinan perempuan adalah perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut. 
Sebagian ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan menafsirkan bahwa 
lafal ‘pemimpin’ atau qawa>mah dalam ayat 34 surah al-Nisa>’ tersebut bermakna 
kepemimpinan dalam bidang keluarga atau rumah tangga.
 66
 Artinya, di luar masalah 
rumah tangga, perempuan pun boleh menjadi pemimpin. 
Adapun ulama klasik yang mayoritas dari mazhab Syafi>’iyah dan Malikiyah 
menolak kepemimpinan perempuan baik itu kepemimpinan yang sifatnya rumah 
tangga, kehakiman, hingga  wilayah kenegaraan. Mereka berpendapat bahwa lafal 
qawa>mah tersebut bermakna umum meliputi semua jenis kepemimpinan.67 
Setelah memaparkan pernyataan nas dan fatwa ulama klasik, Sahal Mahfudh 
kemudian menganalisa konteks zaman sekarang sebelum menghubungkannya dengan 
ketentuan nas tersebut. Sahal Mahfudh mengatakan: 
Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana apabila kemampuan 
antara laki-laki dan perempuan itu sama? Sebagaimana yang diketahui bahwa 
perempuan sekarang cukup banyak yang terpelajar. Di segala bidang mereka 
telah tampil aktif, peran mereka pun begitu besar sebagai pengambil 
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Kaus|ar Ka>mil ‘Ali>, Muh}a>d}ara>t fi> al-Fiqh al-Muqa>ran (Kairo: Percetakan Universitas al-
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keputusan.
68
 
Pernyataan Sahal Mahfudh tersebut dilandaskan pada dalil logika bahwa 
pada hakikatnya larangan kepemimpinan perempuan disebabkan adanya beberapa 
kelemahan yang dimiliki oleh perempuan terutama lemahnya fisik dan inteletual. 
Namun pada zaman sekarang, tingkat pendidikan yang lebih baik dan sistem 
kemasyarakatan yang semakin maju semakin membuka peluang bagi kaum 
perempuan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Adapun masalah fisik, hal tersebut 
dapat ditutupi dengan adanya fasilitas transportasi, komunikasi, dan media kerja 
yang serba praktis dan canggih. 
Lebih lanjut Sahal mengatakan: 
Apabila memang benar bahwa kepemimpinan laki-laki itu dikaitkan dengan 
kemampuan mereka dalam inteletualitas dan aktivitas, sebagaimana ‘illat ayat 
tersebut, maka sama sekali tidak ada keberatan apabila perempuan juga 
menjadi pemimpin jika telah memenuhi kriteria kepemimpinan.
69
 
Dari beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa Sahal Mahfudh  membolehkan kepemimpinan perempuan selama mereka 
memenuhi kriteria yaitu memiliki kualitas inteletual sekaligus kemampuan kerja. 
Fatwa Sahal ini sesuai dengan kaidah fleksibilitas fatwa yang menyebutkan bahwa 
fatwa dapat mengikuti perkembangan realitas seperti perbedaan tempat, waktu, 
kondisi, dan tradisi. Analisa Sahal Mahfudh terhadap kehidupan perempuan di abad 
modern menjadi salah satu pertimbangannya dalam membolehkan kepemimpinan 
perempuan.  
Adanya aplikasi fleksibilitas fatwa pada dua fatwa tersebut memberikan 
petunjuk bahwa Sahal mempertimbangkan konteks realitas di luar nas. Metodologi 
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seperti ini tampaknya telah menjadi prinsip dasar Sahal dan ulama-ulama Nahdlatul 
Ulama lainnya dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam Muktamar NU XXXI di 
Solo-Jawa Tengah, disepakati oleh para ulama NU (termasuk Sahal) bahwa sistem 
penetapan hukum Islam dalam Bahsul Masail NU dimulai dengan analisa masalah, 
analisa dampak, lalu analisa hukum. Adapun jika dalam sebuah kasus didapati 
perbedaan ulama maka pendapat yang dipilih adalah yang lebih maslahat atau yang 
lebih kuat.
70
 
Pada dua kasus yang ada yaitu istinja’ dengan tisu dan kepemimpinan 
perempuan, tampaknya Sahal cenderung menetapkan fatwa yang lebih maslahat 
ketimbang memilih fatwa ulama yang terdahulu. Hal tersebut disebabkan adanya 
perbedaan konteks antara masa ulama-ulama klasik dengan ulama-ulama yang hidup 
di abad modern. Menurut Sahal, konstruksi fikih ratusan tahun lalu jelas tidak lagi 
memadai dalam menjawab kasus-kasus fikih yang sama sekali baru.
 
Situasi politik 
dan budaya zaman sekarang yang sudah berbeda, sehingga jika hukum hanya 
berlandas pada rumusan teks, maka akan banyak persoalan yang tidak dapat 
dipecahkan. 
71
  
Dari pernyataan Sahal tersebut dapat disimpulkan bahwa ia tidak 
mengabaikan prinsip-prinsip fleksibilitas dalam berfatwa. Selain itu, beberapa 
produk-produk fatwanya yang telah menerapkan kaidah fleksibilitas dapat 
dikaetgorikan ke dalam corak ulama beraliran moderat.  
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F. Penerapan Kaidah Fleksbilitas Fatwa pada Fatwa M. Quraish Shihab  
Ulama kontemporer Indonesia lainnya adalah M. Quraish Shihab. Berbeda 
dengan Sahal Mahfudh, M. Quraish Shihab lebih dikenal sebagai seorang ahli tafsir 
terkemuka tanah air melalui buku-buku tafsirnya seperti Tafsir al-Mishbah, 
Membumikan al-Qur’an, dan Wawasan al-Qur’an. Ia lahir pada tanggal 16 Februari 
1944 di Rappang Sulawesi Selatan. Pada tahun 1984, ia sempat menjabat sebagai 
Ketua Majelis Ulama Indonesia.
72
  
Selain buku-buku tafsir, M. Quraish Shihab juga aktif memfatwakan 
sejumlah pendapatnya tentang persoalan fikih dan kasus hukum Islam kontemporer. 
Kapabilitas keilmuannya menjadikan ia sebagai salah satu cendekiawan terkemuka 
tanah air. Tahun 1984, ia bahkan diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia 
dan pada tahun 1998 ia menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. 
Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara 
kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan 
yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata.
73
 
Adapun fatwa Quraish yang akan peneliti kaji adalah fatwa dalam masalah 
pemakaian alat kontrasepsi atau yang lebih dikenal dengan KB (Keluarga 
Berencana). Masalah KB bukan hanya berkaitan dengan masalah sosial secara 
global, tetapi juga menjadi salah satu bentuk inovasi sains di zaman modern yang 
dapat dilihat pada bentuk-bentuk alat kontrasepsi. 
Menurut Quraish, masalah KB erat kaitannya dengan masalah kependudukan. 
Dalam prinsip maqa>s}id, pemeliharaan keturunan dapat menjadi landasan normatif 
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adanya kebijaksanaan pemerintah dalam menyelesaikan masalah kependudukan. 
Pentingnya ketepatan perhitungan dan keserasian dalam kehidupan yang 
diisyaratkan oleh nas al-Qur’an juga merupakan pijakan yang kuat terhadap masalah 
kependudukan.
74
 Menurut peneliti, dalil yang dikemukakan oleh Quraish tersebut 
merupakan dalil yang tidak secara jelas dan spesifik menjelaskan hukum kontrasepsi.  
Secara umum, Islam membenarkan hukum pemakaian alat kontrasepsi karena 
di zaman Sahabat telah dikenal cara kontrasepsi yang disebut dengan ‘azl.75 Namun, 
kebolehan pemakaian alat kontrasepsi bukan berarti tanpa batasan. Quraish Shihab 
berpendapat bahwa segala macam bentuk kontrasepsi dapat dibenarkan oleh agama 
selama ia memiliki empat syarat yaitu: pemakaiannya tidak dipaksakan, efeknya 
tidak menggugurkan (aborsi), tidak membatasi jumlah anak, dan tidak 
mengakibatkan pemandulan abadi meskipun pemandulan bisa dilakukan jika 
menimbulkan dampak negartif bagi kesehatan anggota keluarga.
76
 
Jika tujuan pemakaian alat KB tersebut untuk memelihara kualitas 
pendidikan anak, maka hal itu dibolehkan. Imam al-Gaza>li> bahkan membolehkan 
‘azl walaupun dengan alasan untuk memelihara kecantikan istri.77 
Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa alasan beberapa ulama 
klasik melarang kontrasepsi adalah dikhawatirkan terjadinya pemandulan abadi 
(sterilisasi). Quraish mengatakan: 
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Jika perkembangan ilmu pengetahuan menemukan cara yang tidak 
mengakibatkan pemandulan abadi, atau strelisasi yang ditempuh dengan tidak 
mengakibatkan hal tersebut, maka tentu hukumnya berubah dari terlarang 
menjadi boleh.
78
 
Dari fatwa tersebut dapat disimpulkan beberapa hal: Pertama, sebelum 
menetapkan fatwa, Quraish lebih dahulu menjelaskan landasan nas baik nas umum 
maupun nas khusus yang berkaitan dengan masalah kontrasepsi. Kedua, 
pertimbangan objektif Quraish terhadap maslahat dan mudarat alat kontrasepsi 
mengisyaratkan bahwa ia berhati-hati dalam menetapkan sebuah fatwa. Ketiga, 
pernyataannya yang tidak menafikan perkembangan teknologi sains modern 
mencerminkan cara berpikirnya yang moderat sehingga ia bisa dikategorikan sebagai 
ulama yang bermanhaj al-wasat}. Di sini, Quraish dengan jelas menerapkan kaidah 
fleksbilitas dalam fatwanya. 
Dalam fatwa tersebut ia tidak menyebutkan secara terperinci dalil-dalil nas 
(teks al-Qur’an atau lafal hadis) dan menjabarkan lebih jauh pendapat-pendapat para 
ulama. Menurut peneliti, hal tersebut dilakukan oleh Quraish Shihab untuk 
memudahkan mustafti> memahami esensi fatwanya selain karena pertanyaan tentang 
alat kontrasepsi tersebut memang berasal dari seorang awam. 
Masalah kontrasepsi sebenarnya bukanlah sebuah topik baru dalam fikih. 
Pada literatur fikih klasik, para ulama telah membahas persoalan tersebut dengan 
mengkaji hadis-hadis yang spesifik membahas tentang ‘azl. Hadis yang 
membolehkan ‘azl antara lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukha>ri> Muslim: 
ََِِْنَََِِِطََِ ِءاِْنَِِجِِباٍِرَِِقَِلاُِِك : ِنَِ نِاِِْعِزُِلَََِِِلََِ ِىِْهِِدَِِرُِسِْوِِلِِِللاَِِص ِلُِللاِىَََِِِِلْيِِوَِِوَِس ِلَِم.79َِِوِِْفِِِِرَوَِياِِةِ
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ُِمِْسِِلٍِمَِ فِ:َِ بَِلَِغِِِلذَِكَِِن ِِبِِِللاَِِص ِلُِللاِىَََِِِِلْيِِوَِِوَِس ِلَِمَِِ فَِلِْمَِِ يِْ نَِِهَن.ا80ِ
Artinya: 
Dari ‘At}a>’ dari Ja>bir ia berkata: Kami telah melakukan ‘azl di zaman 
Rasulullah saw. Pada riwayat Muslim ditambahkan: Lalu kami menyampaikan 
hal itu kepada Rasulullah saw. dan beliau tidak melarang kami.ِ  
Abu> Zahrah mengemukakan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang 
kebolehan ‘azl. Hana>bilah, Ibnu Hazm, dan beberapa ulama lainnya melarang hal 
tersebut dengan berpegang pada hadis-hadis yang menganjurkan umat Islam untuk 
memperbanyak keturunan. Adapun ulama yang membolehkan berpendapat bahwa 
‘azl merupakan rukhs}ah yang diberikan oleh Nabi saw seperti Imam al-Gaza>li>, 
namun mereka berbeda pendapat tentang alasan keringanannya. Ada yang 
memakruhkan, ada pula yang berpendapat bahwa meninggalkan ‘azl  lebih utama 
daripada melakukannya.
81
 
Namun perlu diperhatikan bahwa cara kontrasepsi telah jauh berkembang dan 
berbeda bentuknya dari cara yang pernah dilakukan di zaman Nabi saw. Pada zaman 
sekarang, berkat inovasi kedokteran, alat kontrasepsi telah tersedia dalam berbagai 
macam bentuk dan cara mulai dari spiral, suntik, dan pil. Oleh karena itu, 
dibutuhkan pendekatan modern dalam menetapkan status hukumnya karena tidak 
semua alat kontrasepsi aman dari efek samping yang membahayakan.  
Adapun cara kontrasepsi dengan‘azl, pada dasarnya tidak menimbulkan 
bahaya kesehatan baik bagi istri maupun suami, hanya membatasi kepuasan seks 
karena penetrasi dilakukan di luar alat kelamin perempuan. Jadi, jika pun ada 
sebagian ulama yang melarangnya atau memakruhkannya, ini disebabkan oleh 
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adanya hadis lain yang sepintas bertentangan dengan pembatasan kehamilan 
tersebut. 
Sebaliknya, alat KB modern memiliki efek samping negatif. Efek negatifnya 
tentu saja hanya dirasakan oleh pemakainya. Di antaranya jadwal haid tidak teratur, 
kegemukan, keputihan yang berlebihan, pendarahan, dan keringnya rahim.
82
 Efek 
negatif inilah yang penting untuk dipertimbangkan oleh para mufti maupun mustafti> 
sebelum menetapkan keputusan. Adanya syarat-syarat yang membatasi kebolehan 
kontrasepsi atau alat KB sebagaimana yang difatwakan M. Quraish Shihab menjadi 
salah satu contoh kehati-hatian mufti dalam berfatwa. 
Dari hasil penelusuran peneliti, tidak semua fatwa kontemporer yang 
dikeluarkan oleh Quraish mempertimbangkan aspek nas dan realitas secara seimbang 
sebagaimana dalam fatwa KB tersebut. Pada kasus jilbab misalnya, ia terkesan 
cenderung terlalu longgar dalam menafsirkan nas dan mengabaikan kesepakatan 
ulama tentang kewajiban menutup aurat. Ia condong memilih mengikuti pendapat 
ualam liberal seperti al-Asyma>wi> daripada mengambil pendapat jumhur ulama 
sehingga beberapa kalangan menyebut pemikirannya itu sebagai keputusan yang 
kontroversial. 
Sebaliknya, tak jarang pula dijumpai fatwa Quraish yang lebih memilih untuk 
mengambil fatwa ulama-ulama terdahulu dibanding mengikuti pendapat ulama 
modern.  Salah satu contohnya adalah fatwa hukum bermakmum melalui televisi.
83
   
Menanggapi masalah tersebut, Quraish Shihab mengemukakan dua kubu 
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pendapat yang berbeda. Pertama, ulama yang membolehkan bermakmum melalui 
media seperti radio, terlebih lagi televisi. Ulama tersebut bernama Ah}mad bin 
Muh{ammad al-S}iddi>q yang membolehkan dengan tiga syarat: Pertama, waktu 
pelaksanaannya bersamaan atau tidak dilakukan oleh mereka yang makmum di luar 
waktu salat itu. Kedua, negeri atau tempat salat makmum harus berada di belakang 
negeri atau di tempat salat imam sebagaimana syarat sahnya posisi imam dan 
makmum. Ketiga, makmum harus berada dalam satu saf dengan orang lain meskipun 
hanya satu orang.
84
 
Golongan ulama lain yang berpendapat sebaliknya berasal dari mazhab-
mazhab fikih klasik. Mayoritas mazhab tersebut menyaratkan kesatuan tempat imam 
dan makmum sehingga kasus bermakmum melalui televisi merupakan sesuatu yang 
tidak memenuhi syarat. Mazhab Sya>fi’i> bahkan menggambarkan kesatuan tempat itu 
dengan mengatakan bahwa makmum bisa berjalan menuju tempat imam tanpa ada 
sesuatu yang menghalanginya.
85
 Setelah memaparkan dua pendapat yang saling 
bertolak-belakang, Quraish Shihab pun melakukan tarji>h} dengan memilih pendapat 
yang kedua.  
Dari fatwa tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: masalah 
makmum melalui televisi merupakan sebuah kasus yang belum menjadi tradisi 
mayor. Pada penerapan kaidah fleksbilitas fatwa, seorang mufti hendaklah terlebih 
dahulu menganalisa perubahan realitas yang terjadi. Jika perubahan yang terjadi 
bukan perubahan yang bersifat dominan atau perubahan tersebut tidak menyebabkan 
mudarat jika tidak diberlakukan, maka perubahan konteks tersebut tidak dapat serta-
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merta dijadikan dasar perubahan fatwa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan logis 
bagi M. Quraish Shihab dalam fatwanya. 
Larangan tersebut bukan hanya bertujuan untuk memotivasi orang-orang agar 
berjamaah di masjid secara langsung, tetapi juga menutup adanya kemungkinan 
mudarat yang lebih besar (saddu al-zara>’i>). Mudarat tersebut di antaranya adalah 
terjadinya kekosongan masjid karena hilangnya semangat salat berjama’ah yang 
dapat menyebabkan runtuhnya persatuan (ukhuwah) umat Islam di kemudian hari. 
Dari beberapa analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah fleksibilitas 
fatwa tidak semuanya bisa diberlakukan dalam fatwa-fatwa hukum fikih 
sebagaimana fatwa makmum lewat televisi tersebut. Analisa terhadap keseimbangan 
maslahat dan mudarat serta dominasi dan tidaknya sebuah tradisi menjadi salah satu 
landasan yang kuat bagi mufti untuk memutuskan apakah fleksibilitas fatwa bisa 
dilakukan atau tidak. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Hakikat kaidah fleksibilitas fatwa adalah suatu kaidah yang menghendaki 
adanya perubahan atau perbedaan fatwa berdasarkan perubahan tempat, waktu, 
kondisi, niat, dan tradisi. Oleh karena itu, penerapan kaidah fleksibilitas fatwa 
sangat bergantung pada kecerdasan dan analisa seorang ahli fatwa terhadap realitas 
waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan yang terjadi di sekitarnya. Akan tetapi, tidak 
semua perubahan atau perbedaan realitas dapat menjadi dasar fleksibilitas fatwa. 
Fukaha telah menetapkan syarat-syarat perubahan fatwa yaitu perubahan itu tidak 
bertentangan dengan nas, perubahan tersebut bersifat mayor, perubahan tersebut 
adalah asasi atau bisa menimbulkan mudarat jika tidak dilakukan, dan perubahan itu 
bersifat meyakinkan. 
Adapun manhaj fatwa secara umum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu, 
manhaj al-tad}yi>q wa al-tasydi>d (metode berfatwa ulama garis keras), manhaj al-
muba>lagah fi al-tasa>hhil (metode fatwa ulama liberal), dan al-manhaj al-wasat}i> al-
mu’tadil (metode fatwa ulama moderat). Menurut para ulama, dari ketiga manhaj 
tersebut, al-manhaj al-wasat}i> al-mu’tadil merupakan manhaj yang paling tepat 
digunakan dalam menerapkan kaidah fleksibilitas fatwa. Manhaj ini juga banyak 
digunakan oleh ulama-ulama kontemporer. Karakteristik utama manhaj tersebut 
adalah bahwa seorang mufti harus berupaya untuk menyeimbangkan segala 
sesuatunya dengan timbangan syariah dan menempuh jalan tengah yang tidak terlalu 
keras dan tidak pula terlalu longgar. 
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Penerapan atau aplikasi kaidah fleksibilitas fatwa dapat ditemukan dalam 
produk fatwa ulama-ulama kontemporer baik dalam segi metodologisnya maupun 
praktisnya. Contoh penerapan tersebut dapat dilihat pada fatwa Yu>suf al-Qarad}a>wi> 
tentang zakat profesi tanpa menunggu haul, fatwa Wahbah al-Zuhaili> tentang hukum 
bunga bank asing, fatwa ‘Ali> Jum’ah pada kasus perempuan yang bepergian tanpa 
muhrim, fatwa Sahal Mahfudh tentang kebolehan istinja’ dengan tisu dan 
kepemimpinan perempuan, serta fatwa M. Quraish Shihah dalam masalah 
penggunaan alat kontrasepsi (KB). Semua fatwa ulama kontemporer tersebut 
menggunakan kaidah fleksbilitas fatwa sebagai pedoman atau landasan sebelum 
mereka menetapkan sebuah hukum atau fatwa. 
B. Implikasi 
Kaidah fleksbilitas fatwa bisa berposisi sebagai kaidah sentral dan strategis 
dalam proses penyelesaian masalah-masalah fikih kontemporer. Para ulama yang 
dituntut berperan sebagai mufti diharapkan mampu menerapkan kaidah fleksbilitas 
tersebut dalam produk fatwanya sehingga fatwa dapat membumi dalam masyarakat.  
Pada tataran praktis, tidak sedikit fatwa yang terkesan keras atau bahkan 
liberal menyebabkan kebingungan masyarakat awam sehingga para ulama 
diharapkan mampu membawa spirit taysi>r dan takhfi>f dalam fatwanya. Spirit 
tersebut dapat disimpulkan dari hakikat kaidah fleksbilitas fatwa yang menekankan 
pentingnya memperhatikan konteks realitas secara berimbang setelah menganalisa 
dalil-dalil penetapan sebuah hukum. 
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